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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, yang sepantasnya diucapkan dalam mengawali pengantar
ini, karena atas hidayah dan taufik-Nya sehingga Rancangan Perubahan
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar ini
dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten
Kepulauan Selayar mengacu pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ruang Lingkup pembahasan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan
strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang diharapkan mampu
menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang, dan kendala yang
dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial
Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dengan tersusunnya Rancangan Perubahan Renstra ini, diharapkan
menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, selanjutnya akan
dijabarkan dalam proses penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas Sosial
Kabupaten Kepulauan Selayar setiap tahunnya (2021 - 2026).

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah
berperan aktif dalam penyelesaian Rancangan Perubahan Renstra Dinas Sosial
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. Semoga Allah SWT
melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Demikian, dan terima kasih.

Benteng, 1 Agustus 2023
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Kepulauan Selayar
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa
setiap Perangkat Daerah wajib membuat dokumen perencanaan 5
(lima) tahunan yaitu Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata
Cara Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah dalam Pasal 11 ayat (3) mengemukakan
bahwa rencana perangkat daerah terdiri atas Renstra Perangkat
Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2021-2026 mengacu pada RPJMD Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun 2021-2026. Urgensi dan dasar penyusunan renstra
juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam
Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 tahun 2020
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan beberapa
peraturan perundang undangan yang terkait.

Rencana strategis merupakan konsep yang digunakan dalam
berbagai institusi untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan
yang hendak dicapai secara komprehensif. Rencana strategis menjadi
perangkat penting bagi institusi untuk menjelaskan apa yang hendak
dicapai dan bagaimana mencapainya, membantu perangkat institusi

untuk menemukan masalah yang dihadapi, identifikasi potensi dan



sumber daya, menyusun program serta kegiatan untuk mencapai
tujuan yang diinginkan.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dijalankan,
Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Kepulauan Selayar juga di dukung
oleh Kementrian Sosial melalui program dan Kegiatan yang dananya
berasal Eselon 1 (Satu) terkait. Sasaran strategis Kemetrian Sosial
anata lain: (1)meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk
miskin dan rentan. (2) meningkatkan layanan yang berkualitas oleh
pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional. (3)
mewujudkan penguatan tata kelola seta meningkatkan efektivitas
birokrasi dan pelibatan publik.

Selain itu, dalam pelaksanaan pembangunan Kesejahteraan
sosial sosial diKabupaten Kepulauan Selayar, Dinas Sosial Kabupaten
Kepulauan Selayar juga bekerja sama dan bersinergi dengan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui pemerintah daerah
terkait yang menangani urusan sosial. Prioritas pembangunan
kesejahteraan sosial dalam Renstra tahun 20210-2026 ini diantaranya
adalah Peningkatan Pelayanan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar tahun
2021-2026 merupakan rencana pembangunan dalam jangka 5 (lima)
tahun yang menjadi pedoman untuk menyusun Rencana Kerja (Renja)
Tahunan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial sebagai
tahapan penyempurnaan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang
telah dilaksanakan pada periode sebelumnya terutama dalam
mewujudkan pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten
Kepulauan Selayar.

Keberhasilan program pembangunan kesejahteraan sosial
diantaranya ditandai adanya peningkatan kualitas kehidupan yang
layak dan bermartabat, serta tercukupinya kebutuhan dasar
masyarakat. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan yang dicita-
citakan pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama harus
berperan aktif sesuai dengan tugas dan fungsinya masyarakat selaku
subjek dan objek pembangunan. Pemerintah berkewajiban untuk

mengarahkan, membimbing, melindungi serta menciptakan suasana
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1.2,

yang kondusif, agar peran aktif semua pihak dapat terakomodir dalam
pembangunan.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan bagian dari
pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan
Kesejahteraan Sosial individu, kelompok dan masyarakat. Kelompok
masyarakat yang meliputi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial
seperti: Lanjut usia terlantar, penyandang cacat, fakir miskin, anak
terlantar, bencana alam / sosial dan tuna sosial merupakan bagian dari
masyarakat yang tidak terpisahkan. Kelompok masyarakat ini perlu
mendapat perhatian khusus karena memiliki berbagai keterbatasan
sehingga sering kali mereka tertinggal dalam proses pembangunan yang
berakibat kurang dapat menikmati hasil pembangunan.

Penduduk yang termasuk dalam kelompok Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS) cenderung mengalami peningkatan baik
kualitas maupun intensitas. Dampak yang ditimbulkan sangat komplek
dan memerlukan penanganan secara khusus. Untuk mengidentifikasi
dan mengevaluasi permasalahan tersebut, diperlukan data/informasi
mengenai berbagai hal yang berkaitan secara akurat, terpercaya dan
tepat waktu.

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Sosial, Kabupaten
Kepulauan Selayar, salah satu aspek yang sangat penting adalah
penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA). Hal ini penting mengingat
perencanaan pembangunan Dinas Sosial, dalam kerangka
penyelenggaraan akuntabilitas publik, Renstra menjadi sangat penting
terutama dalam penentuan arah perencanaan pembangunan
Kabupaten Kepulauan Selayar. Oleh karena itu maka dianggap perlu
menyusun Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra
SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 sebagai
acuan dan arah kebijakan sekaligus sebagai dasar evaluasi dalam
menilai kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten

Kepulauan Selayar.

Landasan Hukum

Berbagai landasan hukum yang terkait dengan pelaksanaan

pembangunan kesejahteraan sosial, meliputi :

[99)



. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan
Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3796);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

. Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah
diubah dengan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 _tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
Undang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6485);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



7.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016
Nomor 69, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor
5871);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, tambahan lembaran negara
republik indonesia nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan
stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona
virus disease 2019 (covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi
ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau
stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan
Kesejahteraan Fakir Miskin. (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3106);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 96,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan
Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4889);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
18); sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah
nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan
Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

)



21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang
Tata cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar
Teknis Pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70
Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Perémran Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah;



29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Keputusan Menteri Dlaam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri DalamNegeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Nengeri
Nomor050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2018 - 2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025;
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun
2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor
1);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun 2013-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Selayar Nomor 28);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
2022-2041 (Tambahan Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
322);



37.

38.

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun
2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun
2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar
Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2020 Nomor 113);

Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 62 Tahun 2020 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Kepulauan Selayar Nomor 126 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Sosial.

1.3. Maksud dan Tujuan

Madsud Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

a.

sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan
pembangunan oleh perangkat daérah yang akan dilaksakan 5 (lima)
tahun kedepan

dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi pemerintahan
pemerintahan daerak kabupaten kepulauan selayar sebagaimana
tertuang dalam RPJMD tahun 2021 - 2026; dan

sebagai acuan dalam penyusunan renja perangkat daerah dalam
rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan sosial
untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang telah disepakati

dalam kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 adalah untuk :

a. tersedianya dokuman yang dapat digunakan oleh kepala

perangkat daerah untuk mengarahkan dan mengalokasikan

sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan perangkat daerah;

b. memudahkan pengukuran pencapaian kinerja perangkat daerah.



c. memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan
koordinasi dengan instansi terkait monitoring dan evaluasi
kegiatan baik secara internal maupun eksternal yang menjadi
kerangka dasar bagi perangkat daerah dalam upaya
meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan; dan

d. Meningkatkan koordinasi, singkronisasi dab sinergi antar bidang

dalam perangkat daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
maka laporan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta
sistematika penulisan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan
Selayar.
BAB Il GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL
Memuat gambaran umum pelayanan, sumber daya yang dimiliki dan
kinerja, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan serta
struktur orgnisasi Dinas Sosial.
BAB IIIl PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
Pelayanan Dinas Sosial mengindentifikasi dan membahas isu-isu
strategi Dinas Sosial berdasarkan tugas dan fungsi yang dijalankan.
Dan telaahan Visi, Misi Dan Program Bupati Dan Wakil Bupati
Terpilih, telaahan Renstra K/L Dan Renstra, telaahan Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
serta Penentuan isu-isu strategis.
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
Memuat rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat
daerah.



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat
Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Memuat Rencana Program dan Kegiatan sebagai penjabaran dari
strategis kebijakan yang ditetapkan, serta Indikator Kinerja yang
ditujukan pada Kelompok Sasaran dan pendanaan indikatif Dinas
Sosial.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Menjelaskan indikator kinerja Dinas Sosial yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima
tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB VIII PENUTUP

Menjelaskan penjabaran Renstra lebih lanjut dalam bentuk Renja
Perangkat Daerah.
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten
Kepulauan Selayar

Pembagian urusan pemerintahan diatur dalam Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dimana pembagian urusan konkruen di bidang
sosial yang menjadi kewenangan provinsi adalah penyelenggaraan
urusan pemerintah bidang sosial. Dalam penyelenggaraan
kewenangan pemerintahan di bidang sosial terdapat urusan yang
akan dilaksanakan daerah. Sebagaimana telah dijabarkan pula
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun 2020 Nomor 113);

Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar adalah unsur
pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan Dinas Sosial
Kabupaten Kepulauan Selayar diatur melalui Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020
Nomor 113);

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas Bupati dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan
Umum dan Pembangunan dibidang Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai

susunan/ struktur organisasi dan fungsi sebagai berikut :
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1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Sosial yang

menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang

ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Dalam menyelenggarakan

tugasnya Kepala Dinas menyelengarakan fungsi sebagai berikut :

a.

Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang
Sosial;

Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang
sosial;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial;
Pelaksanaan administrasi di bidang Sosial ; dan

Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait

dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas Kepala Dinas Sosial sebagai berikut :

1.

10.

11.

menyusun rencana kerja Dinas sebagai pedoman pelaksanaan
tugas:

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas
dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan Tugas;

menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
menyelenggarakan dan merumuskan merumuskan kebijakan

teknis perlindungan dan jaminan sosial;

. menyelenggarakan dan merumuskan merumuskan kebijakan

teknis rehabilitasi sosial;

. menyelenggarakan dan merumuskan merumuskan kebijakan

teknis pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
menyelenggarakan  evaluasi dan  pelaporan  urusan
pemerintahan bidang sosial;

mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan,
pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang sosial;
menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga

pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka

-~
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pelaksanaan Tugas dan Fungsi;

12. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;

13. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Dinas dan

memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan

perumusan kebijakan; dan

14. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan

atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas

membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan dan

memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua

unsur dalam lingkup Dinas.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris melaksanakan Fungsi :

a.

i

Penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data
pelaporan, program dan anggaran pemgembangan sumber daya

manusia aparatur;

. Pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan,

serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;

Pengelolaan penatausahaan, rumah tangga, keamanan dan
kebersihan, perlengkapan, pengelolaa aset, dan dokumentasi;
Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan
fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup

Dinas;

. Pelaksanaan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-

undangan bidang sosial;
Pelaksanaan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya
aparatur,

Pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kinerja dinas; dan

. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang

tugasnya;

Sedangkan uraian tugas sekretaris meliputi :

1.

2.

menyusun rencana kegiatan Sekretaris sebagai pedoman dalam

pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas

dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan Tugas;

menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

melaksanakan  penyusunan perencanaan, pemantauan,

evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran dinas ;

. melaksanakan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan

perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan
keuangan;

melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga,
keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan aset, dan

dokumentasi;

. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian,

pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur
sipil negara lingkup Dinas;

melaksanakan penyusunan dan penetapan peraturan
perundang-undangan bidang sosial;

melakasanakan penyelenggaraan peningkatan disiplin dan
kapasitas sumber daya aparatur;

mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan produk
hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang dalam
lingkup dinas;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga
pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka
pelaksanaan Tugas dan Fungsi;

menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Sekretaris dan
memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai
bahan perumusan kebijakan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris membawahi 2 (Dua) Sub Bagian antara lain :

a.
b.

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

Sub Bagian Program dan Keuangan
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c. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu

kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan
melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial dan
penanganan fakir miskin.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

dan Penanganan Fakir Miskin melaksanakan Fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan sosial dan
penanganan fakir miskin;

b. pelaksanaan kibjakan teknis bidang pemberdayaan sosial dan
penanganan fakir miskin;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan
sosial dan penanganan fakir miskin;

d. pelaksanaan administrasi di bidang pemberdayaan sosial dan
penanganan fakir miskin;

e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan
bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan

Fakir Miskin meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial dan
Penanganan Fakir Miskin sebagai pedoman dalam pelaksanaan
Tugas,

2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;

3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas
dalam lingkungan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan
Fakir Miskin untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
Tugas;

4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

6. melaksanakan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi,

pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan,

keluarga dan kelembagaan masyarakat.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
pemantauan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan,
keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
melaksanakan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi,
pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pemberdayaan
kesejahteraan sosial terhadap masyarakat yang berada di daerah
terpencil/ komunitas adat terpencil penanganan masalah sosial
pada lingkungan masyarakat kumuh/keluarga berumah tak
layak huni;

melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantau
dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
melaksanakan pengembangan potensi sumber kesejahteraan
sosial;

melaksanakan pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan
keluarga;

pelaksanaan pembinaan organisani sosial /lembaga swadaya
masyarakat, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat
dan lembaga kesejahteraan sosial;

melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin/keluarga
miskin pedesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
melaksanakan pendataan dan pengolahan data fakir miskin
dalam kabupaten;

menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang
pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
mengkoordinasikan kebijakan dalam upaya pembinaan dan
pemberdayaan fakir miskin/keluarga miskin;

mempersiapkan bahan pembinaan dan pengendalian usaha-
usaha kesejahteraan sosial fakir miskin/keluarga miskin;
melakukan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin;
melakukan pemberian bimbingan teknis dan supevisi, serta
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan identifikasi, pemetaan dan
penguatan kapasitas;

melakukan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi serta evaluasi, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan
pemberdayaan terhadap fakir miskin/ keluarga miskin

pedesaan, perkotaan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
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21.

22,

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

melakukan kebijakan, pelayanan sosial terhadap fakir miskin
pedesaan, perkotaan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
melakukan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pendampingan;

melaksanakan pemberian bantuan gratis beras miskin bagi
masyarakat miskin;

melakukan pelayanan administrasi terhadap keluarga miksin
yang memerlukan legalitas surat keterangan ttidak mampu;
melakukan koordinasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan
sosial wanita dan rawan sosial ekonomi masyarakat di
lingkungan kumuh/keluarga berumah tidak layak huni dan
komunitas adat terpencil;

melakukan pembinaaan dan pemberdayaansosial terhadap
keluargarentan, keluarga bermasalah sosial psikologis dan
wanita rawan sosial ekonomi;

melakukan pembinaan dan pemberdayaan bimbingan teknis
dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan penanganan masalah
sosial masyarakat yang berada di lingkungan kumuh/keluarga
berumah tidak layak huni;

melakukan kebijakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
serta evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat yang
berada di daerah terpencil/komunitas adat terpencil dan
bantuan stimulan;

melakukan kebijakan bimbingan teknis dan pemantauan serta
evaluasi pekerja sosial dan peekrja sosial masyarakat, tenaga
kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
mengoordinasikan kebijakan pengendalian usaha-usaha dalam
upaya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan,
kejuangan, kesetiakawanan sosial serta restorasi sosial;
mengoordinasikan  kebijakan pelaksanaan usaha-usaha
pemberdayaan kelembagaan organisasi sosial/lembaga swadaya
masyarakat yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial dan
karang taruna;

melakukan  pembinaan terhadap lembaga  konsultasi

kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga;
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33. melakukan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional
kabupaten;

34. mengumpulkan data potensi sumber kesejahteraan yang
meliputi organisasi sosial, karang taruna,wanita pemimpin
kesejahteraan sosial, dunia usaha yang melakukan usaha
kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis
masyarakat;

35. melakukan pembinaan penjaga taman makam pahlawan;

36. memfasilitasi peringantan hari pahlawan dan  hari
kesetiakawanan sosialberbasis masyarakat;

37. mengumpulkan data pahlawan perintis kemerdekaan,veteran
dan keluarganya;

38. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan
,pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang
pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;

39. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga
pemerintah dan lembaga nom pemerintah dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsi ;

40. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan
peraturan perundangan-undangan; |

41.mnyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Bidang
Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin serta
memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagaibahan
perumusan kebijakan; dan

42. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

membawahi 3 (tiga) Seksi antara laing :

1. Seksi Penguatan Kapasitas Sosial

2. Seksi Penataan Lingkungan Sosial

3. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial

. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan

teknis bidang rehabilitasi sosial
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial melaksanakan Fungsi :

a.

o p o g

perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial;
pelaksanaan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial;
pelaksanaan administrasi di bidang rehabilitasi sosial;dan
pelaksanaan Fungsi lain yang diperintakan atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai

pedoman dalam pelaksanaan Tugas;

. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;

memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas
dalam lingkungan Bidang Rehabilitasi Sosial untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan Tugas;

menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

melaksanakan  kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi,
pemantauan pelayanan dan rehabilitasi terhadap anak, lanjut
usia, penyandang cacat, tuna sosial dan korban perdagangan
orang;

melaksanakan pemberdayaan terhadap anak/remaja terlantar,

lanjut usia potensial, penyandang cacat dan tuna sosial;

. melaksanakan penanganan warga negara migran korban tindak

kekerasan;

melaksanakan pemeliharaan anak-anak terlantar;
melaksanakan perlindungan dan advokasi terhadap anak yang
berhadapan dengan hukum,;

melaksanakan pelayanan dan penanganan orang dengan
gangguan jiwa,

melaksanakan pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan
Human Immunodeficiensy Virus (HIV)/Acquired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS) untuk dikoordinasikan dan
melaporkan kepada Pemerintah Daerah;



m.

melaksanakan pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan
HIV/ AIDS untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada
Pemerintah Daerah;

melaksanakan proses pengangkatan anak (adopsi anak);

o. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang

rehabilitasi sosial;

mengoordinasikan kebijakan dalam upaya pelayanan dan
rehabilitasi anak balita terlantar, anak jalanan, anak/remaja
terlantar, anak dengan kecacatan, anak berhadapan dengan
hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus;
melakukan usaha-usaha pelayanan dan rehabilitasi anak balita
terlantar, anak jalanan, anak/remaja terlantar, anak dengan
kecacatan, anak berhadapan hukum,anak yang memerlukan
perlindungan khusus;

mengoordinasikan kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial
lanjut usia;

melalukan usaha-usaha pelayanan lanjut usia;

melakukan pelayanan, rehabilitasi penyantunan dan
perlindungan sosial terhadap anak balita telrantar,anak jalanan,
anak/remaja terlantar, anak dengan kecacatan, anak
berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan
perlindungan khusus;

melakukan perlindungan dan advokasi terhadap anak yang
berhadapan dengan hukum;

melakukan pengendalian terhadap penyantunan anak melalui
tempat penitipan anak;

melakukan  pendidikan, pelatihan  keterampilan  bagi
anak/remaja terlantar, anak nakal dan anak cacat;

x. melakukan pemberdayaan terhadap anak/remaja terlantar;

y. melakukan usaha pemberdayaan terhadap lanjut usia potensial;

aa.
bb.

CC.

melakukan pelayanan sosial, santunan dan penyediaan
aksebilitas bagi lanjut usia terlantar;

melakukan pemberian tunjangan hidup bagi anak yatim piatu;
melakukan pemberian tunjangan hidup bagi lanjutusia/jompo
terlantar (non potensial);

menyusun rencana pemberdayaan penyandang cacat

(penyandang disabilitas);
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dd. melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial
penyandang cacat (penyandang disabilitas) fisik, sensorik,
mental dan intelektual;

ee. melakukan pemberdayaan tunjangan hidup bagi penyandang
(penyandang disabilitas);

ff. melakukan pemberian tunjangan hidup bagi penyandang
disabilitas fisik dan mental non potensia;

gg. melakukan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta
supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial
gelandangan, pengemis, warga binaan dan lembaga
pemasyarakatan serta korban perdagangan orang dan korban
tindak kekerasan di luar panti dan/ atau lembaga;

hh.melakukan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta
supervisi, evaluasi dan pelaojporan pelaksanaan rehabilitasi
sosial eks tuna susila di luar panti dan/ atau lembaga;

ii. melakukan kebijakan, pelaksanaan pemberian bimbingan
teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan
korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;

1i- melakukan pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan
Human = Immunodeficiency Virus  (HIV)/ acquiredlImmune
Deficiency Syndrome (AIDS) untuk dikoordinasikan dan
dilaporkan kepada pemerintah Daerah;

kk. melakukan pengelolaa data pelayanan sosial korban
penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif
lainnya(NAPZA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada
Pemerintah Daerah;

1l. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan,
pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang
rehabilitasi sosial;

mm. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga
pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka
pelaksanaan Tugas dan Fungsi;

nn. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;



0o. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Bidang
Rehabilitasi Sosial dan memberi saran pertimbangan kepada
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

pp. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi 2 (dua) kepala Seksi

antara lain :
1. Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia

2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Tuna
Sosial

5. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala

Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

merumuskan, mengordinasikan dan melaksanakan kebijakan

teknis perlindungan dan jaminan sosial.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perlindungan dan

Jaminan Sosial melaksanakan Fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial;

b. pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan
jaminan sosial;

d. pelaksanaan administrasi di bidang perlindungan dan jaminan
sosial; dan

e. pelaksanaan Fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perlindungan dan Jaminan
Sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas
dalam lingkungan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;



melaksanakan  kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
pengawasan dan pengendalian kegiatan penanggulangan korban
bencana alam, bencana sosial dan jaminan sosial keluarga;
melaksanakan pemberdayaan masyarakat terhadap
kesiapsiagaan;

. melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian
kegiatan;

jaminan Sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan
sosial yang sangat rentan (non potensial) yang membutuhkan
bantuan permanen antara lain lansia terlantar (kategori sangat
terlantar), cacat ganda (kategori cacat sangat berat), anak
terlantar ( kategori sanga terlantar);

melaksanakan norma, standar, prosedur, kriteria bidang
perlindungan dan jaminan sosial;

melakukan kebijakan dab supevisi serta evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan penanganan korban bencana, pemulihan dan
penguatan sosial;

melakukan kebijakan, dan supervisi, serta evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan pengelolaan logistik;

melakukan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma
korban bencana alam dan sosial;

. melakukan pelayanan dan penanggulangan bagi korban
bencana alam dan sosial;

. melakukan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
kesiapsiagaan dan mitigasi;

melakukan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kemitraan,
pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan, dan taruna
siaga bencana;

melakukan pemulangan warga negaramigran korban tindak
kekerasan/pekerjamigran bermasalah sosial;

melakukan perlindungan terhadap pekerja migran korban
bencana tindak kekerasan/pekerja migran bermasalah sosial;
mengoordinasikan kebijakan dalam upaya pelaksanaan jaminan

sosial keluarga;



aa.

bb.

CC.

dd.

melakukan kebijakan, pemberian bimbingan teknisdan
supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
seleksi,verifikasi dan validasi terminasi serta kemitraan jaminan
sosial keluarga;

melakukan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyaluran
bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga;
memfasilitasi program keluarga harapan;

melakukan pelayanan jaminan terhadap penyandang masalah
kesejahteraan sosial yang sangant rentan (non potensial) yang
membutuhkan bantuan permanen antara lain lansia terlantar
(kategori sangant telrantar), cacat ganda (kategori cacat sangant
berat), anak terlantar (kategori sangant terlantar);

menyusun kebijakan teknis pemberian iizin pengumpulan yang
dan barang;

memfasilitasi kajian rekomendasi penerbitan izin pengumpulan
sumbangan dalam daerah;

mengoordinasikan kebijakan dalam upaya perlindungan dan
pemulihan sosial terhadap terhadap korban bencana alam dan
sosial;

mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan,
pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang
perlindungan dan jaminan sosial;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga
pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka
pelaksanaan Tugas dan Fungsi;

menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Bidang
Perlindungan dan Jaminan Sosial dan memberi saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi 2
(Dua) Seksi antara lain :



1. Seksi Perlindungan Korban Bencana Alam dan Penanganan
Warga Migran Korban Tindak Kekerasan.

2. Seksi Jaminan Sosial Keluarga

6. Kelompok Jabatan Fungsional
Pada Dinas Sosial dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional
sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai
Tugas melakukan kegiatan sesuai dengsn bidang tugas fungsional

masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
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2.2. Sumber Daya Dinas Sosial

i. Sumber Daya Manusia
Berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan
Selayar per 31 Desember 2022 mempunyai sumber daya aparatur
sebanyak 80 (Delapan Puluh) orang yang terdiri dari PNS sebanyak
21 (Dua Puluh Satu) orang, PTT sebanyak 58 (Lima Puluh Delapan)
orang dan Tenaga Sukarela sebanyak 1 (Satu) orang, dengan

mengklarifikasikan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Aparatur Berdasarkan Pangkat
No. Pangkat Jumlah
1 Eselon II 1 orang
2 Eselon III 4 orang
3 Eselon IV 2 orang
-+ Fungsional 6 Orang

Didalam Dinas Sosial memiliki komposisi aparatur seperti apa
yang telah digambarkan di atas adalah tidak memiliki aparatur yang
memiliki Eselon II dan Eselon III diduduki oleh seorang Kepala Dinas,
Sekretaris dan Kepala Bidang, sedangkan Eselon IV di duduki oleh
Kepala Sub Bagian dan Fungsinal di duduki oeh Kepala Seksi.
Selanjutnya adalah penggolongan aparatur berdasarkan golongan

yang diuraikan melalui table berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan/Ruang
No | Golongan/Ruang Jumlah
1 I/a - orang
2 I/b - orang
2 I/b - orang
3 I/e - orang
4 I/d - orang
5 II/a - orang
6 II/b - orang
7 1L/e - orang
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I1/d 1 orang
9 II/a S orang
10 /b 3 orang
11 Il/c S orang
12 11/d 1 orang
13 IV/a 2 orang
14 IV/b 2 orang
15 IV/c - orang
16 Kontrak Pusat 3 orang
17 Kontrak Bupati 76 orang
18 Sukarela 1 orang

Berdasarkan tabel diatas dengan sangat jelas terlihat golongan
terendah aparatur yang dimiliki oleh Dinas Sosial adalah golongan
II/d, dan yang tertinggi adalah golongan IV/b yang berjumlah 1
orang. Sedangkan penggolongan berdasarkan pendidikan dapat

dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Jumlah Aparatur Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal

Jenjang Pendidikan Jumlah
1 | Magister S2 4 orang
2 | Sarjana S1 13 orang
3 | Diploma III 1 orang
4 | SMA/Sederajat 4 orang
S | SMP/Sederajat - Orang

Dari komposisi aparatur tersebut terlihat bahwa sekolah terendah
aparatur Dinas Sosial adalah SMA/Sederajat, sehingga dalam proses
perjalanannya perlu melakukan beberapa penyesuaian agar tidak
mengurangi kinerja. Dan diimbangi oleh aparatur dengan pendidikan

yang lebih tinggi dan mengasah skill melalui berbagai pelatihan.



Tabel 2.4
Data Pendamping, Pekerja Sosial dan Tagana Dinas Sosial Kabupaten

Kepulauan Selayar

TKSK PKH TAGANA
NO KECAMATAN

L I L P L P
1 | BENTENG 1 - 3 1 1 1
2 | BONTOHARU - 1 - 2 1 1
3 | BONTOSIKUYU - 1 1 2 1 1
4 | BONTOMATENE 1 - 1 d 1 1
S5 || BONTOMANAI 1 - - 2 1 1
6 | BUKI 1 - - 1 1 1
7 | PASIMASUNGGU 1 - 2 1 1 1
8 || PASIMASUNGGU TIMUR | 1 - "3 1 1 1
9 || PASILAMBENA 1 - 1 2 1 1
10 | PASIMARANNU 1 - 2 1 1
11 | TAKABONERATE - 1 4 1 1

JUMLAH 8 3 i 13 | 11 Lt

Dari komposisi data tersebut diatas Jumlah TKSK sebanyak 11
Orang, Pendamping PKH sebanyak 30 Orang dan Jumlah Tagana
sebanyak 22 orang. pendamping ini bertujuan untuk memberikan
informasi dan bimbingan, serta memfasilitasi dan membantu
mengatasi masalah yang dihadapi penerima manfaat terkait dengan

pendidikan anak, kesehatan, ekonomi dan sosial.

ii. Asset/Modal

Asset/Modal yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan

Selayar, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.5
Asset/Modal
Nama Barang Harga Perolehan
a. Asset tetap tanah 1.194.100.000

b. Peralatan dan Mesin 1.684.374.250




c. Gedung dan Bangunan 1.715.825.000

d. Jalan, Jaringan dan Irigasi 99.000.000

e. Asset Lainnya 151.907.500

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Berdasarkan Renstra Dinas Sosial 2016 - 2021, maka selama

Tahun 2017 - 2020 terdapat beberapa program pembangunan di

bidang sosial yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

1) Program pelayanan administrasi perkantoran.

a. Tujuan : Mewujudkan pelayanan kepemerintahan
yang baik dan bersih.

b. Sasaran : Terselenggaranya pelayanan administrasi
perkantoran secara efektif.

c. Arah Kebijakan :Peningkatan profesionalisme aparatur
pemerintah.

d. Hasil yang telah dicapai selama 2017 - 2020 antara lain :

- Tersedianya jasa surat menyurat

- Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

- Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/ operasional ( tersedianya STNK dan SIM )

- Tersedianya jasa administrasi keuangan

- Tersedianya jasa kebersihan kantor

- Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

- Tersedianya alat tulis kantor

- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

- Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor

- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

- Tersedianya peralatan rumah tangga

- Tersedianya makanan dan minuman pegawai

- Tersedianya laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah

- Tersedianya laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi dalam
daerah

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

a.

Tujuan : Mewujudkan pelayanan kepemerintahan yang baik
dan bersih.
Sasaran : Tersedia dan terpeliharanya sarana dan

prasarana pelayanan.

Arah Kebijakan: Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan

d. Hasil yang telah dicapai selama 2017 — 2020 antara lain :

- Tersedianya kendaraan dinas/ operasional roda dua.



- Tersedianya perlengkapan gedung kantor.

- Tersedianya peralatan gedung kantor.

- Tersedianya mebeleur.

- Terpeliharanya gedung kantor.

- Terpeliharanya mobil jabatan/ dinas.

- Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional
- Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor.
- Terpeliharanya peralatan gedung kantor.

- Terpeliharanya mebeleur

- Terehabilitasinya gedung kantor.

3) Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaiaN

kinerja dan keuangan.

a. Tujuan : Mewujudkan pelayanan kepemerintahan yang
baik dan bersih.

b. Sasaran : Tersedianya pelaporan capaian kinerja dan
keuangan

c. Arah Kebijakan: Peningkatan pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

d. Hasil yang telah dicapai selama 2017 — 2020 antara lain :

- Terusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja linstansi

Pemerintah

- Tersusunnya laporan keuangan

- Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Perkembangan Bantuan
- Tersusunnya Laporan Standar Pelayanan Minimal
- Tersusunnya Standar Operasional Prosedur

Administrasi Perkantoran

4) Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Tujuan :  Mewujudkan pelayanan kepemerintahan yang
baik

yang baik dan bersih
b. Sasaran : Meningkatnya sumber daya aparatur

c. Arah Kebijakan : Meningkatkan sumber daya aparatur
d. Hasil yang telah dicapai selama 2017 — 2020 antara lain :
- Meningkatnya jumlah Pengawai yang mengikuti diklat



5) Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS )
lainnya.

a. Tujuan : Meningkatkan kualitas hidup dan
kesejahteraan penyandang masalah
kesejahteraan sosial.

b. Sasaran : Tertanganinya penyandang masalah
kesejahteraan sosial (fakir miskin 4.995 KK,
keluarga berumah tak layak huni 1.790 KK,
wanita rawan sosial ekonomi 92  orang,
keluarga rentan 80 KK dan KAT 100 KK )

c. Arah Kebijjakan: Penanganan penyandang masalah
kesejahteraan sosial.

d. Hasil yang telah dicapai selama 2017 — 2020 antara lain :

- Fakir miskin yang tertangani selama Tahun 2017 - 2020
sebanyak 4.709 KK.
Jika dibandingkan dengan sasaran yang ingin dicapai selama
2017 - 2020, maka target mencapai 94,27 %.

- Keluarga berumah tak layak huni yang tertangani selama
Tahun 2017 - 2020 sebanyak 1.286 KK.
Jika dibandingkan dengan sasaran yang ingin dicapai selama
2017 - 2020, maka target mencapai 7,18 %.

- Wanita rawan sosial ekonomi yang tertangani selama Tahun
2017 - 2020 sebanyak 92 orang.
Jika dibandingkan dengan sasaran yang ingin dicapai selama
2017 - 2020, maka target mencapai 100 %.

- Keluarga rentan yang tertangani selama Tahun 2017 - 2020
sebanyak 80 KK.
Jika dibandingkan dengan sasaran yang ingin dicapai selama
2017 - 2020, maka target mencapai 100 %.

6) Program pelayanan dan rehabilitas kesejahteraan sosial.

a. Tyjuan : Meningkatkan kualitas hidup dan
kesejahteraan penyandang masalah
kesejahteraan sosial.

b. Sasaran : Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi
kesejahteraan sosial serta sarana dan

prasaran pelayanan kesejahteraan sosial.

(93]
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c. Arah Kebijakan:

Meningkatkan kepedulian terhadap lanjut
usia dan koran bencana, pencegahan dan
pengendalian muncul dan berkenbangan
permasalahan sosial serta pengembangan

kapasitas lembaga pelayanan pemerintah

d Hasil yang telah dicapai selama 2017 — 2020 antara lain :
- Lanjut usia yang tertangani selama Tahun 2017 - 2020

sebanyak 3.458 orang.

- Korban bencana yang terlayani selama Tahun 2017 - 2020
sebanyak 580 KK.

- Tersedianya data PMKS dan PSKS.

- Terwujudnya pemberdayaan KAT.

7) Program pembinaan anak terlantar.

a. Tyjuan

b. Sasaran

c. Arah Kebijakan :

Meningkatkan kualitas hidup dan
kesejahteraan penyandang masalah

kesejahteraan sosial.

: Tertanganinya penyandang masalah

kesejahteraan sosial anak terlantar 518
orang.

Meningkatkan kepedulian terhadap anak
terlantar melalui pembinaan dan pemberian

bantuan

d. Hasil yang telah dicapai selama 2017 — 2020 antara lain :

- Anak terlantar yang tertangani Tahun 2017 - 2020 sebanyak

495 orang.

Jika dibandingkan dengan sasaran yang ingin dicapai selama
2017 - 2020, maka target mencapai 95,55 %.

8) Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma.

a. Tujuan

b. Sasaran

c. Arah Kebijakan:

Meningkatkan kualitas hidup dan
kesejahteraan penyandang masalah

kesejahteraan sosial.

: Tertanganinya penyandang masalah

kesejahteraan sosial penyandang cacat 219
orang.

Meningkatkan kepedulian terhadap
penyandang cacat melalui pembinaan dan

pemberian bantuan.

(OS]
(98]



d Hasil yang telah dicapai selama 2017 — 2020 antara lain :

- Penyandang cacat yang tertangani Tahun 2017 - 2020

sebanyak 207 orang

Jika dibandingkan dengan sasaran yang ingin dicapai selama
2017 - 2020, maka target mencapai 94,52 %.
9) Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial ( Eks

narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya ).

a. Tujuan

b. Sasaran

c. Arah Kebijakan:

Meningkatkan kualitas hidup dan
kesejahteraan penyandang masalah

kesejahteraan sosial.

: Tertanganinya penyandang masalah

kesejahteraan sosial eks narapidana 59 orang.
Meningkatkan kepedulian terhadap eks
penyandang penyakit sosial ( eks narapidana,

PSK. Narkoba dan penyakit sosial lainnya ).

d Hasil yang telah dicapai selama 2017 - 2020 antara lain :
- Eks narapidana yang tertangani Tahun 2017 — 2020 sebanyak

59 orang.

Jika dibandingkan dengan sasaran yang ingin dicapai selama
2017 - 2020, maka target mencapai 100 %.

10) Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

a. Tujuan

b. Sasaran

Meningkatkan peran aktif sumber daya
kesejahteraan sosial dalam usaha
peningkatan kesejahteraan sosial serta
melestarikan dan meningkatkan pemahaman
dan penghayatan nilai-nilai kepahlawanan,
keperintisan dan kesetiakawanan sosial dalam
kehidupan masyarakat.

Meningkatnya partisipasi/ peran aktif sumber
daya kesejahteraan sosial dan masyarakat
dalam usaha kesejahteraan sosial serta
tertanamnya nilai-nilai kepahlawanan,
keperintisan dan kesetiakawanan sosial dalam

kehidupan masyarakat



c. Arah Kebijakan : Meningkatkan peran aktif masyarakat dan
dunia usaha serta sumber daya kesejahteraan
sosial dalam penyelenggaraan pembangunan
kesejahteraan sosial dan peningkatan upaya
pelestarian, penghayatan, penerusan dan
pengamalan nilai-nilai kepahlawanan,
keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

d Hasil yang telah dicapai selama 2017 — 2020 antara lain :

- Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan.

- Karang taruna memperoleh bantuan peralatan keterampilan

dan kelembagaan sebanyak 5 karang taruna.

- Janda/keluarga pahlawan memperoleh bantuan sebanyak 27

orang dan di berikan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.

- Pengurus/ anggota karang taruna yang mampu memenenuhi

usaha karang taruna.

Dari uraian diatas dapat dilihat adanya kesenjangan dalam

pelayanan pada bidang sosial, penyandang masalah kesejahteraan
sosial yang lebih banyak tertangani adalah fakir miskin sebanyak
4.709 KK ( 94,27 %), keluarga berumah tidak layak huni 1.286 KK
(7.18%), Wanita rawan sosial ekonomi 92 orang (100%), keluarga
rentan 80 KK (100%), KAT 20 KK.
Dengan membandingkan antara target yang telah dicapai dengan
sasaran yang ingin dicapai sampai Tahun 2020, maka pelayanan
yang mencapai target adalah tertanganinya penyandang masalah
kesejahteraan sosial fakir miskin yaitu mencapai 78.35 % tetapi bila
dibandingkan dengan data PMKS yang ada maka target hanya
mencapai 28,57 %.

Pada umumnya faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya
pelayanan adalah dukungan dana yang belum memadai. Selain
kurangnya dana juga yang turut mempengaruhi adalah kurangnya
kualitas dan kuantitas SDM aparatur sehingga terkadang pegawai
melakukan tugas rangkap di seksi lain.

Berikut matriks Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 sampai dengan Tahun
2020 :

%)
N



Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Kabupaten Kepulauan Selayar

No.

Indikator Kinerja Sesuai Tugas
dan Fungsi Dinas Sosial

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra

Realisasi Capaian

Rasio Capalan

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017 | 2018 | 2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019 | 2020 | 2016 | 2017

2018

2019

2020

Persentase PMKS yang
memperoleh bantuan sosial

96.71

96.71

97.21

111

11.81

12.52

19.4

22.53

47.73| 98.71 0.12/0.20

0.43

0.50

8.35

Persentase PMKS yang
Tertangani

70

70

70

70

70

0.32

6.99] 11.81] 0.45|0.78

0.65

0.99

0.16

Persentase PMKS yang
memperoleh bantuan sosial
untuk pemenuhan kebutuhan

100

100

100

100

100

0.32

17.07| 16.36] 0.32] 90.8

22,55

17.07

16.36

Persentase korban bencana
yang menerima bantuan sosial
selama masa tanggap cepat

100

100

100

100

100

3.45

3.27

31.7

82.9| 3.45| 3.27

31.7

82.9

w

Persentase korban bencana
yvang dievakuasi dengan
mengggunakan sarana
prasarana tanggap cepat
darurat

100

100

100

100

100

3.45

3.27

31.7

3.18| 828 0.04] 0.40

0.03

0.97]

Persentase penyandang cacat
fisik dan mental, serta lanjut
usia potensial yang telah
menerima jaminan sosial

100

100

100

100

100

14.6

18.4

16.63 (12.63 14.6

18.4

16.63

12.63

~

Persentase wahana
kesejahteraan sosial berbasis
masyarakat (WKBSM) yang
menyediakan sarana prasarana

pelayanan kesejahteraan sosial

90

90

90

90

90

23.3

14.0

28.2

28.4| 33.4| 0.25| 0.15

0.31

0.31

0.37]
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2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial.

Dalam rangka membuat formulasi Rencana Strategis yang
mencerminkan perwujudan pandangan ideal dan hal-hal yang akan
dicapai dimasa yang akan datang, maka perlu penguasaan informasi
tentang masalah-masalah dalam lingkungan strategis Dinas Sosial
Kabupaten Kepulauan Selayar melalui analisis lingkungan internal
dan eksternal serta melakukan penyimpulan ( asumsi ).

Tujuan yang hendak dicapai dalam analisis tersebut adalah untuk
mengetahui kekuatan dan kelemahan serta memahami peluang dan
tantangan sehingga dapat mengantisipasi perubahan-perubahan
dimasa datang.
2.4.1. Analisis Lingkungan Internal.
Untuk melaksanakan misi Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan
Selayar serta merumuskan berbagai kebijaksanaan dan program
strategis, maka dilakukan analisis terhadap kondisi lingkungan
internal dan ekternal dengan metode analisis SWOT sehingga
diketahui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan
yang dihadapi yang selanjutnya melahirkan strategi dasar
pembangunan.
Analisis mengenai lingkungan internal dapat dilihat pada matriks
dibawah ini

Tabel 2.7
MATRIKS ALI

SKOR | PRIORIT

BOBO | RATIN BXR)

FAKTOR INTERNAL

KEKUATAN ( STRENGHT )

1. Kelembagaan/ 22 4 88 I

kedudukan, tugas Pokok
dan fungsi organisasi

yang cukup jelas. 21 4 84 I

2. Adanya semangat dan

motivasi kerja pegawai. 19 3 S7

3. Adanya kerjasama yang v

baik diantara pegawai

dalam pelaksanaan tugas 18 2 36

4. Kebijakan/ perundang- \'%

undangan yang
mendukung.

JUMLAH 100 325

KELEMAHAN ( WEAKNES )




1. Kualitas dan kuantitas 23 4 92 I
SDM aparatur belum
memadai. 22 3 66 1
1. Sarana dan prasarana
belum memadai. 21 3 63 I
2. Penempatan pegawai
yang tidak tepat. 20 2 40 v
3. Data yang tersedia belum
akurat 14 1 14 \'%
4. Jangkauan pelayanan
belum merata
JUMLAH 100 275
2.4.2. Analisis Lingkungan Eksternal
Tabel 2.8
MATRIK ALE
SKOR | PRIORIT
FAKTOR EKSTERNAL BOBO | RATIN| gx R)
PELUANG ( OPPORTUNITIES )
1. Adanya institusi/ lembaga 20 3 60 1
yang dapat membantu
dalam pemanfaatan/
pengelolaan potensi dan
peningkatan SDM.
2. Adanya dukungan dana 21 3 63 I
Pemerintah Untuk
pembangunan dibidang 22 4 88 I
Sosial
3. Peran serta masyarakat 19 2 36 v
dalam pembangunan.
4. Letak geografis yang 18 1 18 \Y
strategis
JUMLAH 100 265
TANTANGAN ( TREATH )
1. Banyaknya jumlah 22 3 66 I
penyandang masalah
kesejahteraan sosial dan
pengangguran. 23 4 92 I
2. Rendahnya kualitas SDM
masyarakat/pola hidup 20 2 40 v
konsumtif
3. Modernisasi, 14 1 14 \Y
individualisasi semakin
berkembang.
4. Semakin berkembangnya
jumlah penduduk.
JUMLAH 100 275




c. Asumsi.

Dengan melihat matriks Analisis Lingkungan Internal ( ALI ) dan

Analisis Lingkungan Eksternal ( ALE ), maka dapat ditarik rumusan

asumsi sebagai berikut :

- Yang menjadi kekuatan Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan
Selayar adalah : kelembagaan/ kedudukan, tugas pokok dan
fungsi organisasi yang cukup jelas, adanya semangat dan motivasi
kerja pegawai

- Sedangkan yang menjadi kelemahannya adalah : kualitas dan
kuantitas SDM aparatur belum memadai, sarana dan prasarana
belum memadai dan penempatan pegawai yang tidak tepat.

- Namun ada beberapa peluang untuk dimanfaatkan yakni : adanya
dukungan dana pemerintah untuk pembangunan dibidang sosial,
dan adanya institusi/ lembaga yang dapat membantu dalam
pemanfaatan/ pengelolaan potensi sumber kesejahteraan sosial
dan peningkatan sumber daya manusia.

- Tantangannya adalah : rendahnya kualitas SDM pengelola sumber
kesejahteraan sosial dan banyaknya jumlah Pemerlu Pelayanan

kesejahteraan sosial.

39



3.1. Identifikasi

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS SOSIAL
Permasalahan Berdasarkan Tugas

dan Fungsi

Pelayanan Dinas Sosial.

[su-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat
menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah
yang telah dilakukan

sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas

untuk melengkapi tahapan-tahapan
Sosial adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya
yang

kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang

signifikan bagi Dinas Sosial dimasa datang. Suatu

apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih
dalam hal

menghilangkan peluang untuk meningkatkan

besar atau sebaliknya, akan

tidak dimanfaatkan,
layanan kepada
masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis bagi Dinas Sosial
diperoleh baik dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan
pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang
menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Sosial dimasa lima
tahun mendatang.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Dinas Sosial dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi selama ini adalah sebagai berikut

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

" Masalah_

Belum adanya
sarana dan
prasarana rumah
singgah/ panti
sosial yang
digunakan sebagai
penampungan

sementara bagi
Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan

Sosial (PPKS).

Belum adanya
sarana rumah
singgah/ panti sosial
/ penampungan
sementara yang
digunakan untuk
penanganan  orang
terlantar serta anak
yang berhadapan
hukum

Belum adanya sarana
rumah singgah/ panti
sosial / penampungan
sementara yang
digunakan untuk
penanganan orang

terlantar serta anak yang

berhadapan hukum
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£ [ Masalah TR salah
Belum  optimalnya | Operator desa  belum

Terpadu PPKS | pemadanan data | maksimal dalam

yang belum | antara data DTKS | mengupdate data

optimal dengan Data
DisCapil dan
Kependudukan

Belum adanya | Lokasi KAT Belum | Penanganan KAT belum

regulasi yang | ditetapkan dengan | Optimal karena lokasi

menyatakan Regulasi masih berpindah-pindah

bahwa lokasi

tersebut adalah

lokasi Komunitas

Adat Terpencil

(KAT).

Kondisi dan luasan | Luar lahan TMP | Perlu menambah luasan

Taman Makan | masih sangat kecil | TMP

Pahlawan (TMP) | tidak memenuhi

yang tidak sesuai | standar

standar

Gudang logistik | Logistik tidak | Tidak adanya tempat atau

belum tersedia terkelola dengan | ruangan yang di gunakan
maksimal untuk menyimpan

logistik

Terbatasnya Keterbatasan SDM | a. Kuota CPNS/SDM

jumlah Sumber | perencanaan, terbatas

Daya Manusia Pekerja Sosial, | b. SDM jarang mengikuti
Pendamping Sosial Pendidikan dan
yang handal dan pelatihan
bersertifikat.

Daerah Terpilih.

a. Visi

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Rencana Pembangunan Jangka Menengah adalah desain

pembangunan yang dirancang sebagai bagian dari pencapaian

Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Penyusunan rencana
pembangunan tersebut disusun berdasarkan beberapa dokumen
penting sebagai pedoman dan pertimbangan analisis konteks yang

berkembang.

Untuk kepentingan penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021- 2026,
beberapa dokumen penting menjadi acuan, antara lain adalah
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Menengah Nasional Tahun 2019-2024, Rencana Tata Ruang

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013-2023 dan visi, misi dan
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program kepala daerah terpilih, serta RPJMD Provinsi Provinsi

Sulawesi Selatan. Hal ini menandakan bahwa Rencana 55

Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah bagian dari tahapan

pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan
pada akhir periode perencanaan. Visi yang telah dirumuskan, yang
diambil dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, periode 2021-2026
adalah:

“KEPULAUAN SELAYAR SEBAGAI BANDAR MARITIM

KAWASAN TIMUR INDONESIA”

Pernyataan visi ini mengandung dua makna, yaitu :

a. Bandar Maritim adalah seluruh kegiatan yang berhubungan
dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk
melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta
perdagangan barang, jasa, dan industri; dan

b. Kawasan Timur Indonesia menunjukkan bahwa berada pada
Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan
barang/jasa, indusrti, dan distribusi logistik yang mencakup
kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara,
Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Penjelasan visi RPUMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021 -
2026 :

“Bandar Maritim” mengandung pengertian seluruh kegiatan
yang berhubungan dengan kepelabuhan yang memiliki kawasan
khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta
perdagangan barang, jasa, dan industri.

“Kawasan Timur Indonesia” berada pada Kawasan Timur
Indonesia dengan jaringan (hubungan) perdagangan barang/jasa,
industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada
wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian
Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Visi “Bandar Maritim” merupakan gambaran kondisi daerah
yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran berikut
ini :

a. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Pusat Distribusi
Logistik”



b. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK) Pariwisata”

c. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Industri Perikanan
Terpadu”

Dengan terwujudnya Visi “Bandar Maritim” pada tahun 2026,
akan memberi dampak pada terbangunnya daerah dengan indikator
capaian dimulai pada tahun 2026, sebagai berikut :

a. Kepulauan Selayar menjadi simpul transportasi laut nasional;

b. Pengelolaan SDA yang optimal dengan keseimbangan lingkungan
hidup yang terjamin;

c. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional
dari komoditas perikanan, serta menjadi penyedia komoditas
ekspor (perikanan dan non perikanan); dan

d. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan daya
saing daerah.

2. Misi

Dalam upaya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka
ada 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar
Periode 2021 - 2026, yaitu :

a. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel
dan Transparan
Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tata kelola
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari
birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, birokrasi yang efektif
dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang
berkualitas.

b. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan
Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan
yang dilakukan melalui pendekatan 57 pembangunan berbasis
desa yang berkelanjutan dengan memperhatikan capaian
klasifikasi dan kualifikasi desa menuju, serta segenap upaya
peningkatan ekonomi berbasis desa.

c. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat
Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tingkat kualitas
hidup seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar yang

dibangun agar mempunyai derajat kualitas hidup yang tinggi yang
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diukur dari peningkatan IPM dan mempunyai daya saing yang

baik.

d. Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pengembangan

motor penggerak ekonomi masyarakat akan difokuskan pada

pemanfaatan potensi kelautan (termasuk jasa kelautan dan

pariwisata bahari)

keunggulan yang dimiliki.

dan

potensi

perikanan dengan segenap

e. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan sosial dan Keagamaan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah memastikan

terhubungnya segala aktifitas kehidupan sosial masyarakat

dengan fundamental keagamaan sebagai landasan dan arah hidup

masyarakat sebagai khalifah.

f. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan

yang dilakukan

melalui

pendekatan

pembangunan yang

berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan ramah

terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang

telah terdegradasi.

Tabel 3.2
Hubungan Sasaran RPJMD 2021 - 2026 KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR terhadap RENSTRA 2021 - 2026
DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Sasaran Kinerja | Capaian Sasaran Capaian Sasaran
Kepala Daerah | Sasaran Kepala | Renstra Dinas Renstra Dinas Sosial
Terpilih Daerah Terpilih | Sosial
Meningkatnya | Indeks Meningkatnya | Indeks kepuasan
kepercayaan Kepuasan kualitas layanan = 100%
masyarakat Masyarakat= pelayanan
terhadap 85,00% terhadap
pelayanan (S-1) masyarakat
Nilai SAKIP | Meningkatnya | Nilai Sakip OPD = B
Daerah = B Nilai SAKIP
Dinas
Opini BPK= | Meningkatnya | Persentase
WTP tertib peningkatan
administrasi ketertiban
pengelolaan administrasi

keuangan dan
asset daerah

pengelolaan
keuangan dan asset
daerah = 100%




Meningkatnya |Indeks Desa | Meningkatnya | Persentase
kapasitas dan | Membangun Pelayanan dan | peningkatan
fasilitas Pemenuhan pelayanan dan
perdesaan (S-2) Kebutuhan pemenuhan
Dasar Pemerlu | kebutuhan dasar
Pelayanan bagi Pemerlu
Kesejahteraan | Pelayanan
Sosial (PPKS) Kesejahteraan
Sosial (PPKS)
Persentase
Peningkatan
kualitas Sumber
Daya Manusia dan
pelayanan Potensi
Sumber
Kesejahteraan
Sosial (PSKS)

Telaahan Renstra Kementrian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi
Sulawesi Selatan

Kementerian Sosial sebagai kementrian yang menjadi dasar dalam

penyusunan rencana strategis Dinas Sosial antara lain Kementrian
Sosial,
3.3.1. Telaahan Renstra kementrian Sosial

Untuk melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial
di Indonesia Kementerian Sosial telah menyusun Renstra Tahun
2020 - 2024 dengan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:
a. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin
dan rentan.
b. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku
penyelenggara kesejahteraan sosial yang professional.
c. Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan
efektivitas birokrasi dan pelibatan publik.

Yang kemudian diwujudkan menjadi program dan kegiatan
agar sasaran-sasaran tersebut dapat tercapai. Telaahan mengenai
Renstra Kementerian Sosial Sejalan dengan itu Bidang Sosial
pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar telah menyusun
program Kkerja 3 (Tiga) program prioritas beserta kegiatannya
untuk mendukung program kerja yang ada di pemerintah pusat
dan ikut serta mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial
seperti

termuat dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten

Kepulauan Selayar tahun 2016-2021.
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Melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah memberikan
kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah, khususnya
daerah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pembangunan
dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kenyataan menunjukkan
bahwa pemberian otonomi tersebut tidak sepenuhnya berjalan
mulus, karena masih sering ditemukan adanya ekses negatif yang
mengakibatkan terjadinya hambatan dalam pelaksanaan
pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Perubahan ini
hendaknya disikapi secara arif, bijaksana, dan diarahkan pada
terwujudnya pemahaman dan komitmen pelaku pembangunan

kesejahteraan sosial di setiap daerah kabupaten.

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan
Berdasarkan Misi Gubernur Sulawesi Selatan periode 2018

- 2023 yang terkait dengan urusan Sosial yaitu Misi 1

Mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi melayani dan

Inovatif, Tujuamn I RPJMD Meningkatkan Kualitas

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan, Tujuan Rencana

Strategis Dinas Sosial yaitu :

Meningkatkan taraf pelayanan dan pemenuhan kebutuhan
dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

e Meningkatkan taraf pelayanan dan pemenuhan kebutuhan
dasar bagi perseorangan, keluarga kelompok, dan atau
masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau
gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya,
sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik
secara jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan
wajar

e Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan pelayanan
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yaitu Karang
Taruna, PSM, TKSK, Orsos, Tagana, Lembaga Kesejahteraan
Sosial, LKS, LK3, WKSBM, Penyuluh Sosial dan Dunia Usaha
dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
(PPKS)

Untuk menjabarkan strategi yang telah ditetapkan sesuai
dengan agenda Pemerintah Daerah, maka diperlukan arah

kebijakan untuk dapat dijadikan pedoman bagi Dinas Sosial
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Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan pembangunan

dibidang kesejahteraan sosial dan sebagai dasar untuk

menetapkan program serta indikasi kegiatannya sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan
yaitu :

1. Meningkatkan kualitas hidup bagi PPKS terhadap pelayanan
sosial dasar, fasilitas pelayanan publik dan jaminan
kesejahteraan sosial.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar
kesejahteraan sosial bagi Permerlu Pelayanan Kesejahteraan
Sosial serta peningkatan pemberdayaan kelompok rentan
sosial lainnya.

3. Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat mampu,
dunia usaha, perguruan tinggi, dan ORSOS/LSM dalam
penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara
terpadu dalam berkelanjutan dalam mendayagunakan
sumber kesejahteraan sosial.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-
ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi
Selatan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk
dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan
kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam
perwujudan tujuan, sasaran, strategi serta visi dan misi Provinsi
Sulawesl Selatan 2018 - 2023

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
3.4.1 Telaahan RTRW
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Sulawesi Selatan, telah ditetapkan 3 (tiga) kawasan Strategis
Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang lokasinya berada dalam
wilayah administratif kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu :
1. Kawasan Pengembangan Pusat Distribusi Kebutuhan Bahan
Pokok KTI di Pamatata yang merupakan KSP dari sudat

kepentingan pertumbuhan ekonomi;
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2. Kawasan Migas Blok Selayar yang merupakan KSP dari sudut
kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan atau
teknologi;

3. Kawasan Wisata Bahari Takabonerate yang merupakan KSP
dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Selanjutnya, berdasarkan potensi daerah dan posisi
geografis, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Perda

RTRW Nomor 5 tahun 2012 telah ditetapkan pengembangan

kawasan sebagai berikut :

1. Pengembangan kawasan pusat distribusi kebutuhan bahan
pokok Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan pendukung
perminyakan di Pamatata

2. Pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan
pusat budidaya ikan karang nasional

3. Pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan
nasional

Sementara pada draft Revisi RTRW Kab. Kepulauan

Selayar 2012 - 2032 juga telah menetapkan 3 agenda strategis

yang sama dalam rangka pengembangan wilayah dan

peningkatan peran ekonomi daerah terhadap regional dan
nasional, yaitu :

1. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata yang direncanakan
di Pulau Pasi Gusung Kecamatan Bontoharu dan Batu Kerapu
dan sekitarnya di Kecamatan Bontosikuyu;

2. Pusat distribusi Logistik (barang dan jasa) Indonesia yang
direncanakan di Kecamatan Bontomatene, tepatnya ujung
utara Pulau Selayar; dan

3. Pengembangan  Industri Perikanan  Terpadu  yang
direncanakan Dberlokasi di Pattumbukang Kecamatan
bontosikuyu tepatnya di ujung Selatan Pulau Selayar.

Pengembangan di atas adalah sebagai bentuk persiapan
implementasi percepatan pembangunan dan peningkatan
investasi Kab. Kepulauan Selayar. Keberhasilan pembangunan

Kabupaten Kepulauan Selayar selanjutnya diperkirakan akan

berdampak secara regional terhadap kabupaten tetangga di

Provinsi Sulawesi Selatan, serta Kawasan Timur Indonesia secara

umum. Pengembangan Kawasan ini sebagai implikasi kebijakan
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2. Kawasan Migas Blok Selayar yang merupakan KSP dari sudut
kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan atau
teknologi;

3. Kawasan Wisata Bahari Takabonerate yang merupakan KSP
dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Selanjutnya, berdasarkan potensi daerah dan posisi
geografis, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Perda

RTRW Nomor 5 tahun 2012 telah ditetapkan pengembangan

kawasan sebagai berikut :

1. Pengembangan kawasan pusat distribusi kebutuhan bahan
pokok Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan pendukung
perminyakan di Pamatata

2. Pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan
pusat budidaya ikan karang nasional

3. Pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan
nasional

Sementara pada draft Revisi RTRW Kab. Kepulauan

Selayar 2012 - 2032 juga telah menetapkan 3 agenda strategis

yang sama dalam rangka pengembangan wilayah dan

peningkatan peran ekonomi daerah terhadap regional dan
nasional, yaitu :

1. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata yang direncanakan
di Pulau Pasi Gusung Kecamatan Bontoharu dan Batu Kerapu
dan sekitarnya di Kecamatan Bontosikuyu;

2. Pusat distribusi Logistik (barang dan jasa) Indonesia yang
direncanakan di Kecamatan Bontomatene, tepatnya ujung
utara Pulau Selayar; dan

3. Pengembangan Industri Perikanan  Terpadu  yang
direncanakan berlokasi di Pattumbukang Kecamatan
bontosikuyu tepatnya di ujung Selatan Pulau Selayar.

Pengembangan di atas adalah sebagai bentuk persiapan
implementasi percepatan pembangunan dan peningkatan
investasi Kab. Kepulauan Selayar. Keberhasilan pembangunan

Kabupaten Kepulauan Selayar selanjutnya diperkirakan akan

berdampak secara regional terhadap kabupaten tetangga di

Provinsi Sulawesi Selatan, serta Kawasan Timur Indonesia secara

umum. Pengembangan Kawasan ini sebagai implikasi kebijakan
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Pemerintah melalui Strategi Percepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal (Inpres No. 5/2008) dan Pembangunan Daerah
Tertinggal (Kepmendagri No. 19/2008) untuk percepatan
pembangunan dan peningkatan investasi di KTI.

Pembentukan kawasan yang dapat berfungsi sebagai
katalisator dalam mepercepat transaksi ekonomi terutama dalam
meningkatkan arus barang dan jasa adalah salah satu solusi yang
ditawarkan dalam mendukung kebijakan pemerintah tersebut di
atas. Kawasan utara pulau Selayar sebagai Kawasan Bandar
Niaga KTI pada hakikatnya akan berfungsi seperti “Batam”-nya
KTI agar masalah riil saat ini yakni minimnya pasokan barang
yang berimbas kepada kenaikan harga dan inflasi yang penyebab
utamanya adalah sistem logistic yang tidak efektif dan efisien di
KTI dapat segera teratasi.

Permasalahan-permasalahan pada distribusi pupuk,
BBM, beras, gula, dan logistic PEMILU adalah beberapa contoh
persoalan distribusi barang tingkat domestik yang sering
merepotkan pemerntah, yang tentunya menimbulkan persoalan
sosial-ekonomi di KTI. Sistem distribusi logistic yang tidak efisien
tercermin dari capaian sasaran yang hanya mencapai 14,08% dari
biaya produksi yang mayoritas disebabkan tidak meratanya
pembangunan industri di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini
bisa dilihat dari kebutuhan pokok pangan KTI masih dipasok dari
Surabaya, sedangkan kebutuhan BBM KTI masih dipasok dari
Balikpapan. Dengan contoh kasus tersebut maka peningkatan
efisiensi biaya produksi menjadi suatu keharusan, dan ini hanya
dapat dicapai dengan desentralisasi pembangunan di luar Pulau
Jawa terutama di KTI yang saat ini merupakan daerah tertinggal
di Indonesia. Daerah yang akan dikembangkan sebaiknya
disyaratkan mempunyai potensi menyediakan bahan baku untuk
industry yang hasilnya mempunyai daya saing dan berorientasi
ekspor.

Kebijakan Pemerintah teradap percepatan pembangunan
dan peningkatan investasi di KTI adalah sangat tepat mengingat
pola pembangunan selama ini menimbulkan kesenjangan dan
ketimpangan pendapatan bagi daerah-daerah tertinggal yang
berakibat meningkatkan rasa ketidakpercayaan pemerintah
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daerah terhadap pemerintah, yang pada gilirannya mengganggu
keutuhan NKRI. Kesenjangan kesejahteraan dan ketimpangan
pembangunan di KTI merupakan ironi karena disisi lain KTI
memiliki kekayaan SDA yang berlimpah, baik sumber daya
terbarukan maupun nirterbarukan.

Dalam upaya pemerataan, pembangunan agar KTI dapat
sejajar dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI) terutama dalam
menunjang pembangunan ekonomi naisonal, maka diperlukan
langkah nyata yang terkoordinasi dengan baik agar percepatan
pembangunan dan peningkatan investasi di KTI dapat segera
terwujud dengan pemanfaatan sebesar-besarnya keunggulan
komparatif yang ada . Mengingat di kawasan utara Pulau Selayar
juga merupakan kawasan sumberdaya minyak, maka
pembangunan Industri Perminyakan Terpadu adalah bagian yang
tidak terpisahkan dari fungsionalisasi kawasan Bandar niaga KTI
seperti yang diarahkan dalam Kajian Percepatan Pembangunan
dan Peningkatan Investasi Daerah Tertinggal (Studi Kasus
Kabupaten Selayar) pada tahun 2009. Atas hal tersebut maka
pembentukan suatu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) termasuk
kawasan (areal) industry perminyakan tersebut menjadi suatu
kebutuhan yang mendasar dalam mempercepat pencapaian
target yang telah ditentukan dari kajian tersebut.

1. Rencana Struktur Ruang

Rencana Struktur ruang Kabupaten Kepulauan Selayar
dibangu dengan beberapa pusat kegiatan seperti rencana sistem
perkotaan, rencana pengembangan sistem pedesaan, rencana
sistemn jaringan prasarana utama dan rencana sistem prasarana
lainnya.

Di Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan RTRW
Provinsi Sulawesi Selatan (Perda No. 9 Tahun 2009), telah
ditetapkan dua kota PKL, yaitu masing-masing adalah Benteng
dan Pamatata. Berdasarkan hasil analisis, kedua kota ini belum
efektif dalam melayani seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan
Selayar yang terdiri atas pulau-pulau. Sebagai upaya untuk
mengintegrasikan wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar ke
dalam satu satuan wilayah, dperlukan pengembangan pusat

kegiatan yang setara PKL di pulaupulau yang letaknya terpisah
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dari daratan Pulau Selayar. Untuk itu, diusulkan dua kota lagi
sebagai PKL Promosi (PKLp) yaitu Bonerate dan Kayuadi. Kedua
kota ini masing-masing merupakan ibukota kecamatan yang
peningkatan fungsinya dapat didorong untuk menjadi pusat
kegiatan baru.

Untuk mendukung fungsi PKL, di Kabupaten Kepulauan
Selayar dikembangkan sejumlah PPK yang skala pelayanannya
mencakup satu kecamatan atau beberapa desa. PPK yang
dimaksud adalah  Matalalang, Polebungin, Pariangan,
Batangmata, Buki, Ujung Jampea dan Latokdok. Ketujuh PPK ini
adalah Ibukota kecamatan yang ada dalam wilayah pelayanan
PKL Benteng dan Pamatata serta PKLp Bonerate dan Kayuadi.

Pusat kegiatan dalam hirarki terendah yang dikembangkan
di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah PPL yang memiliki skala
pelayanan desa atau beberapa kegiatan antar desa. PPL yang
dimaksud adalah Padang, Barugaiya, appatanah, Pattumbukang,
Jammeng, Onto di P. Selayar, Jinato, Tambuna, Rajuni, Karumpa,
dan Pulo Madu di Kecamatan Takabonerate dan pasilambena.

Penetapan PPL ini dilakukan untuk mengefektifkan pelayanan
PPK.

2. Kawasan Strategis Kabupaten
Kawasan strategis di wilayah Kabupaten Kepulauan

Selayar terdiri atas Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK). KSP dalam Perda RTRW

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 yang ada di

Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas :

a. Kawasan pengembangan pusat distribusi kebutuhan bahan
pokok KTI di Pamatata yang merupakan KSP dari sudut sudut
kepentingan pertumbuhan ekonomi ;

b. Kawasan Migas Blok Selayar yang merupakan KSP dari sudut
kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau
teknologi ;

c. Kawasan wisata bahari Takabonerate yang merupakan KSN
dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

d. Kawasan pengembangan budidaya alternatif Komuditas

Kelapa, Jambu mete, Kakao, Kenari dan Vanili. (KSP)
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Berdasarkan arahan kebijakan dan hasil analisis yang
dilakukan serta dinamika pembangunan yang terjadi menuntut
adanya kawasan-kawasan pengembangan baru yang dapat
meningkatkan kinerja pertumbuhan wilayah kabupaten di masa
mendatang. Dengan memperhitungkan kajian kualitatif dan
kuantitaf terhadap aspek sosial, ekonomi dan fisik wilayah, maka
Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) yang dikembangkan harus
mencerminkan dukungan terhadap pengembangan kegiatan
sektoral yang diandalkan di wilayan ini, antara lain:

a. Pengembangan potensi kelautan/maritim,

b. Pengembangan potensi perikanan,

c. Pengembangan potensi agroindustry (tanaman pangan dan
perkebunan),

d. Pengembangan industry hilir,
Pengembangan kegiatan pariwisata.

Memperhatikan kepentingan sektoral tersebut di atas,
maka kawasan strategis yang dikembangkan di Kabupaten
Kepulauan Selayar meliputi kawasan strategis dari sudut
kepentingan pertumbuhan ekonomi dan dari sudut kepentingan
pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi serta dari
sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dalam Perda
RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012, yaitu

a. Kawasan yang diprioritaskan untuk industri perminyakan di
Kecamatan Bontomatene (KSK),

b. Kawasan yang diprioritaskan untuk sentra kegiatan pertanian
pangan di Jampea (KSK), serta

c. Kawasan Kawasan Budidaya lkan Karang di Kecamatan
Bontoharu dan Kecamatan Takabonerate (KSK),

d. Kawasan pariwisata terpadu di Kecamatan Benteng dan
Bontoharu (KSK),

e. Kawasan Perkotaan Kayuadi di kecamatan Takabonerate dan
Perkotaan Bonerate di Kecamatan Pasimarannu,(KSK)

Dalam Draf Perda Revisi RTRW Kabupaten Kepulauan
Selayar juga menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten, yaitu:

a. Kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertumbuhan

ekonomi; dan
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b. Kawasan strategis dengan sudut kepentingan fungsi dan daya

dukung lingkungan hidup.
Kawasan Strategis Kabupaten dengan sudut kepentingan

pertumbuhan ekonomi, terdiri atas :

a. Kawasan industri Pamatata di Kecamatan Bontomatene;

b. Kawasan Khusus Pariwisata Bontosikuyu;

c. Kawasan Khusus Pariwisata Pasi gusung;

d. kawasan sentra pertanian tanaman pangan di Kecamatan
Pasimasunggu dan Kecamatan Pasimasunggu Timur;

e. Kawasan budidaya ikan karang di Kecamatan Bontoharu dan
Kecamatan Takabonerate;

f. Kawasan pariwisata terpadu;

g. Kawasan perkotaan Kayuadi di Kecamatan Takabonerate;

h. Kawasan perkotaan Bonerate di Kacamatan Pasimarannu;

i. Kawasan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu di Hangkoang;
dan

J- Kawasan strategis cepat tumbuh (Pengembangan Kota Baru
Benteng).

Kawasan Strategis Kabupaten dengan sudut kepentingan
lingkungan hidup merupakan Kawasan Konservasi Perairan
Daerah (KKPD) ditetapkan Kecamatan Bontomanai, Kecamatan
Bontomatene, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Takabonerate,
Kecamatan Pasimasunggu, Kecamatan Pasimasunggu Timur,
Kecamatan Pasimarannu, dan Kecamatan Pasilambena.

Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar berperan
penting dalam mengembangkan kawasan-kawasan tersebut
diatang dengan berbagai program yang telah ditetapkan dalam
RPJMD

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
a. Pencapaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(TPB)

Hasil identifikasi pencapaian indikator SDGs/TPB,
Kabupaten Kepulauan Selayar hanya melaksanakan 17 tujuan
yang terbagi dalam 196 indikator dari 220 indikator TPB yang
menjadi kewenangan kabupaten, dengan gambaran sebagai
berikut : a) 46% indikator sudah dilaksanakan dan sudah
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mencapai target nasional (90 indikator); b) 26% indikator yang
sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (51
indikator); c) 9% indikator yang belum dilaksanakan dan belum
mencapai target nasional (17 indikator), (d) 19% indikator yang
belum memiliki data (38 indikator).

Indikator TPB yang telah dilaksanakan dan tersedia data
hanya 72% yang terdiri atas 141 indikator, sehingga masih
terdapat 28% atau sekitar 55 indikator yang belum dilaksanakan
dan belum ada data. Hal ini menunjukkan kinerja pencapaian TPB
di Kabupaten Kepulauan Selayar sudah cukup baik, sehingga
diupayakan dapat dipertahankan pada periode selanjutnya.

Berdasarkan hasil identifikasi indikator TPB di Kabupaten
Kepulauan Selayar, terdapat 25 perangkat daerah yang
berkontribusi baik secara langsung ataupun tidak langsung
terhadap pencapaian indikator TPB. Adapun perangkat daerah
tersebut antara lain :

1) Badan kesatuan Bangsa dan Polinmas

2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah

4) Badan Pengelolaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah

5) Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah

6) Bagian Hukum Sekretariat Daerah

7) Bagian Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian

8) Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat

9) Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

10) Dinas Kepariwisataan

11) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

12) Dinas Kesehatan

13) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

14) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

15) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

16) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

17) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Naker

18) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
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19) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah

20) Dinas Perhubungan

21) Dinas Perikanan dan Kelautan

22) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

23) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
24) Dinas Sosial
25) Inspektorat Daerah

b. Rekomendasi KLHS RPJMD.

Berdasarkan pada rumusan isu prioritas KLHS RPJMD
direkomendasikan beberapa kebijakan strategis dalam rangka
mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten
Kepulauan Selayar. Adapun kebijakan strategis tersebut antara

lain:

Tabel 3.3
Kebijakan Strategis dalam mewujudkan Pembangunan

Berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar

NO Isu Prioritas TPB Terkait Kebijakan
Pembangunan Strategis
Berkelanjutan

1 Resiko Bencana (11) Menjadikan Mengurangi resiko

Kota dan bencana,
Permukiman meningkatkan
Inklusif, Aman, kapasitas dan
Tangguh dan adaptasi terhadap
Berkelanjutan perubahan iklim
2 Kemiskinan (1) Mengakhiri Optimalisasi
Kemiskinan dalam | program
Segala Bentuk penanggulangan
Dimanapun kemiskinan
3 Pengelolaan Sumber (6) Menjamin Optimalisasi
Daya Air, Air Bersih Ketersediaan serta | pengelolaan
dan Sanitasi Pengelolaan Air sumber daya air
Bersih dan Sanitasi
vang Berkelanjutan
4 Pekerjaan Layak (8) Meningkatkan
Pertumbuhan

Ekonomi yang
Inklusif dan
Berkelanjutan,
Kesempatan Kerja
yang Produktif dan
Menyeluruh, serta
Pekerjaan yang

1
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Layak untuk

Semua
S Peningkatan Produksi | (9) Membangun Pengembangan
Pertanian dan Infrastruktur yang | industri
Perkebun Tangguh, pengolahan
Meningkatkan produk pertanian
Industri Inklusif dan perkebunan

dan Berkelanjutan, | serta perikanan
serta Mendorong

Inovasi
NO | Isu Prioritas TPB Terkait Kebijakan
Pembangunan Strategis
Berkelanjutan
6 Aksesibilitas dan (9) Membangun Pengembangan
Infrastruktur Infrastruktur yang | infrastruktur yang
Tangguh, berkelanjutan dan
Meningkatkan peningkatan
Industri Inklusif aksesibilitas antar
dan Berkelanjutan, | wilayah
serta Mendorong
Inovasi
7 Tata Kelola (16) Menguatkan Mewujudkan tata
Pemerintahan Masyarakat yang kelola
Inklusif dan Damai | pemerintahan
untuk yang baik
Pembangunan
Berkelanjutan,

Menyediakan Akses
Keadilan untuk
Semua, dan
Membangun
Kelembagaan yang
Efektif, Akuntabel,
dan Inklusif di
Semua Tingkatan

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan beberapa
indikator dan target yang akan digunakan sebagai kriteria
pengukuran. Terdapat 93 indikator TPB yang direkomendasikan.
Sementara untuk merealisasikan indikator tersebut direkomendasi
beberapa program dan kegiatan sesuai Permendagri 90 Tahun
2019 yang dapat mendukung pencapaian TPB dan penyelesaian

isu prioritas pembangunan berkelanjutan.
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi atau suatu hal yang harus
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan

karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Sosial di masa datang.



Ada beberapa isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja dari Dinas

Sosial yang sejalan dalam RPJMD Kabupaten yaitu :

1. Rendahnya sistem, kelembagaan dan pengawasan terhadap
pelayanan di bidang Sosial
Dinas Sosial dalam menyelenggarakan pelayanan sesuai bidang
urusannya, masih sering menemukan beberapa kendala terkait
system, kelembagaan dan pengawasan terhadap pelayanan di
bidang Sosial. Hasil penilaian yang didapatkan terhadap pelayanan
yang dilakukan seperti Indeks reformasi birokrasi, Nilai sakip dan
Tingkat kepuasan masyarakat masih rendah dan perlu
ditingkatkan.

2. Belum adanya sarana dan prasarana rumah singgah/panti sosial
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial perlu adanya
sarana rumah singgah yang digunakan penanganan terhadap
beberapa jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
seperti Orang terlantar, Anak terlantar, Anak berhadapan hukum

dan lain sebagainya.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi
kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi
landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah suatu
kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima)
Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam
menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk
mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan
antara lain sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional
dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan
dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai
melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan
permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat
diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan
bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Tujuan yang hendak dicapai dalam rangka mewujudkan visi
dan misi Kepala Daerah periode 2021 - 2026 yang terkait dengan
urusan Sosial yaitu terdiri dari dua tujuan antara lain :

1. Meningkatkan penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial
masyarakat dengan indikator tujuan persentase penurunan
jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta

2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial dengan
indikator meningkatnya nilai SAKIP Dinas Sosial, Meningkatnya
kualitas pelayanan masyarakat serta meningkatnya tertib

administrasi keuangan dan aset daerah.

4.2 Sasaran
Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan
tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah / Perangkat
Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat
Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1)

dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk



mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3)
disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis
pembangunan daerah.

Berdasarkan tujuan tersebut diatas, maka sasaran yang ingin
dicapai adalah Meningkatnya Pelayanan dan Pemenuhan Kebutuhan
Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

e Meningkatkan taraf pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar
bagi perseorangan, keluarga kelompok, dan atau masyarakat yang
karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat
melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi
kebutuhan hidupnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial
secara memadai dan wajar

e Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan pelayanan
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yaitu Karang Taruna,
PSM, TKSK, Orsos, Tagana, Lembaga Kesejahteraan Sosial, LKS,
LK3, WKSBM, Penyuluh Sosial dan Dunia Usaha dalam penanganan
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator sasaran serta
target capaian kinerja dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang
dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar dapat
dilihat pada tabel berikut :



Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial
Kabupaten Kepulauan Selayar

Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada

5 Indikator Tujuan/ Tahun ke- Kondisi
No Tujuan Sasaran N sarin Akhir
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1 | Meningkatkan | Meningkatnya Nilai | Nilai Sakip Dinas
akuntabilitas | Sakip Sosial CC B B BB BB BB
kinerja Dinas
Bosial 1 P T T T T
i 24 | 25 | 25 | 26 | 27 27
0t RN | ST R SRS A (I R
el et 10 11 11 12 13 13
 Kinerja
Pelaporan Kinerja 10 11 12 13 14 14
T g e A S 5 T 0 T 10
e e 9 10 11 12 13 13
___________________________________ Kinerja |l
Meningkatnya Indeks Kepuasan
kualitas pelayanan | Layanan
masyarakat 70,00 | 72,50 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 85,00
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Meningkatnya Laporan keuangan
tertib administrasi | Dinas Sosial
pengelolaan sesuai SAP Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai
keungan dan aset
daerah
Meningkatkan | Meningkatnya Persentase
penanganan | Pelayanan dan peningkatan
Masalah Pemenuhan pelayanan dan
Kesejahteraan | Kebutuhan Dasar | pemenuhan
Sosial Pemerlu Pelayanan | kebutuhan dasar 65,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 85,00
Masyarakat Kesejahteraan bagi Pemerlu
Sosial (PPKS) Pelayanan
Kesejahteraan
Sosial (PPKS)
Persentase
Peningkatan
kualitas Sumber
Daya Manusia dan
70,00 | 72,50 | 75,00 | 77,50 | 80,00 | 80,00

pelayanan Potensi
Sumber
Kesejahteraan
Sosial (PSKS)
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Tabel 4.2

Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial

Kabupaten Kepulauan Selayar

Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun

Kondi
Indikator Ke-
No Tujuan Sasaran Tujuan/Sasaran : _ si
2022 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Akhir
1 | Mewujudkan Indeks Reformai
R§forma§1 B1qura81 pada Dinas B B B B BB BB
Birokrasi Sosial
Dinas Sosial
Meningkatnya Nilai Sakip Dinas
Kepercayaan Sosial
masyarakat 8 & B BB BB BB
terhadap
pelayanan dinas |
sosial Laporan Keuangan
Dinas Sosial sesuai _ S
SAP Sesuai Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai ;
Indeks kepuasan
masyarakat
70,00 72,50 72,50 75,00 | 80,00 | 80,00




Meningkatkan
Penanganan
Masalah
Kesejahteraan
Sosial
Masyarakat

Meningkatnya
Pelayanan dan
Pemenuhan
Kebutuhan
Dasar Pemerlu
Pelayanan
Kesejahteraan
Sosial (PPKS)

Persentase
Penanganan Masalah
Kesehateraan Sosial
(PPKS)

Persentase
peningkatan
pelayanan dan
pemenuhan
kebutuhan dasar bagi
Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial
(PPKS)

65,00

65,00

70,00

70,00

70,00

80,00

80,00

80,00

75,00

80,00

85,00

85,00

Persentase
Peningkatan kualitas
Sumber Daya
Manusia dan
pelayanan Potensi
Sumber
Kesejahteraan Sosial
(PSKS)

70,00

72.50

75,50

77,50

80,00

80,00

63




BABV
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk
mengarahkan keputusan. Kebijakan senantiasa berorientasi kepada
masalah (problem-oriented) dan juga berorientasi kepada tindakan (action-
oriented), sehingga dapat dinyatakan bahwa Kebijakan adalah suatu
ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara
bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai
tujuan. Rumusan Strategi yang harus dilakukan dalam rangka upaya
pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah maka Dinas Sosial menetapkan
strategi yang di arahkan pada Meningkatnya Penanganan terhadap Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial (PSKS).

5.2 Arah Kebijakan

Unsur penting dalam mencapai Visi dan Misi adalah Kebijakan.
Kebijakan merupakan uraian pernyataan yang menjelaskan bagaimana
Misi, Tujuan dan Strategi akan diwujudkan. Strategi menunjukkan fokus
atau prioritas perhatian yang ditetapkan untuk mendukung terjaganya
proses pembangunan agar menuju pada pencapaian Misi, Tujuan dan
Sasaran dalam kurung waktu 5 tahun mendatang. Rumusan Arah
Kebijakan Urusan Sosial adalah sebagai berikut :

- Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan.

- Peningkatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

- Meningkatkan kesejahteraan pegawai.

- Mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Pemerintah Pusat dan
daerah serta menyiapkan perangkat hukum sebagai pendukung
kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial.

- Menangani permasalahan kesejahteraan sosial yang ada serta
mencegah dan mengendalikan muncul dan berkembangnya
permasalahan sosial.

- Meningkatkan kepedulian terhadap Penyandang Disabilitas, Anak
terlantar, lanjut usia terlantar, gelandang pengemis dan korban
bencana, pencegahan dan pengendalian muncul dan berkembangnya

permasalahan sosial serta pengembangan kapasitas lembaga

pelayanan pemerintah.
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- Meningkatkan kepedulian terhadap eks penyandang penyakit sosial.
- Meningkatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha serta sumber
daya kesejahteraan sosial, pilar-pilar partisipasi sosial lainnya dalam
penyelenggaraan  pembangunan  kesejahteraan sosial dan
peningkatan upaya pelestarian, penghayatan, penerusan dan
pengamalan  nilai-nilai  kepahlawanan, keperintisan dan

kesetiakawanan sosial.
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Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

1

2

3

4

Visi : "Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indone

sia"
Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan
Transparan
Meningkatnya
Meningkatnya | nilai sakip
akuntabilitas | dinas sosial
kinerja ..
perangkat Meningkatnya
daerah kualitas
pelayanan MeningkatkanTata | Peningkatan
kepada Kelola Persentase
_masyarakat | Pemerintahan administrasi kinerja
Meningkatnya | yang baik perangkat daerah
tertib
administrasi
pengelolaan
keuangan
dan aset
daerah
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan
Perdesaan
Meningkatkan | Meningkatnya | Meningkatkan
kesejahteraan | kesejahteraan | Penanganan
masyarakat Pemerlu terhadap Pemerlu
Pelayanan Pelayanan .
Kesejahteraan | Kesejahteraan ll’;grll{lggk::lan dl:lflléi g:ﬁ
Sosial (PPKS) | Sosial (PPKS) dan | ooy > d5; aian
dan Potensi | Potensi Sumber y
Sumber Kesejahteraan
Kesejahteraan | Sosial (PSKS)
Sosial (PSKS)
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup
Masyarakat
Meningkatkan | Meningkatnya | Meningkatkan 1. Peningkatan Pemerlu
Pemenuhan Pemenuhan Kapasitas Pelayanan
Kebutuhan kebutuhan Penerapan Kesejahteraan  Sosial
Dasar Dasar Standar Pelayanan | (PPKS) yang terpenuhi
Masyarakat terhadap Minimal kebutuhan kebutuhan
Penerima dasarnya
Layanan SPM 2.Peningkatan Pemerlu
Pelayanan
Kesejahteraan  Sosial
(PPKS) yang

Memperoleh Jaminan
Sosial

3.Peningkatan jumlah
Korban bencana yang

mendapatkan bantuan
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Tabel

5.2

Perubahan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1 2 3 4

Visi : "Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indone

sia"

Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan

Transparan

Mewujudkan | Meningkatnya

Reformasi Kepercayaan .

Birokrasi masyarakat terhadap | Meningkatkan g:?;gﬁ{;t:n

Dinas Sosial | pelayanan dinas Tata Kelola administrasi
sosial Pemerintahan kinerja perangkat

yang baik daerah

Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Meningkatkan
Penanganan
Masalah
Kesejahteraan
Sosial
Masyarakat

Meningkatnya
Pelayanan
Pemenuhan
Kebutuhan Dasar
Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial
(PPKS)

dan

Meningkatkan
Kapasitas
Penerapan
Standar
Pelayanan
Minimal

1.Peningkatan
Pemerlu
Pelayanan
Kesejahteraan
Sosial (PPKS) yang
terpenuhi
kebutuhan
kebutuhan
2.Peningkatan
Pemerlu
Pelayanan
Kesejahteraan
Sosial (PPKS) yang
Memperoleh
Jaminan Sosial

3.Peningkatan

jumlah Korban
bencana yang
mendapatkan
bantuan




BAB V1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penjabaran kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan

Selayar dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan

menggun

akan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang

terukur sesuai dengan misi Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar
adalah sebagai berikut :
1. Program Pemberdayaan Sosial

Kegiatan pada program ini meliputi :
1. Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)

a.
b.

Sub Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan Sosial KAT
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pendamping KAT

2. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan
Sosial Kabupaten/Kota

a.

Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial
Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Tenaga Kesejahtaraan
Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota

Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber
Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kab/Kota

Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan
Kab/Kota

Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya
Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan
Keluarga (LK3)

2. Program Rehabilitas Sosial

Kegiatan pada program ini meliputi :

1. Kegiatan Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak

T

erlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis

Diluar Panti Sosial

a

b
c.
d

. Sub Kegiatan Penyandaang Permakanan
. Sub Kegiatan Penyediaan Sandang
Sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu

. Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi dan Keluarga



j.

k.

L

. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual,

dan Sosial

Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga
Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk
Kependudukan Akta Kelahiran Surat Nikah dan Kartu
Identitas Anak

Sub Kegiatan Pemberian Akses Kelayanan Pendidikan dan
Kesejahteraan Dasar

Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan

Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan

Kegiatan Rehabilitas Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di

luar Panti Sosial

a.

A I

ey
.

Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan

Sub Kegiatan Penyediaan Sandang

Sub Kegiantan Penyediaan Alat Bantu

Sub Kegiatan Penyediaan layanan dan Reunifikasi Keluarga
Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan

Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan

Sub Kegiatan Penyediaan Pembekalan Kesehatan di luar Panti
Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual
dan Sosial

Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA

Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk
Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu
Identitas Anak

Sub Kegiatan Pemberian Akses Kelayanan Pendidikan dan

Kesehatan Dasar

m. Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

006



3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
Kegiatan Program Ini Meliputi:
1. Kegiatan Pemeliharaan Anak Terlantar
a. Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
b. Sub Kegiatan Rujukan Anak-Anak Terlantar
c. Sub Kegiatan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan
Pemeliharaan Anak Terlantar
2. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota
a. Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah
Kab/Kota
b. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah
Kab/Kota
c. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan
Keluarga
d. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi
Masyarakat
4. Program Penanganan Bencana
Kegiatan Program Ini Meliputi:
1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial
Kabupaten/Kota .
a. Sub Kegiatan Penyediaan Makanan
b. Sub Kegiatan Penyediaan Sandang
c. Sub Kegiatan Penyedian Tempat Penampungan Pengungsi
d. Sub Kegiatan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan
e. Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial
2. Kegiatan Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap
Kesiap Siagaan Bencana Kabupaten/Kota
a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi Dan Pelaksanaan Taruna
Siaga Bencana
b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi Dan Pelaksanaan

Kampung Siaga Bencana

S. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
1. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
a. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasaran Taman
Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional
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6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Kegiatan Program Ini Meliputi:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

a.

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah

Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD

c. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen

Perubahan RKA SKPD
Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD

e. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen

g.

Perubahan DPA SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a.
b.

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN

Sub Bagian Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD

d. Sub Kegiatan Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan

Pemeriksaan

. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan Dan Analisi Progresis

Realissi Anggaran

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat

Daerah

a.

C.

Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang
Milik Daerah SKPD

Sub Kegiatan Rekonsiliasi Dan Penyusuna Laporan Barang
Milik Daerah Pada SKPD

Sub Kegiatan Penata Usahaan Barang Milik Daerah

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a.

Sub Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Disiplin

Pegawai
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b. Sub Kegiatan Pegadaan Pakaian Dina Beserta Atribut

Kelengkapannya
c. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Pelaksanaan Sisitem Informasi

Kepegawaian
d. Sub Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan
Tugas Dan Fungsi
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyelengaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi

Skpd
b. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Logistik Kantor
c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggadaan

d. Sub Kegiatan Penyedian Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-Undangan
6. Kegiataan Pengadaan Barang Milik Daerah Menunjang Urusan

Pemerintah Daerah
a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lain
b. Sub Kegiatan Pengadaan Mabel
C. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor Dan Bangunan
Lainnya
d. Sub Kegiatan Pe
ngadaan S
Gedung K “aoe Dan Prasarana Pendulan
g Rantor Atay Bangunan Laj ¢
7. Kegiatan po . ainnya
Yédiaan Jagg Penunj



TABEL 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Data
Capaian
pada awal Kondisi kinerja pada | Unit Hezja
g (ou B Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 2026 akhir renstra perangkat | Perangkat
Tujuan | Sasaran Kode Program / Keglatan e Eegiatan (Outpat) n (2020) casan, Dsanah
Jawab
Target Target Rp. (it} Target Rp. (it} Target Rp. (it} Target Rp. (it) Target Rp. (it) Target Rp. (jt)
L TP [ g Sub-
Urus | gra ::. Kegiat 4 s 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 11.323.169.656 11.478.183.849 11.765.482.791 12,047.736.722 12.335.195.720
Meninghat PROGRAM PENUNJANG URUBAN Persentase Capalan Hinerja (%) ] i
kan 06 | 01 PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 63.03 70.28 70.53 71.51 7231
akuntabilit
as kinerja .
dinas Flaegs i3:0) 83.00 85.00 88.00 91.00
wosial
Meninghkatny P dan P
a Nilai Sakip | 05 | 01 |2.01 Kinerja Perangkat Dacrah Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang 100 100 134.000.000 100 114.000.000 100 185.000.000 100 220.000.000 100 250.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat |Jumlah Dok Per F ngkat Daerah
Daerah 2 2 2 2 2
06 | 01]201] 01 1 Dokumen Dokumen 14.000.000 e 14.000.000 Dokumen 15.000.000 Oilisn 20.000.000 Dol i 25.000.000 88.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil ] 1 1 1 i
06 | 01 |2.01| 02 |[SKPD Keordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen Debicsn 10.000.000 Dolcumen) 10. 000 Dokumen 10.000.000 B 10.000.000 Do o= 15.000.000 55.000.000
Ko i dan Peny Dok Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan 1 1 1 1 1
06 | 01 |2.01| 03 |Perubahan RKA SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 1 Dokumen 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 15.000.000 55,000.000
Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil 1 1 1 1 1
06 |01 (201 04 [SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen P 10. 000 Dékiniai 10.000.000 DaLiiisah 10.000.000 TV A— 10.000.000 Dokumen 15.000.000 55,000.000
Ki inasi dan Peny Dok Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan 1 1 i 1 1
% DPA SKPD Hasil Keordinasi Dok .000.000 0.000.000 .000. 000, .000. .000.
06 |01 |2.01] 05 |Perubahan :zm a;PA'S inasi Penyusunan Dokumen 1 Dokumen - 10. ey 1 Dolcunen 10.000.000 ki 10.000.000 Dokisses 15.000.000 55.000.600
Koordinasi dan Penyusunan laperan capaian lJumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil 1 1
o5 |01 |201] o6 |Koordinas: dan Penyusunan laporan capaian 1 Dokumen | 1 Laporan 10.000.000 Ve 10.000.000 | 1 Laporan 10.000.000 1 Laporan 10.000.000 Lt 15.000.000 55.000.000
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 5 s s 5
06 | 01 |201| OF 1 Dokumen Dolourisn 70.000.000 Belkamits 50.000.000 Dokumen 120.000.000 Dol 150.000.000 Do o 150.000.000 540.000.000
i v ‘Administrasi Keuangan Perangkat Daerah L yang
f;}‘:g':;;n“, 06 |01 |202 L ¥ 100 100 2.367.122.919 | 100 | 2.219.465.180 100 2.377.122.919 100 2.388.122.919 100 | 2.402.122.919
intras Penyedinan Gaji dan Ty ASN Jumlah ASN Menerima Gaji dan Tunjangan
pengelolasn | 06 [ 01 [2.02] o1 v A puds PRSI UANBAN | o) Orang | 24 Orang | 2.327.122.019 |24 Orang| 2.179.465.150 | 24 Orang | 2.327.122919 |24 Orang | 2:327.122919 |24 Orang| 2.327.122.919 11.487,956.826
dan aset Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Jumlah D Hasil P i A 1 1
dascah 0s | 01202 02 |oy Pelaksannan Tugas ASN 1 Dokumen o 5000000 oo o 5.000.000 10.000.000
P P haan dan P jlan/ Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 1 1
06 01(202| 03 |y ifknsi Keunngan SKPD Pengujian/ Verifikesi Keuangan SKPD 1 Dokumen s 5000000 | o 5.000.000 10.000.000
Koordinasi dan Pelaksanaan akuntansi SKPD Jumlah Dx dinasi dan Pelal 1 1 1 1 1
o1 [2.02] o4 Akuntansi SKPD 1 Dokumen| o o 10000000 | e 10.000.000 irikemen 10.000.000 e, 5.000.000 10.000.000 45.000,000
Keordinasi dan penyusunan laporan keuangan [Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan
05 | 01 |2.02| 05 [akhirthunSKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan 4 Dokumen | 1 Laporan 10.000.000 ! 10.000.000 1 Laporan 10.000.000 1 Laporan 11.000.000 L 10.000.000 51.000.000
Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan Laporan
Pe lolaan dan F bahan F Jumlah Dok Tanggapan Pemerik dan i i "
eriksaan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0.000.000 .000. 000 1 ¥ 1 : ¢
o6 |01 |2.02| 06 |pemi ! 1 Dokumen i 1 Dokumen 10.000.000 Bk 10.000.000 Bakiisg 10.000.000 Doltumen 15.000.000 55.000.000
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan [Jumlah Laporan Keuangan
bulanan/triwulan/semesteran SKPD \! [ Triwul; /S SKPD dan 4 i
06 |01 |202| 07 Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan K 1 Dokumen | 4 Laporan 10.000.000 10.000.000 4 Laporan 10.000.000 4 Laporan 10.000.000 15.000.000 55.000.000
1 / Triwulanan/ SKPD Lapan Laporan
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Progresis  |Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Progreais 1 1 1 000.
06 |01 (202] 08 R i A Realisasi A 1 Dokumen Beliicass 10.000.000 Dokumen 15.000.000 Dal = 15.000.000 40.000.600




Data

Capalan
peda awal Kondisi kinerja pada | Unit Kerja
% Tahun 2022 Tabun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 2026 ukhir renstra perangkat | Perangkat Loka
‘Sasaran Kode Program / Kegiatan mj" tan (Out ) n (2020) daerah Daerah 7
Jawab
Target Target Rp. (it) Target Rp. (it) Target Rp. (t) Target Rp. (it) Target Rp. (jt) Target Rp. (it)
Bid Keogi Bub.
Urus | gra [y * | Kegiat 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Indeks Administrasi Barang Millk Daerah pada Persentase La Barang Millk Dacrah
Kepussan | 06 | 01 [203 Piraighst Dacedt pe b S 100 100 10.000.000 100 10.000.000 100 30.000.000 100 20.000.000 100 45.000.000
layanan -
s Peny han barang Jumlah Rencana Kebutuhan barang milik daerah 1 1
06 |01 (203] Ol milik dasrah SKPD SKPD Bolaimen 10.000.000 Dk 10.000.000 20.000.000
o1 |203| o2 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik 1 5.000.000 5.000.000
Daerah Dokumen
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah  |Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik 3
01203 03 Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik 5.000.000 5.000.000
Daerah L
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, 1
01 |2.03| 04 |Barang Milik Dacrah pada SKPD dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Uaporan 5.000.000 5.000.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan barang \Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan i 1
06 | 01203 05 [milik daerah pada SKPD Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Dokumen | 1 Laporan 10.000.000 ey 10.000.000 1 Laporan 10.000.000 1 Laperan 10.000.000 Giin 10.000,000 50.000.000
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik 1
06 | 01 |2.03| 06 |Penatausahaan barang milik dacrah Daerah pada SKPD 1 Laporan 10.000.000 1 Laporan 10.000.000 Lo 10.000.000 30.000.000
\Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik 1
01 |2.03| 07 |Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Dacrah SKPD 5.000.000 5.000.000
Dokumen
K ghat Dacrah L I
056 | 01 |2.05 o D » v 80.000.000 80.000.000 100 80.000.000 100 110.000.000 150.000.000
o6 | o1 |208| a1 catan garana dan p i in g [ bl Rt S e 2Unit 10.000.000 | 2Unit 10.000.000 2 Unit 10.000.000 2 Unit 10.000.000 | 2Unit 20.000.000 60.000.000
pegawai Disiplin Pegawai
P ; o 5
08 |ior [aios| g ([REEAGARn pelieiia dises Deserta. atriout i Py L PR D Bopw AR 1 Paket 10.000.000 | 1Paket | 10000000 | 1 Paket 10000000 | 1Paket | 10000000 | 1Paket |  15.000.000 55.000.000
ot |20s] o3 Pend dan F ol A Jumlah Paket Pakaian Sarana dan Prasarana
8 o Kepegawaian Disiplin Pegawai
5| o4 nasaenp sp alasein il D Hi Eogetipmai e z 10,000.000 ¥ 10.000.000 L 10.000.000 ! 000.000 1 5.000 55.000.000
061 jor 120 |kepegawaian Pelal Sistem i K i Dokumen s Dokumen e Dokumen 000 T Doloamen| 13000000 i
Monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Jumilah Dokumen Hasil Koordinasi dan
o1 |205| 05 o Pelaksanaan Kinerja Pegawai
or|acs| B8 Pemulangan Pegawai yang Pensiun JJumlah Pegawai Penaiun yang dipulangkan
_ |Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam (Jumiah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang
01 |2.08] 07 Tugas inggal dalam melaksanakan Tugas
Pemindahan Tugas ASN Jumiah ASN yang dipindahtugaskan
01 |205| 08
Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan [Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
06 |01 205 09 dan fungsi vang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 50.000.000 5 Orang 50.000.000 5 Orang 50.000.000 110rang 80.000.000 11 Orang 100.000.000 330.000.000
e 7] e Sorlaiani B
o1 [208| 10 P Perundang: .:umh\h Orang yang
erundang U
o1 laos| 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Terlal imbi n Teknis
. Perundang Und; Peraturan Perundang Undangan
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Capaian
pada awal Kondisi kinerja pada Unlt Hesja
a. i Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 2026 akhir renstra perangkat | Perangkat
Kode Program / Keglatan ey i loe = (2020) e s
Jawab
‘Target Target Rp. ({it) Target Rp. (t) Target Rp. (jt) Target Rp. (it) Target Rp. (it} Target Rp. (it}
B [P [ ocs T
Urus | gra :‘ Kegiat 4 5 [ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Zhat dacrub L Fasa
06 | o1 |206 il 4 ¥ T 100 100 335.000.000 100 400.000.000 100 480.000.000 100 335.000.000 100 350.000.000
Penyedinan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi
o1 [2.06| 01 |Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 1 Paket 5.000.000 1 Paket 5.000.000
disediakan
ot |2.08| o2 [P dan Per Kantor Jumhz.x Pak.e'v. Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5,006,000
disediakan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
01 |206]| 03 FEE
yang disediakan
Penyediann bahan logistik kantor Jumlah Paket Bahan Logistk Kantor yang
06 o1 [206] o4 ladiaian 1Paket | 1 Paket 10.000.000 1 Paket 10,000,000 1 Paket 10.000,000 1 Paket 10.000.000 1 Paket 20,000,000 60.000.000
o6 | o1 |206| o5 |PeAvediaan barang cetakan dan penggandnan | Jumish Paket barang cetakan dan penggandaan | ey | paer 15000000 | 4Paket |  30.000.000 | 1 Paket 10.000.000 1 Paket 10.000.000 | 1Paket |  10.000.000 75.000.000
yang disediakan
06 | 01 |2.06| og [Pen¥ediaan bahan bacaan dan peraturan Jumiski Falot bahac bacann dan peraurad 1Paket | 1Tahun 10.000.000 1 Paket 10.000.000 1 Paket 10.000.000 1 Paket 10.000.000 1 Paket 10.000.000 50,000,000
rundang-unda I perundang-undangan
o1 |2.08| o7 |Penvediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahn/Material yang Disediakan
ot |2.08| o8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 3 1 000.000 3
of 205 | vg | VS SRERESE s it Sl 1 Laporan | 1 Laporan 00.000.000 | 0 350.000.000 | 1 Laporan|  450.000. 1Laporan| 300000000 | . 300.000.000 1.700.000.000
o1 |2.06| 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis
§ pada SKPD
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan  |[Jumlah D Dukb Peak Sistem
01 [2.06( 11 |Berbasis Eektronik pada SKPD F i Berbasis E! ik pada SKPD
06 | o1 |207 e T el i ATHE Decoah yrog Qladakast || r0n 100 160.000.000 100 335.000.000 100 200.000.000 100 315.000.000 100 290.000.000
o1 |2.07] o1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau  |Jumlah Unit Kendaraan Perorangan atau
i Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
o1 |2.07 2 |Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau  [Jumlah Unit Kendaraan Perorangan atau
i Lapangan Kendaraan Dinas Jabatan vang Disediakan
o1 |2.07 03 |Pengadaan Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan
53 |Pengad v B
01 |2.07 Alat Darat Tak
o1 |2.07| os [Pengndaan Mebel Jurmiah Paket Mebel yeop dissdialan 16Unit | 11 Unit 25000000 | 11Unit | 50.000.000 7 Unit 40.000.000 11 Unit 50.000.000 | 11Unit |  50.000.000 215.000,000
Pengad peralatan dan in lainn: Jumlah unit peralatan dan in lainn
o6 |01 |207| 06 i e iy e 19Unit | 9Unit 110.000.000 | 13Unit [ 110.000.000 9 Unit 110.000.000 9 Unit 100.000.000 | 9 unit 100.000.000 530.000.000
ai ool o Pengadaan Aset Lainnya Jumlah Unit Aset Lainnya yang Disediakan
] O Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan
Pengadaan gedung kantor dan bangunan Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan ) B B
06 | 01 (207| 09 Rty Lainnya isadial 1 Unit 150.000.000 o 1 Unit 125.000.000 1 Unit 100.000.000 375.000.000
Sarana dan Pr Gedung Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
01 ({2.07| 10 |Kantor atau Bangunan Lainnya atau B Lainnya yang Disediak
P . Sarana dan F penduk Jumlah Unit Sarana dan Prasarana pendukung
o6 | 01 [207| 11 |gedung kantor atau banugnan lainnya gedung kantor atau banugnan lainnya yang 11 Unit 6 unit 25.000.000 6 unit 25.000.000 8 unit 50.000.000 4 Unit 40.000.000 4 Unit 40.000.000 180.000.000
i
Peyediaan Jasa Penunjang Urusan L Jasa yang
06 | 01 |2.08 100 100 577.046.737 100 559.507.899 100 567.421.195 100 601.208.658 100 603.836.310
Pemerintahan Daerah tersedia
Peyediaan jasa surat meyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : §
08| o1 5.000.000 .000. 000 000, 0,000 000,
06 | 01 |2 1 Laporan | 1 Laporan Laporan S, 000 1 Laporan 10.000.000 1 Laporan 10.000.000 ot 1 000 40.000,000
Peyed jasa kominikasi,sumber daya air dan |Jumlah Laporan Peyediaan jasa kominikasi,sumber
06 | 01 |2.08| oz |lstik daya air dan listrik yang disediakan 1 Laporan | 1 Laporan 100.046.737 o . 100.507.899 1 Laporan 100.421.195 1 Laporan 120.208.658 i : 122.835.310 544.020.799
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Data
Capaian
pada awal Kondisi kinerja pada | Unit Kerja
P Tahun 2022
i " ! — , ) Ip un Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2023 2026 akhir renstra perangkat | Perangkat || oo
AouIen Kod, gramn / Eoglatan dan Keglatan (Output) n (2020) daerah Dacrah pry
Penanggung
Jawab
Target Target Rp. (it) Target Rp. (it) Target Rp. it} Target Rp. (it} Target Rp. (jt) Target Rp. (it)
5 Sub.
Urus | gra :m‘d' Kegiat 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan [Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan
01 |2.08| 03 |Kanter Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 10.000.000 i L 10.000.000 20.000.000
poran
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 1 1 i
o6 | 01 |208| o+ Umum Kantor vang Disediskari 1 Laporan | 1 Laporan 472.000.000 Capdéa 454.,000.000 1 Laporan 457,000,000 1 Laporan 461.000.000 Uit 461,000.000 2.305.000.000
Pemellharaan barang milik daerah penunjang |Persentase Barang Milik Dacrah yang dipeliharn |
06 | 01 |2.09 urusan pemerintahan daerah 100 100 340.000.000 100 340.000.000 100 240.000.000 100 270.000.000 100 270.000.000
Penyediazn Jasa Pemeliharaan, biaya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau TR
Pemelih dan pajak K Perorangan |Kend: Dinas Jab: yang Dipelihara dan
0112091 01 |pinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan pajaknya
Penyedigan jasa pemeliharaan,biaya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau B
o1 |200| o2 il paja,dan perizinan kend L yacg dipelihara dan dibayarkan Pajak 37Unit | 37 Unit 120,000.000 | 37 Unit 120.000.000 37 Unit 120.000.000 37 Unit 110.000.000 | 37 Uni 150.000.000
dinas operasinalatau lapangan dan Perizinannya o & £20.00.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan
01 12.09| 03 |p.meliharaan dan Perizinan Alat Besar Perizinannya o
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang
o1 |2.09| 04 |Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya o
Darat Tak Bermotor
Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang disediakan
01 [2.09 05 Q2
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Jumiah Peralatan dan Mesin lainnya yang
o1 |2.09| o6 dipelihara 14 Unit 14 Unit 10.000.000 14 Unit 10.000.000 14 Unit 10.000.000 14 Unit 10.000.000 14 Unit 10,000.000 50.000.000
Pemeliharaan aset tetap lainnya jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara
01 |2.09| o7 57 Unit 7 Unit 10.000.000 7 Unit 10.000.000 7 Unit 10,000.000 7 Unit 10.000.000 7 Unit 10.000.000 50.000.000
Pemelihararn Aset Tak Berwujud Jumlah Aset tak berwujud yang dipelihara =
01 209| 08 4 Unit 10.000.000 10.000.000
Pemelih Rehabiltasi gedng kantor da: Jumleh Gedung Kantor dan By i : : T
| L b il el o e Lainzys 1Unit | 1unic 200000000 | 1Unit | 200000000 | 1Unit 100.000.000 1 Unit 100.000.000 | 1 Unit 100.000.000 700,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau —
01 |2.09| 10 |Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 20.000.000 20.000.000
Llamnya
Pemeliharaan/Rehabiltiasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukiung Gedung
o1 |2.08| 11 |Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan Lainnya yang 1 Unit 10.000.000 10.000.000
Bangunan Lainnya DipeliharaRehabilitasi
611200 12 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Luas Tanah yang dialkukan
i Pemeliharaan/Rehabilitasi o
T T/ S
Taentase PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
s Kesejahteraan
!me o | o2 Persentase Potensi Sumber yang 18.99 32,67 37,89 42,40 44,81 50,00
jumber 5 Soslal Adat KAT yang difa ]
Daya F
At 06 | 02 2,01 Terpeneil [KAT) n/a 100 50.000.000 100 50.000.000 100 53.867.245 100 82.716.370 100 46.728.682
slayanan Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT Jumlah Keluarga pada KAT yang mendapatkan 349 10 10 I~
Potensi 06 |02 |201]| O fasili ial k
Sumber Kabugaten/kota o Keluarga Ketusga | 527100 ke | 10728682 245052
:é:!::}m 1 Kap dan Pendampi KAT |Jumlah Keluarga pada KAT yang meningkat 10 10 10 10 B
02 |2.01 02 i | A 5 ¥ .
el (] 0 p \gan kabupaten/kota n/a i 50.000000 || 50000000 | o 53.867.245 Kebtarin 30.000.000 183.867.245
Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Persentase Sumbangan Daernh yang
02 (2.02 Kabupaten /Kota dikumpulkan o o o 20.000.000 o
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Jumlha Dokumen Hasil Koordinasi dan
Undian Gratis Berhadizh dan Py 1 i isasi Per Izin Undian Gratis 1
021202 0! |yang atau Barang |Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Déleuitivesi 20.000.000 20.000.000




Capaian
pada awal Kondisi kinerja pada Unit Kerja
"y Kinerja i ~ Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 ‘Tahun 2025 2026 akhir renstra perangkat | Perangkat Loks.
Sasaran Hode Program /[ Keglatan dan Kegiatan 10u ) ol n (2020) dacrah ..ihmh 5
Jawab
Target Target Rp. (it) Target Rp. Uit) Target Rp. (it Target Rp. (jt) Target Rp. (it) Target Rp. (§t)
Pro —| Sub.
Urus | gra mg Kegiat 4 5 6 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Pengembangan Potensi Sumber Daya P sumber Sosial yang
06 | 02 |2.03 Kesejahteraan Sosial Dacrah K /Kota 4 b ngan sosial 100 100 305.000.000 100 309.859.930 100 315.000.000 100 275.000.000 100 340.000.000
anngkxum Kemampuan Potensi Pekerja Sosial [Jumlah orang d.
06 | 02203]| 01 y Kabup /Kota pekerja sosial muya.mkn kwemmgnn 20 Orang | 30 Orang 55.000.000 20 Orang 50.000.000 20 Orang 50.000.000 20 Orang 40.000.000 20 Orang 60.000.000 255.000.000
kabupaten/kata
Peningkatan Kemampuan Tenaga Kesejahteraan|Jjumiah Tenlaa K h Sosial K
06 | 02 |2.03| 02 [Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota paten/kota yang k 11 Orang | 11 Orang 50.000.000 11 Orang 50.000.000 11 Orang 60.000.000 11 Orang 60.000.000 11 Orang 60.000.000 280.000.000
kapasitasnya kewenangan kabupalmfknu
Pemnglutan Kemampuan Potensi Sumber Jumilah Keh yang k P
o6 | 02 {2.03] 03 1} Kelurga K Kab/Kota kabi fkota 4 Orang 10 Orang 50.000.000 10 Orang 55.000.000 10 Orang 50.000.000 10 Orang 55.000.000 10 Orang 50.000.000 260.000.000
Penmgknmn Kemampuan Potensi Sumber Jum]nh lembaga keeejahm sosial yang 3 3 3
06 |02 |203) 04 |K Sosial K bag; Masyarakat itasnya k Py 7 3 Lembaga 100.000.000 Lemmb 100.000.000 3 Lembaga 100.000.000 3 Lembaga 70.000.000 x 100.000.000 470.000.000
K 1gan Kab/Kota kabupaten/ kota —— it ig mbaga
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Jumiha sertifikat yang dari hasil peningkatan
Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi sumber daya manusia dan lembaga konsultasi _ 15 15 15 15 _
06 |02 |203| 05 |gegejnhteraan Keluarga (LK3) kescjahternan keluarga (LK3) kewenangan 10 Orang | 15 Orang s0.000.000 | o 54.859.950 u 55.000.000 iiiat 50.000.000 o5 70.000.000 279.859.950
kabupaten/kota
Persentase |PROGRAM REHABILITAS SOSIAL
Peningkatan
pelayanan Persentase warga negara penyandang disabilitas
i, 06 | 04 leh rehabilitasi {al di huar pantt 18.99 100 100 100 100 100
pemenuhan
kebutuhan
dasar bagi % e
Pemerlu P anak
e i ial 4l & i 31.99 100 100 100 100 100
n Sosial Persentase warga ncgara lanjut usia terlantar
(PPKS) h abitites] dih 17.35 100 100 100 100 100
dang Disabilitas Terl:
mmm,wu: usiz terlantar du
yang 25.00 100 100 100 100 100
‘Iubmm m di luar mtl (Indikator
SPM)
Pemerin h
Sasial (PPKS h!n”l]hhﬂ korban HIV/alds
dan NAPZA = 17.36 18.36 100 100 100 100
dilnar panti
R Sosial Dasar P g Disabilitas Terlantar,
Anak , Lanjut An:k terlantar,lanjut mh terlantar dan
06 |04 |2.01 Usin Serta 2 da i 100 89.1 3.010.000.000 | 89.1 | 3.722410.650 | 89.1 2.714.415.089 89.1 3.073.574.707 | 89.1 | 2.975.669.399
Luar Panti Sosial. tubutnmndnmy-dlmuplnumﬂhm
8SPM)
Penyandang Permakanan Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan
|kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi 1.010 700 600
06 | 04 1201| OL | minimal kewe: an kabupaten/kota 600 Orang 2.360.000.000 o 2.720.000.000 |500 Orang 2.100.000.000 600 Orang 2.360.000.000 o 2.360.000.000 11.900.000.000
Penyediaan Sandang Jumiah orang yang menerima pakaian dan 1.010 200 100
06 | 04 |2.01| 02 Kkelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 Tahun 3 130 Orang 200.000.000 o 240.000.000 130 Orang 180.000.000 150 Orang 210.000.000 o 150.000.000 980.000.000
_|Kewenangan kabupaten/kota c e g
Penyediaan Alat Bantu Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan 100 120
06 |04 201 03 alat bantu peragn sesuai kebutuhan kewenangan 22 Orang | 100 Orang 150.000.000 o 250.000.000 100 Orang 130.000.000 120 Orang 150.000.000 Orang 150.000.000 830.000.000
/kota '8
Pemberian Pek kasi dan Kel Jumlah orang yang mendﬂpalknn pehgr‘mm
06 |04 [2001] 04 i i keluarga [kota 5 Orang 10.000.000 5 Orang 7.000.000 5 Orang 10.000.000 27.000.000
Pemberian Bimbingan Fisik,Mental,Spiritual, Jumlah peserta bimbingan fisik,mental,spiritual
06 |04 [201| 05 [dan Sosial dan sosial kewenangan kabupaten/kota ] 10.000.000 5 Orang 7.415.089 5 Orang 10.000.000 27.415.089
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Data

Capalan
,.dl: it Kondisi kinezrja pada | Unit Kerja
— a, Tahun 2022 Tahun 2023 ‘Tahun 2024 Tahun 2025 2026 ukhir renstra perangkat | Perangkat Loka
Kinerja, ol A T
Kode Program [ Keglatan dan Kegi (© 4 n (2020) daerah Daecrah ol
Jawab
Target Target Rp. (it) Target Rp. (it) Target Rp. (it} Target Rp. (it) Target Rp. (Jt) Target Rp- (it)
i [ Pro Kogial T
Urusjgra | Kegiat 4 s 6 9 10 11 12 13 14 135 16 17 18 19 20 21 22
Pemberi imbingan ial Kepada Keluarga
-Penynnr;.ann:‘;nbﬂ.imss;sm s Anﬂ: . Jumlah Peserta Bimbingan Sosial Kepada Keluarga
+ 7 : Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,
05 |04 |201] 06 :trhnur. Lamu(Usla-Tﬁ“ﬂ:n“?r Lanjut Usia Terlantar Geland. Pe: 5 30 Orang | 30 Orang 150.000.000 30 Orang 200.000.000 30 Orang 150.000.000 30 Orang 150.000.000 30 Orang 150.000.000 800.000.000
S dan Masyarakat kewenangan Kbupaten/kota
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Jumlah crang yang terpenuhi kebutuhan
. |Keoendudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah pembuatan nomor induk kependudukan, akta
06 |04 1201 07 |, 0 kanrtu Indentitas Anak kelahiran, surat nikah, dan k identitas anak 10 Orang 12.410.650 5 Orang 5.000.000 10 Orang 10.000.000 10 Orang 10.000.000 37.410.650
bagi penyandang disabilitas }
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan Dan  [Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan
06 | 04 |2.01| 08 |Kesehatan Dasar pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan 10 Orang 10.000.000 S Orang 5.000.000 10 Orang 10.000.000 10 Orang 10.000.000 35.000.000
kabupaten/kota
Pemberi ngadi J rang tkan layanan data dan
06 i oo |EEmerien Exyicen Dath Bet Pengaduan usmlaly ecang yang mendap oy 5Orang |  10.000.000 5 Orang 5.000.000 5 Orang 10.000.000 | 5 Orang 10.000.000 35.000.000
Pemberian Layanan Kedaruratan jumlah orang yang mendapatkan Layanan
06 | 04 201 10 [ kabupaten /kota 20 Orang | 30 crang 50.000.000 30 orang 100.000.000 30 crang 50.000.000 30 crang 50.000.000 30 orang 50.000.000 300.000.000
Pemberian pelayanan Penehusuran Keluarga [jumlah orang yang mendapatkan pelayanan
06 | 02 |20 " 1 3} kab [kota 5 Orang 10.000.000 5 Orang 5.000.000 S Orang 13.574.707 S Orang 15.669.399 44.244.108
Pemberian Layanan Rujukan Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan -
06 | o4 |201] 12 v s abiipates dth 50rang | 10 Orang 100.000.000 |20 Orang|  150.000.000 10 Orang 70.000.000 10 Orang 90.000.000 10 Orang 70.000.000 480.000.000
Rehabilitasi Sosial yand: lah F Tiu Pelay
Kescjahteraan Sosial (PMES) Lainnya Bukan Soslal (PPKS lalnnya) bukan korban HIV /aids
06 |04 |202 Korban HIV/Alds dan mum: e paat danArTA yang terpenuhi kebutuban dasarnya 100 11.9% | 3.375.000.000 | 11.9% | 2.750.000.000 | 11.9% | 3.920,000.000 | 11.9% | 3.720.000.000 | 11.9% | 3.980.000.000
Sosial dituar panti
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah crang yang mendapatkan layanan data dan
12597 12597 10558 10558 10558
.02 100.000.000 K 000 0.000. 000 ! . z
06 |04 |202] o1 pengaduan kewenangan kabupaten/kota 12579 KkeM | - 150.000,00 S 15 000 & 100.000.000 100.000.000 600.000.000
Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan
04 [202| 02 Kedaruratan kabupaten/kota a 20 Crang 10.000.000 20 Orang 10.000.000 20.000.006
Penyediaan Permakanan | Jumlah crang yang mendapatkan pemenuhan 000 800
o5 |04 |202| 03 kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi | 1215KK | 600 Orang 550.000.000 800.000.000 900 Orang 800.000.000 900 Orang B800.000.000 1.000.000.000 3.950.000.000
| /kota Oy Omog
Penyediaan Sandang | Jumlah orang yang menerima pakaian dan
06 | 04 |202| 04 kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun o ')
kewenangan kabupaten/Kota
Penyediaan Alat Bantu Jumlah crang yang mendapatkan alat bantu dan
alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan 150 200
06 | 04 [2.02| 05 Kkabupaten/kota 100 KK | 300 Orang 375.000.000 & 400.000.000 200 Orang 500.000.000 200 Orang 500.000.000 o 500.000.000 2.275.000.000
F p lan k h di luar panti  |Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan
kebutuhan perbengkelan kesehatan di luar panti
03 120\ 108 kewenangan kabupaten/kota ° o
Pemberian Fisik,Mental Spi 1, Jumlah peserta bimbi; fisik, mental, spiritunl
Sosi ial kewenangan kabupat
o3 |202| o7 [|dnnSesial i sosial Pt A 1 Kali o 100rang | 20000000 |[200rang|  30.000.000 50.000.000
Pemberian bimbingan scsial kepada kelaurga jumlah peserta bimbingan sosial kepada kelaurga
o4 |202| o8 penysndang lash j sosial d h kesejahteraan sosial (PMKS) o o
(PMKS) lainnya buksn korban HIV/Aids dan lainnya buksn korban HIV/Aids dan NAPZA
NAPZA
Faailitasi pembuatan nomor induk Jumlah orang yang membutuhkan pembuatan
kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan|nomor induk kependudukan, kartu tanda
04 |202] 09 P Identitas P penduduk, ak Inhiran, surat nikah, dan/atau 1 Tahun 0 10 Orang 20.000.000 15 Orang 20.000.000 40.000.000
identitas anak bagi p lah
Pemberian akses ke layanan pendidikan dan Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan
kesehatan dasar pendidikan dan ¥ dasar 100 100
04 | 2.02 10 kabupaten/kota 100 KK 100 Orang 70.000.000 o 150.000.000 100 Orang 100.000.000 100 Orang 150.000.000 o 100.000.000 570.000.000

Page



Data
Capalan
pada awal Kondisi kinerja pada | Unit Kerja
e . 1n "‘.nl 8 mtom;-m 'n » ‘Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 ‘Tahun 2023 2026 akhir renstra perangkat | Perangkat
Eial Penanggung
Jawab
Target Target Rp. (1) Target Rp. (jt) Target Rp. (1) Target Rp. (it) Target Rp. (jt) Target Ep. (it}
Bid Kegia| Sub.
Urus| gra | ° " f Kegiat 4 5 6 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Pemberian pelay T kel Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan
penel kel X [ kota
os |202| 11 [+]
Pemberian Lavanan dan Reunifikaisi Keluarga  |Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan
06 |04 |202| 12 reunifikasi B paten/kota 27 KK 27 Orang 80.000.000 27 Orang|  100.000.000 15 Orang 70.000.000 15 Otang 70.000.000 15 Orang 70.000.000 390.000.000
Pemberian Layanan Rujukan Jumlah orang mendapatkan layanan rujukan o 140
06 | 04202 13 s . Fieonn 241 KK- | 200 Orang| 2.200.000.000 |80 Orang| 1.000.000.000 |2000rang| 2.150.000.000 [170Orang| 1.900.000.000 2.000.000.000 9.250.000.000
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja
dalam Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam 3 a _ a 3
06 |04 |202]| 14 Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | Pelak Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Dokumen| 150000000 | ot en 150,000,000 Dokiacsi 150000000 | 150.000.000 £00.000.000
e
fos thas PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL | .. ¢200 PPKS darl Data PPKS yang dlfasilitasi|  30.11 3518
06 | 05 {2.01 Pemetiaras Al Terlntar 3 sk yaog 110.000.000 163.859.400 120.156.292 126.637.341 103.237.908
06 | 05 [2.01| o1 |Pemiangkauan Anak-Anak Terlantar l‘k":““‘h Sel Snal e e ThE e S00mng | orang | 30000000 |500mng| 50.000.000 | 300rang | 40156292 | 200rang| 30.000.000 [200rang|  30.000.000 180,156,392
o6 | 08 |2.01| oz |Ruittkan Anak- Anak Terlantar vr":ﬁ:"n“ﬂ‘"““ terlantar -V“"gk'::d'l’“‘ 300mng | 30 Orang 80.000000 |[300mng| B0.000.000 30 Orang 80.000.000 30 Orang 70000000 |30 Orang|  40.000.000 350.000.000
F Terhadap Pelal Jumilah anak terlantar yang terpantau dan 372 Anak
06 |05 (2.01| @ 200 33.559. .637. 20 33.237.908 93.434.649
? |pemslifesaan Anak Trslaatac terpsliharan kewenangan kabupaten koia g s 20 Greng | P07 D
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan PPKS darl Data PPKS yang difasilitasi
06 | 05 |2.01 D b Kab ten/K a6 150.000.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000 180.000.000
o6 | 05 |2.02| o1 |Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Jumlah fakir miskin cakupan daerah 15904 16.119 o6 ansaah 100.000.000
b/Kota {kota vang didata Keluarga Keluarea
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah [Jumlah yang pengs 16.119 24837 24837 24837 24837 24837
06 |05 (2.02] 02 [ *H i A e ebiargs, | Ketiscan 150.000.000 |~ 100.000.000 pnt B 150.000.000 150.000.000 . 80.000.000 £30.000.000
ilitasi Sosial K jah Jumlah keluarga pemerima manfaat (KPM) yang "
06 |0 |2.02| o3 9
ki Keluarga dapatkan bantunn sosial keaci boD KK
06 | 05 |2.02] o4 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan o
5 Pengembangan Ekonomi M
PROGRAM PENANGANAR BENCANA Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial
06 |08 yang nyn pada saat 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dan sctelah tanggap darurat
Perlinduangan Sosial Horban B Alam [P P ngan soslal korban bencana
06 | 06 |2.01 Dan Sosial Kabupaten/ Kota alam dan soslal kewenangan kabupaten,/kota 100% 100% 200.000.000 | 100% 204.107.000 100% 200.000.000 100% 209.196.932 100% 216.812.971 1.030.116.903
Penyediaan Makanan | Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1
hari dala masa tanggap danirat {pengungsian) 60 I
|kewenangan kabupaten/kota Buﬂmhn
06 |06 201 o dan 4721 | 80 Orang 100.000.000 |50 Orang|  100.000.000 30 Orang 60.000.000 45 Orang 100.000.000 (45 Orang 100.000.000 460.000.000
KK
Dampak
Covid-19
Penyediaan Sandang Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan
06 |06 |2.01| 02 kelengkapan lainnya yang tersedia pasa masa 150 Orang | 30 Orang 50.000.000 30 Orang 50.000.000 30 Orang 40.000.000 30 Orang 40,000.000 30 Orang 40.000.000 220.000.000
tanggap darurat ian) dan pasca b
Pe di Tempat P P Jumlah tempat pengungsian kewenangan
06 |06 |2.01| 03 kabupaten/kota 30 Orang 1 Unit 50.000.000 1 Unit 54.107.000 1 Unit 30.000.000 1 Unit 20.000.000 1 Unit 30.000.000 184.107.000
Khi Bagi Kelompok Rentan Jumlah orang yang mendapatkan penanganan 5
06 |06 [2.01| 04 khiisus bagi kelompok reaten kew 32 Orang 30 Orang 30.000.000 30 Orang 30.000.000 30 Orang 30.000.000 90.000.000
F Dukungan Psil ial jumlah korban t yang dapatkan L
dukungan psikososial kewenanga 1 ta
06 |06 |201| o5 Hicuogapalkmce alie m kabupaten/ko| 53 orang 30 Orang | 40.000.000 150mng | 19196932  [100rang| 16812971 76.009.903
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Capaian
pada awal Kondisl kinerja pada | Unit Kesja
Kinesja, o Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Takun 2025 2026 akhir renstra perangkat | Perangkat | o
L Ly B
Kode Program / Keglatan dan Kegiatan (O 0 (2020) Daerah .1
Jawab
Target Target Rp. (it) Target Rp. (t) Target Rp. (jt) Target Rp. (jt) Target Rp. (it) Target Rp- (it}
B [P [ T Sub-
Urus | gra :‘ Kegiat 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
b ¥ -y .. L ¥ ¥
rhad, k yang diselenggarakan
05 | 06 |202 kabupaten /kota 100% 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 111.718.798 100% 110.000.000 100% 110.000.000
K inasi, Sosiali dan P Jumlah kampung yang melaksanakan koordiansi,
Kampung Siaga Bencana ialisasi dan pela} siaga
06 | 06 [2.02 |01 e et L n/a 2 av7isres | 2 1000000 | 2 10.000.000 51.718.798
Kampung Kampung Kampung
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna |Jumlah Orang yang melaksanakan Koordinasi,
Singa Bencana Sosialisasi dan Pelak Taruna Siaga
06 | 06 |2.02 |02 Kewenangan Kabupaten/Kota 22 Orang | 22 Orang 100.000.000 22 Orang 100.000.000 22 Orang 80.000.000 22 Orang 100.000.000 22 Orang 100.000.000 480.000.000
06 | o7 T e e Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dikelola | 1Unit | 1Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit
3 Pmcll‘f:mumm.hmpchhm Persentase Taman Makem Pehlawan yang di 100 | ’ Z
06 |07 |201 cnal kubnpaten 100 20.273.800 100 20.781.253 100 21.279.795 100 21.787.531
o |Rehabilitasi sarana dan prasarana taman Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta
s 2011 01 | o hlawan nasional kabupaten/kota Pemeliharaan Serana dan Prasarana Taman Makam
Pemeliharaan Taman Makan Pahlawan Nasiona! |Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeiiharaannya Jumilat 28 Jumlah Funil i Jumlah
06 | 07 |2.01] 02 |Kabupaten/Kota pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota pupit  |Jumiah 3B 94 600,000 28 20.273.800 umlah28| o5 og1 053 [Jumiab 21.279.795 28 21.787.531 104,122,379
Makam Makam Makam
Makam
Kl
o
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Indeks Reformai

TABEL 6.2
PERUBAHAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN BERDASARKAN KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021

DINAS SOSIAL KAB.KEPULAUAN SELAYAR

PROGRAM SRR
pENSNMNG :n e 50,91 63,03 4,003,169,656 70,28 4,057,973,0a9| 70,53 4,159,544,114] 71,51 4,259,331,577| 72,31 4,360,959,229| 72,31 20,840,977,625
erja
1.06.01 URUSAN ;;:f:‘;
e PEMERINTAHA " L
riiohn [ Cronan| |80 a5 i€ a3 85 88 a1 95 as
Kinerja Keuangan
KABUPATEN/K
Pe , |Per
Penganggaran, |Dokumen
dan Evaluasi Per 1
Kinerja Penganggaran dan DINAS
1.06.01.2.01 Perangkat Evaluasi Kinerja 100 100 134,000,000| 100 114,000,000} 100 185,000,000 100 220,000,000 100 250,000,000f 100 903,000,000 SOSIAL
Daerah yang Tersusun
Penyusunan Jumlah Dokumen
Dokumen Perencanaan
Perencanaan Perangkat Daerah Hias
0.00.01.2.01.01 Perangkat (Dokumen) 1 2 14,000,000, 2 14,000,000 2 15,000,000 2 20,000,000 2 25,000,000f 10 88,000,000 SOSIAL
Daerah
Koordinasi dan |Jumlah Dokumen
Penyusunan RKA-SKPD dan
Dokumen RKA- |Laporan Hasil
SKPD Koordinasi A
0.00.01.2.01.02 Benyusunen 1 1 10,000,000 1 10,000,000| 1 10,000,000f 1 10,000,000] 1 15,000,000 5 55,000,000| goc
Dokumen RKA-
SKPD (Dokumen)
Jumlah Dokumen
Perubahan RKA-
SKPD dan Laporan
- i Hasil Koordinasi
ll;aordmam dan Penyusunan
snyasunan. |{Dolax . DINAS
0.00.01.2.01.03 Dokumen Femhr:li:n RKA- 1 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 1 15,000,000 5 55,000,000 SOSIAL
Perubahan RKA-|

SKPD

SKPD (Dokumen)




Koordinasi dan

Jumlah Dokumen
Koordinasi dan
PelaksanaanAkunta

Daerah SKPD

F eldioimtin. |28 SHEE 10,000,000 1 10,000,000| 1 5000000 1 10,000,000( 5 45,000,000 DINAS
0.00.01.2.02.04 Al (Dokumen) 1 1 10,000,000 1 A R A A y o B B SOSIAL
SKPD
Jumlah Laporan
Keuangan Akhir
Tahun SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi dan |Koordinasi
Penyusunan Penyusunan N DINAS
0.00.01.2.02.05 Laporan Laporan Keuangan 4 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 1 11,000,000 1 10,000,000 5 51,000,000 SOSIAL
Keuangan Akhir |Akhir Tahun SKPD
Tahun SKPD (Laporan)
Jumlah Dokumen
Bahan Tanggapan
Pemeriksaan dan
Pengelolaan dan |Tindak Lanjut
Penyiapan Pemeriksaan DINAS
0.00.01.2.02.06 Bah-anp (Dokumen) 1 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 11 15,000,000 15 55,000,000 SOSIAL
Tanggapan
Pemeriksaan
Jumlah Laporan
Keuangan Bulanan/
Triwulanan /
Semesteran SKPD
dan Laporan
Keordingsi dan [po 0 0%
Penyusunan . 2
Laporan Keuangan
L_apora:n Bulanan /Triwulana DINAS
0.00.01.2.02.07 ;“‘1"”‘33? n/Semesteran SKPD 4 4 10,000,000{ 4 10,000,000| 4 10,000,000| 4 10,000,000 4 15,000,000| 20 55.000.000| oo
ulanan
Triwulanan/ (Lepacan)
Semesteran
SKPD
Jumilah Dokumen
Pelaporan dan
Penyusunan Analfsislf‘rugnosis
Pelaporan dan Realisasi Anggaran i —
0.00.01.2.02.08 [Analisis {Dokumen) 1 0 ol o ol 1 10,000,000 1 15,000,000| 1 15,000,000| 3 40,000,000 oo
PrognosisRealis
as1 Anggaran
Administrasi |PeTSentase Laporan
Barang Milik | O T DINAS
1.06.01.2.03 Daerah pada yang 100 100 10,000,000} 100 10,000,000| 100 30,000,000 100 20,000,000 100 50,000,000 100 120,000,000 SOSIAL
Tersusun
Perangkat
Daerah
Jumlah Rencana
Kebutuhan Barang
::‘“-‘“5”“5-“ MilikDacrah SKPD e
erencanaan =
0.00.012.0301  [Kebutuban | CCrume? 0 o of o o 1 10,000,000 0 o 1 10,000,000 2 20,000,000| AT
BarangMilik




Jumlah Dokumen

DPA-SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi dan | Koordinasi DINAS
0.00.01.2.01.04 Penyusunan Penyusunan 1 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 1 15,000,000 5 55,000,000
DPA-SKPD Dokumen DPA- SOSIAL
SKPD (Dokumen)
Jumlah Dokumen
Perubahan DPA-
SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi
Koordinasi dan |Penyusunan
Penyusunan Dokumen = e so DINAS
.05 g A ,000, ,000,000
0.00.01.2.01.05 Perubahan DPA-|Perubahan DPA- 1 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 1 15,000,000 S 55,000,00 SOSIAL
SKPD SKPD {Dokumen)
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan
Koordinasi dan I:apor;.m H'aml
Penyusunan Hoordinasi
Lap:]ran Penyusunan
0.00.01.2.01.06  |Capaian Kinerja | -GPOren Capaian 1 1 10,000,000 1 10,000,000| 1 10,000,000 1 10,000,000) 1 15,000,000 5 55,000,000 DINAS
don Ticktiaar Kinerja dan Ikhtisar SOSIAL
Risalisiii Realisasi Kinerja
Kinerja SKPD SKED {Laporan)
Jumlah Laporan
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja DINAS
0.00.01.2.01.07 Perangkat PerangkatDaerah 1 5 70,000,000 5 50,000,000 5 120,000,000 5 150,000,000 5 150,000,000 25 540,000,000
SOSIAL
Daerah (Laporan)
Persentase Laporan
Administrasi Administrasi
K "
1.06.01.2.02 Kennngt Galpe o et 100 100 2,367,122,919| 100 2,219,465,150| 100 2377,122,910 100 2,388,122,919| 100 2,402,122,919| 100 11,753,956,826| DINAS
Perangkat Tersusun SOSIAL
Daerah
Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Penyediaan Gaji | Tunjangan ASN DINAS
0.00.01.2.02.01 dan Tunjangan |(Orang/bulan) 24 24 2,327,122919) 24 2,179,465,150 24 2,327,122,919 24 2,327,122,919 24 2,327,122,919| 120 11,487,956,826 SOSIAL
ASN ‘
Jumlah Dokumen
Hasil Penyediaan
Penyediaan AdministrasiPelaksa
—-— Administrasi ~ |naan Tugas ASN i - DINAS
0.00.01.2.02.02 e (Dokumen) 1 0 0 0 0 0 0 1 5,000,000 1 5,000,000 2 10,000,000 SOSIAL
Tugas ASN
Jumlah Dokumen
Penatausahaan
Pelaksanasn danPengujian/Verifi
Penatausahaan ka’Si Keuangan DINAS
0.00.01.2.02.03 danPengujian/V |SKPD (Dokumen) 1 0 of o 0 0 0 1 5,000,000 1 5,000,000 2 10,000,000 SOSIAL

erifikasi
Keuangan SKPD




Jumlah Dokumen
Pengamanan Barang
MilikDacrah SKPD

DisiplinPegawai

Pegawai (Unit)

Pengamanan (Dekumen) = 00,000 DINAS
0.00.01.2.03.02 Barang Milik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5,000,000 1 5,000, SOSIAL
Daerah SKPD
Jumlah Laporan
Hasil Penilaian
Barang MilikDaerah
dan Hasil
Koordinasi dan |Koordinasi Penilaian DINAS
. Penilaian Barang Milik 5 5,000,000
4] 0 0 0 0 0 1 5,000,000 1 5, b
0-00:01.2:02,03 Barang Milik Dacrah SKPD 0 o E BHGIAL
Daerah SKPD (Laporan)
Jumlah Laporan
Hasil Pembinaan,
Pembinaan, Pengawasan dan
Pengawasan, Pengendalian
dan Barang Milik = 5 DINAS
0.00.01.2.03.04 Pengendalian Dacrah pada SKPD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5,000,000 1 5,000,000 SOSIAL
Barang Milik (Laporan)
Daerah pada
SKPD
Jumlah Laporan
Rekonsiliasi dan
Rekonsiliasi dan | Penyusunan
Penyusunan Larplorﬂn Barang _ DINAS
0.00.01.2.03.05  [Laporan Barang |Milik Daerah pada 1 1 10,000,000| 1 10,000,000] 1 10,000,000] 1 10,000,000] 1 10,000,000| 5 50,000,000( oo
Milik Daerah SKPD (Laporan]
pada SKPD
Jumlah Laporan
Penatausahaan
Penatausahaan |Barang MilikDaerah
o 1 DINAS
Barang Milik  [pada SKPD ol 1 10,000000] 1 10,000,000 1 10,000,000 3 30,000,000(
0.00.01.2,03.06 Dacrah pada (Laporan) 0 0 0 0 ,000, SOSIAL
SKPD
Jumlah Dokumen
Hasil Pemanfaatan
. " BarangMilik Daerah
emanfaatan o DINAS
SKPD (Dokumen) = >
0.00.01.2.03.07 Barang Milik ¢ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1l 5,000,000 1 5,000,000 SOSIAL
Daerah SKPD
Persentase Laporan
Administrasi
Administrasi | Kepegawaian S
i i Perangkat Daerah
1.06.01.2.05 g:rp;g:ki‘;‘““ i 100 100 80,000,000 100 80,000,000 100 80,000,000 100 110,000,000{ 100 150,000,000 100 500,000,000] oo
Daerah
Jumlah Unit
Peni tan Sa
Peningkatan da;llmgkn =ELERREES DINAS
0.00.01.2.05.01 ﬁr‘“ ana dan PrasaranaDisiplin 0 2 10,000,000( 2 10,000,000 2 10,000,000 2 10,000,000 2 20,000,000] 10 60,000,000 SOSIAL
asarana




Jumlah Paket
Pengadaan Pakaian Dinas
Pakaian Dinas |beserta DINAS
0.00.01.2.05.02 beserta AtributKelengkapan 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1 10,000,000 1 15,000,000 5 55,000,000 SOSIAL
AtributKelengka | (Paket)
pannya
[Jumlsh Dokumen
Pendataan dan
PengolahanAdminist
Penda::‘ 1an |rasi Kepegawaian DINAS
Pengolahan okumen|
0000120503 | Lt rasikep ©: ) 0 0 of o of o of o 9 sosiaL
Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi
Koordinasi dan |dan Pelaksanaaan
Pelaksanaan | Sistem Informasi DINAS
0.00.01.2.05.04 Sistem Kepegawaian 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1 10,000,000 1 15,000,000 5 55,000,000 SOSIAL
Informasi {Dokumen)
Kepegawaian
Jumlah Dokumen
Monitoring,
Evaluasi,
Monitoring, danPenilaian
Evaluasi,dan  |Kinerja wai DINAS
0.00.01.2.05.05 Penilai O "’q Pc‘gn ] 0 ] 0 0 0 4] 1] 0 SOSIAL
KinerjaPegawai
Jumlah Pegawai
Pensiun yang
Pemulangan ;
0.00.01.2.05.06  |Pegawaiyang |DiPulangkan 0 o of o of o of o o] Dmas
Pensi (Orang) SOSIAL
siun
Jumilah Laporan
Hasil Pemulangan
Pegawai
P T yangMeninggal
Pegawai yang  {dalam DINAS
0.00.01.2.05.07 Meninggal Melaksanakan 0 0 0 [} 0 0 0 0 [1]
SOSIAL
dalamMelaksan |Tugas (Laporan)
akan Tugas
Jumlah ASN yang
dipindahtugaskan
Pemindshan (Orang) DINAS
0.00.01.2.05.08 Tugas ASN (1] 0 ol o 4] 0 of o 0 SOSIAL
Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tugas
Pendidikan dan |92n Fungsi yang
+ Mengikuti
Pelatihan - o
Pegawai Pendidikan dan DINAS
0.00.01.2.05.09 Berdasarkan Pelatihan (Orang) 50,000,000 50,000,000 50,000,000] 11 80,000,000] 11 100,000,000f 37 330,000,000 SOSIAL
Tugas dan
{Fungsi




Jumlah Orang yang

Mengikuti
Sosiali SosialisasiPeraturan
3 Peraturan Perundang- DINAS
0.00.01.2.05.10 Perundang- Undangan (Orang) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SOSIAL
Undangan
Jumlah Orang yang
Mengikuti
Bimbingan Teknis
Bimbingan Implementasi
Teknis Peraturan
Implementasi  |Perundang- DINAS
.00.01.2.05. ( 4]
0,00.01.2:05:11 Peraturan Undangan (Orang) 9 0 ? & E g 0 ) 0 g g & SOSIAL
Perundang-
Undangan
Persentase Layanan
Administrasi Jasa Penunjang
1.06.01.2.06 it rangiescdi 100 100 335,000,000| 100 400,000,000 100 480,000,000| 100 335,000,000 100 345,000,000 100 1,805,000,000] DPINAS
Perangkat SOSIAL
Daerah
Jumlah Paket
Komponen
Pengeiianm InstalasiListrik/Pen
Kar;aponen |erangan Bangunan
. Kantor yang s
Instalasi ; ik = - DINAS
0.00.01.2.06.01 Listrik/Penieran Disediakan (Paket) 0 0 [4] I 0 0 0 1 5,000,000 1 5,000,000 2 10,000,000 SOSIAL
gan Bangunan
Kantor
Jumlah Paket
Peralatan dan
Penyediaan PerlengkapanKantor
Peralatan dan  [yang Disediakan DINAS
0.00.01.2.06.02 Peslenglapan (Paket) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SOSIAL
Kantor
Jumlah Paket
Peralatan Rumah
Penyediaan Tangga DINAS
0.00.01.2.06.03 Peralatan yangDisediakan 0 0 0 a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ‘SO‘SIAL
Rumah Tangga |(Paket) E
Jumlah Paket
Bahan Logistik
Penyediaan Kantor DINAS
0.00.01.2.06.04 Bahan Logistik |vangDisediakan 1 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 1 20,000,000 S 60,000,000 SOSIAL
Kantor (Paket)
Jumlah Paket
Barang Cetakan dan
Penyediaan Penggandaanyang
Disediakan (Paket]
0.00.01.2.0605 (BT Cetalcan |Disediakan (Paket) 1 1 15,000,000| 1 30,000,000] 1 10,000,000| 1 10,000,000 1 10,000,000 5 75,000,000 SDA’;;"\SI
a AL

Penggandaan




Jumlah Dokumen
Bahan Bacaan dan

Peraturan
Penyediaan Perundang-
Bahan Bacaan |Undangan yang DINAS
0.00.01.2.06.06 dan Peraturan |Disediakan 1 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 5 50,000,000 SOSIAL
Perundang- (Dokumen]
undangan
Jumlah Paket
Bahan/Material
. Penyediaan yang Disediakan DINAS
0.00.01.2.06.07 Bahan/Material | (Paket) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SOSIAL
Jumlah Laporan
= H Fasilitasi Kunjungan
Fasilitasi
0.00.01.2.06.08 |Kunjungan Ty aporan) 0 0 ol o of o ol o ol o ol o p| DINAS
SOSIAL
Tamu
Jumlah Lapoeran
Penyelenggaraan
Penyelenggaraa |papatkoordinasi
) o Ropat dan Konsultasi - 5 DINAS
0.00.01.2.06.09 [\ourflma:-l ; SKPD (Laporan) 1 1 300,000,000 1 350,000,000 1 50,000,000 1 300,000,000 0 300,000,000 4 1,700,000,000 SOSIAL
danKonsultasi
SKPD
Jumlah Dokumen
Penatausahaan
Arsip Dinamispada
Penatausahaan |SKPD {Dokumen) DINA!
0.00.01.2.06.10 Arsip Dinamis 0 0 o 0 o 0 0 0 0 1] 0 0 o0 SOSiJfL
pada SKPD
Jumlah Dokumen
Dukungan
PelaksanaanSistem
Dukungan Pemerintahan
Pelaksanaan Berbasis Elektronik
Sistem pada SKPD
0.00.01.2.06.11  |Pemerintahan |(Dokumen) 0 0 ol o ol o of o o o o o o| DiNas
: SOSIAL
Berbasis
Elektronik pada
SKPD
Persentase Banrang
Pengadaan M.i]ik Daerah yang
Barang Milik [diadakan
Daerah DINAS
1.06.01.2.07 Penunjang 100 100 160,000,000| 100 335,000,000] 100 200,000,000| 100 315,000,000 100 290,000,000 100 1,300,000,000 SOSIAL
Urusan 4
Pemerintah
Daerah
Jumlah Unit
Kendaraan
Pengadaan Perorangan Dinas
Kendaraan ;[.au angaraan
Perorangan }nas» Ll ya.ng DINAS
0.00.01.207.01 | =roenE Disediakan (Unit) 0 0 of o of o of o 0. o ol o SOSIAL
Kendaraan

Dinas Jabatan




—

{Jumlah Unit
Kendaraan Dinas
B q o ional
P P
Kendaraan ataulapangan yang
0.00.01.2.07.02  |Dinas Disediakan (Unit) 0 0 of o 0 ol o o o ol o o| DmNas
Operasional SOSIAL
ataulLaepangan
Jumlah Unit Alat
Aln Besar yang
Pengad ¢ |Disediakan Unit) DINAS
0.00.01.2.07.03 [ 0 0 0 0 0 )
Besar [} 0 0 (] [} SOSIAL
{Jumlah Unit Alat
Angkutan Darat Tak
Bermotoryan,
Pengadaan Alat [porq i 8 .
. DINAS
0.00.01.2.07.04 Angk Darat 0 0 ] V] 0 0 0 0 0 0 0 o
Tak Bermotor SOSIAL
{Jumlah Paket Mcbel
yang Disediakan
0.00.01.2.07.05 |Fcugedasn  |({Unit) 16 1 25,000,000] 11 50,000,000 40,000,000] 11 50,000,000 11 s0.000000] 51 215.000.000| DINAS
Mebel ,U00,! ,000, ,000, SOSIAL
Jumlah Unit
Peralatan dan Mesin
Pengadaan Lainnya
0.00.01.2.07.06 Peralatan dan  |yangDisediakan 19 9 110,000,000 13 110,000,000 110,000,000 9 100,000,000 9 100,000,000 49 530,000,000 DINAS
Mesin Lainnya {(Unit) SOSIAL
Jumlzh Unit Aset
Tetap Lainnya yang
Disediakan (Unit)
Pengadaan Aset DINAS
0.00.01.2.07.07 . 0 0 [ [ 0 0
Tetap Lainnya 0 of o of o o sosiaL
Jumlzh Unit Aset
Tak Berwujud yang
Disediakan (Unit)
Pengadaan Asct DINAS
0.00.01.2.07.08 Tak jud 0 0 [ (4] o 0 0 0 0 0 0 0 SOSIL
Jumlah Unit
Gedung Kantor atau
D, ) B Lai
Gedeng Kantor |¥ang Disediakan
0.00.01.2.07.09  |atau (Unit) 0 0 of 1 150,000,000 ol 1 125,000,000] 1 100,000,000 3 375,000,000] DINAS
BangunanLainn SOSIAL
ya
Jumiah Unit Sarana
dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Pengadaan N
Sarana dan Bangunan !..amnya
0.00.01.2.07.10  |Freserana (u,.gqmsed' 0 0 ol o ) ol o o o ol o DINAS
e Gedung Kantor 0 SOSIAL
atau Bangunen
Lainnya




Pengadaan

Jumlah Unit Sarana
dan Prasarana
Pendukung Gedung
Kantor atau

;n::::a::n Bangupan-Lainny'il
0.00.01.207.11  |Pendukung  [VAnBDiscdiakan 11 6 25,000,0000 6 25,000,000{ 8 50,000,000 4 40,000,000 4 40,000,000| 28 180,000,000 PINAS
5 {Unit) SOSIAL
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Persentase Layanan
Penyediaan Jasa Penunjang
Jasa Penunjang |yang tersedia DINAS
1.06.01.2.08 Urusan 100 100 577,046,737 100 559,507,899 100 567,421,195 100 601,208,658 100 603,836,310f 100 2,909,020,799 SOSIAL
Pemerintahan
Daerah
Jumlah Laporan
Penyediaan Penyedinan; Jasa
0.00.01.2.08.01 |JasaSurat  |SuracMenyurac 1 1 5,000,000 1 5000,000| 1 10,000,000( 1 10,000,000) 1 10,000,000 5 40,000,000] DINAS
(Laporan) SOSIAL
Menyurat
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Penvediaim Komunikasi,
Jasa Sumber Daya Air
0.00.01.2.08.02  |Komunikasi, [dan Listrik yang 1 1 100,046,737 1 100,507,809| 1 100,421,195| 1 120,208,658| 1 122,836,310 5 544,020,799 DINAS
Sumber Daya Disediakan SOSIAL
Air dan Listrik  [(Laporan)
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Penyediaan Peralatan dan
Jasa Peralatan | Perlengkapan
0.00.01.2.08.03  |dan Kantor yang 0 0 of o of o ol 1 10,000,000 1 10,000,000 2 20,000,000 PINAS
Perlengkapan |Disediakan SOSIAL
Kantor (Laparan)
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
) PelayananUmum
Penyediaan Kantor yang u ~ B " DINAS
0.00.01.2.08.04  |Jasa Pelayanan |nisediakan 1 1 472,000,000 1 454,000,000| 1 457,000,000 1 461,000,000] 1 461,000,000| 5 2,305,000,000) oo
Umum Kantor (Laporan)
Persentase Barang
Pemeliharagn | Milik Daerah yang
Barang Mitik [dipelihara
Daerah DINAS
1.06.01.2.09 Penunjang 100 100 340,000,000f 100 340,000,000 100 240,000,000 100 270,000,000 100 270,000,000 100 1,460,000,000 SOSIAL
Urusan
Pemerintahan

Daerah




Jumlah Kendaraan

Berwujud

| Perorangan Dinas
Penyediaan atau Kendaraan
Jasa Dinas Jabatan yang
P?mcliharaan. Dipelihara dan
Biaya dibayarkan
Pemeliharaan, jalen: it
0.00.01.2.09.01  {dan Pajak Pejatnya (Uni) o ° o] o of o o] o of o o] o o| Divas
Kendaraan SOSIAL
Perorangan
Dinas atau
Kendaraan
Dinas Jabatan
Jumish Kendaraan
X Dinas Operasional
Penyediaan atau Lapangan yang
Jasa Dipelihara dan
Pemeliharaan, |gibayarkan Pajak
Biaya dan Perizinannya
Pa.nehharaan, {Unit) DINAS
0.00.01.2.09.02 Pajak dan 39 39 120,000,000 39 120,600,000 39 120,000,000 39 110,000,000 39 150,000,000 195 620,000,000
Perizinan SOSIAL
Kendaraan
Dinas
Operasional
atau Lapangan
Jumlah Alat Besar
penycdosn  [rong Divclics
Jasa . .
Pemeliharaan, Perizinannya (Unit}
0.00.01.2.09.03 BiayaPemelihar 0 0 ] [ 4] 0 0 0 0 0 0 0 0 SDINAS
aan dan OSIAL
Perizinan Alat
Besar
Jumiah Alat
Angkutan Darat Tak
" Bermotor yang
.l;z:edman Dipelihara dan
. Dibayarkan
P?““’“““‘z‘;h";r Perizinannya (Unit) bias
0 0 0 L] 0 ] [} V]
0.0001.209.04 [ o 0 0 o o of Dinas
Perizinan Alat
Angkutan Darat
Tak Bermotor
Jumlah Mebel yang
" Dipelihara (Unit)
Pemeliharaan DINAS
1] 0 0
0.00.01.2.09.05 Mebel 1} ] 0 0 0 0 0 0 0 0 SOSIAL
{Jumlah Peralatan
dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan  |yangDipelihara
0.00.01.2.09.06 Peralatan dan | (Unit) 14 14 10,000,000 14 10,000,000 14 10,000,000 14 10,000,000 14 10,000,000 70 50,600,000 S[ngs
Mesin Lainnya 1AL
Jumlah Aset Tetap
N
0.00.01.2.00.07  |Aset Tetap Dipelihara (Unit) 7 7 10,000,000| 7 10,000,000| 7 10,000,000 7 10,000,000 7 10,000,000{ 35 50,000,000 s’i;gﬁ
Lai
Jumlah Aset Tek
Berwujud yang
0.00.01.2.00.08  |Aset Tak Dipelihara (Unit) 0 0 o o ol o o 4 10,000,000 © o a 10,000,000] DIAS




Jumlah Gedung

Kantor dan
Pemeliharaan/R Bangunan
ehabilitasi ke
gz Lainnyayang s DINAS
0.00.01.2.09.09 Gedung Kantor |pjpelihara/Direhabi 1 1 200,000,000 1 200,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 5 700,000,000 SOSIAL
daleanguna.n litasi (Unit)
Lainnya
Jumlah Sarana dan
Prasarana Gedung
Pemeliharaan/R|Kantor atau
chabilitasi Bangunan Lainnya
Sarana dan vangDipelihara/Dire
0.00.01.2.09.10  |Prasarana habilitasi (Unit) 0 0 ol o ol o ol 1 20,000,000] © o]l 1 20,000,000 PINAS
3 SOSIAL
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Jumlah Sarana dan
2 Prasarana
Pcme‘h'hm.aan,'R Pendukung Gedung
cheblltaz) Kantor atau
Sararia dan Bangunan Lainnya
frasarang -angDipelihara/Dire DINAS
0.00.01.2.09.11  |Pendukung [T 8 PEHIAC 0 0 of o of o of 1 10,000,000 0 of 1 10,000,000
habilitasi (Unit) SOSIAL
Gedung Kantor
atau
BangunanLainn
ya
Luas Tanah yang
DilakukanPemelihar
Pemeliharaan/R [aan/Rehabilitasi DINAS
0.00.01.2.09.12 ehabilitasi (Ha) 0 0 ol o ol o ol o ol o ol o
SOSIAL
Tanah
PROGRAM Jur:lah 1E:dmlnn
PENGELOLAAN |makam pavawan ; 5 DINAS
5 i X 20,273, 1 20,781,253 1 21,279,795 1 21,787,531 1
1.06.07 TAMAN MAKAM [¥ang dikelola 1 1 20,000,000 1 800 104,122,379 SOSIAL
PAHLAWAN
Persentase Taman
Pemeliharaan |Makam Pahlawanan
Taman Makam |Nasional
1.06.07.2.01 Pah!awn.n Eabvpmcn Kot 100 100 20,000,000 100 20,273.800( 100 20,781,253] 100 21,279,795 100 21,787,531 100 104,122,379 SBAS
Nasional SOSIAL
Kabupaten /Kot
a
|Jumlah Dokumen
Hasil Rehabilitasi
serta Pemeliharaan
Sarana dan
Rehabilitasi Prasarana
Sarana dan TamanMakam
Prasarana Pahlawan Nasional
1.06.07.2.01.01 Taman Makam |gaphupaten/Kota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DINAS
Pahlawan (Dokumen) SOSIAL
Nasional
Kabupaten /Kot

a




Jumlah Makam
vang Terpenuhi
Pemielikaraa Pemeliharannya
Tarmen Mol pada Taman Makam
Pahlawan
1060720102  [Panawa Kabupaten/Kota 28 28 20,000,000 28 20273,800| 28 20,781,253| 28 21,279,795 28 21,787,531| 140 104,122,379 288
Kabupaten /Kot Makam)
a
Jumlah Laporan
Hasil Pengamanan
TamanMakam
Pengamanan Pahlawan Nasional
Taman Makam |Kabupaten/Kota DIRAS
1.06.07.2.01.03 Pahlawan (Laporan) 0 0 of o© 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SOSIAL
NasionalKabupa
ten/Kota
Meningkatkan Persentase
Penanganan Penanganan
Mana_iah Masale 65 65 11,323,169,656| 70 11,478,183,849] 70 11,765,482,791] 80 12,047,736,722| 80 12,335,195,720| 80 58,949,768,738
Keaqahtm Kescjateraan Sosial » 8 f ' » » , , ' ’ , , v B i B » i

PROORAM i::iejﬁm yan, DINAS
1.06.02 PEMBERDA &
sl YAA Dibe 17,74 32,67 355,000,000 37,59 359,859,950] 42,4 368,867,245 44,81 377,716,370 50 386,728,682 50 1,848,172,247 SOSIAL
Persetase KAT vang
Pembeniareans |
Sosial . ! DINAS
1.06.02.2.01 KomiGinitas At 0 100 50,000,000] 100 50,000,000{ 100 53,867,245| 100 82,716,370 100 46,728,682| 100 283,312,297 SOSIAL
Terpencil (KAT)
Terpenuhinya
Keluarga pada KAT
yang Mendapatkan
Fasilitas
Pemberdayaan
Fasilitasi |Sosial Kewenangan NAS
1.06.02.2.01.01 Pemberdayaan |Kabupaten/Kota 349 0 0 0 0 0 0 10 52,716,370 10 46,728,682 20 99,445,052 :(;SML
Sosial KAT (Keluarga)




Terpenuhinya
Keluarga pada KAT
yang Meningkat
Kapasitasnya

Peningiatan Kewenangan
1.06.02.2.01.02 KopaSriasiaar) K.,ﬂ,upm;, [Kota 0 10 50,000,000 10 50,000,000) 10 53,867,245 10 30,000,000 0 o| 40 183,867,245 DINAS
Pendampingan 5 SOSIAL
KAT (Keluarga)
Persentase
Sumbangan Daerah
Pengumpulan | vang dikumpulkan
Sumbangan
1.06.02.2.02 dalam Daerah 0 100 0| 100 0| 100 of 100 20,000,000 100 o 100 20,000,000 DINAY
Kabupaten /Kot S
a
Terlaksananya
Koordinasi dan
. S Sinkronisasi
}\,Wrdm_ﬂs' dan Penerbitan Izin
Smkron}nsaal . |Undian Gratis
Penerbitan l%m Berhadish dan
1.06.02.2.02.01  |ondian Gratis penqumpulan Uang 0 0 of o ol o of 1 20,000,000( © of 1 20,000,000 DINAS
Berhadiah dan |/ Barang SOSIAL
Pengumpulan (Dokumen)
Uang atau
Barang
Persentase sumber
kesejahteraan Sosial
Pengembangan |vang mendapatkan
Potensi Sumber |bimbingan sosial
1.06.02.2.03 Keseialudman 100 100 305,000,000] 100 300,859,950| 100 315,000,000] 100 275,000,000| 100 340,000,000| 100 1,544,850,950| DINAS
Sosial Daerah SOSIAL
Kabupaten /Kot
a
Jumlah Orang
Mendapat
Peningkatan Peningkatan
Kemampuan Kapasitas Pekerja
Potensi Pekerja |Sosial Masyarakat
Sosial KewenanganKabupa = ” - = nEE DINAS
1.06.02.2.03.01 . 20 30 55,000,000 20 50,000,000 20 50,000,000 20 40,000,000 20 60,000,000| 110 255,000,000
Masyarakat ten/Kota (Orang) SOSIAL
Kewenangan
Kabupaten /Kot
a
Jumlah Tenaga
Kesejahteraan
Sosial Kecamatan
Peningkatan Kewenangan
Kemampuan | gabupaten/Kota
Potcr.lsa Tenaga yang Meningkat
W e L 1 50,000,000| 11 50,000,000| 11 60,000,000 11 60,000,000 11 60,000,000 55 280 DINAS
1.06.02.2.03.02 zsc:lnman Kewenangan 11 1 50,000 1 50,000,000 000, ,000, 000, 55 000,000f o>
Kabupaten/Kota
Kewenangan (Orang)

Kabupaten /Kot
a




Peningkatan
Kemampuan

Jumiah Keluarga
yang Meningkat
Kapasitasnya

g Kewenangan
l?otensx D Kabupaten/Kota
SumberKesejaht| P = & DINAS
1.06.02.2.03.03 ¥ eaen Sostil (Keluarga) S 10 50,000,000 10 55,000,000 10 50,000,000 10 55,000,000 10 50,000,000( 50 260,000,000 SOSIAL
Keluarga i
Kewenangan
Kabupaten /Kot
a
Jumlah Lembaga
Peniagiatan Kesejahteraan
2 Sosial
kcmar:}puan yangMeningkat
Potensi - .
2 . Kapasitasnya
Sumhcrht?sqaht Kewenangan DINAS
1.06.02.2.03.04  |oeanSosial yabupaten/Kota 3 3 100,000,000| 3 100,000,000f 3 100,000,000| 3 70,000,000( 3 100,000,000| 15 470,000,000 .
Kelembagaan SOBIAL
(Lembaga)
Masyarakat
Kewenangan
Kabupaten /Kot
a
Jumlah Sertifikat
yang dari Hasil
Peningkatan
Sumber Daya
Peningkatan Manusia dan
Kemampuan Lembaga Konsulrasi
Sumber Daya  |Kesejahteraan
Manusia dan Keluarga (LK3) P N " L = &= = &, e =0 05, DINAS
1.06.02.2.03.05 Penguatan Kewenangan 10 15 50,000,000 15 54,859,950 15 55,000,000 15 50,000,000 15 70,000,000 75 279,859,950 SOSIAL
Lembaga Kabupaten/Kota
Konsultasi (Sertifikat)
Kesejahteraan
Keluarga (LK3)
Persentase Warga
Negara penyandang
disabilitas yang
memperolch
rehabilitasi sosial 18,99 100 6,385,000,000| 100 6,472,410,650| 100 6,634,415,089( 100 6,793,574,707| 100 6,955,669,399( 100 33,241,069,845
diluar panti
Persentase anak
telantar yang
memperolech
rehabilitasi sosial 31,99 100 100 100 100 100 2
diluar panti
Persentase Warga
Negara lanjut usia
terlantar yang
memperoleh
rehabilitasi sosial 17,35 100 100 100 100 100 100

PROGRAM

diluar panti

mrac



1.06.04

REHABILITASI
SOSIAL

PersentaseWarga
Negara/
gelandangan dan

|pengemis yang

memperoleh
rehabilitasi sosial
dasar tuna sosial
diluar panti

100

100

100

100

100

99

Persentase Pemerlu
Pelayanan
Keschteraan Sosial
(PPKS) lainnya
bukan korban
HIV/AIDS dan Nafza
yang terpenuhi
kebutuhan
dasarnya diluar
panti

17,36

18,36

21,32

24,5

25,92

28,22

28,22

LA

SOSIAL

1.06.04.2.01

Rehabilitasi
Sosial Dasar
Penyandang
Disabilitas
Terlantar, Anak
Terlantar,
Lanjut Usia
Terlantar, serta
Gelandangan
Pengemis di
Luar Panti
Sosial

Persentase
Penyandang
Disabilitas
Terlantar, Anak
terlantar,lanjut usia
terlantar dan
gelandangan
pengemis yang
terpenuhi
kebutuhan
dasarnya di luar
panti (Indikator
SPM)

100

89,1

3,010,000,000

89,1

3,722,410,650

89,1

2,714,415,089

89,1

3,073,574,707

89,1

2,975,669,399

89,1

15,496,069,845

DINAS
SOSIAL

1.06.04.2.01.01

Penyediaan
Permakanan

Jumlah Orang yang
Mendapatkan
Pemenuhan
Kebutuhan
Permakanan Sesuai
dengan Standar Gizi
Minimal
Kewenangan
Kabupaten/Kota
(Orang)

1010

600

2,360,000,000

2,720,000,000

2,100,000,000

600

2,360,000,000

600

2,360,000,000

3000

11,900,000,000

DINAS
SOSIAL

1.06.04.2.01.02

Penyediaan
Sandang

Jumlah Orang yang
Menerima Pakaian
dan Kelengkapan
Lainnya yang
Tersedia dalam
1Tahun
Kewenangan
Kabupaten /Kota
(Orang)

1010

130

200,000,000

200

240,000,000

130

180,000,000

150

210,000,000

100

150,000,000

710

980,000,000

DINAS
SOSIAL




[Jumlah Orang yang

Mendapatkan Alat
Bantu dan Alat
Bantu Peraga
Sesuai
kebutuhanKewenan
i DINAS
1.06.04.2.01.03  |Fcovediaan Alat]o 22 100 150,000,000 100 250,000,000] 100 130,000,000 120 150,000,000 120 150,000,600} 540 830,000,000
Bantu SOSIAL
Kabupaten/Kota
(Orang)
Jumlah Orang yang
Mendsapatkan
Pelayanan
Reunifikasi
Pemberian Keluarga
Pelayanan KewenanganKabupa o 1s 27,000,000 DINAS
1.06.04.2.01.04 Reunifikasi ten/Kota (O [} [ 0 S 10,000,000 S 7,000,000 5 10,000,000 0 000, SOSIAL
Keluarga
Jumilah Peserta
Bimbingan Fisik,
Mental,Spiritual dan
Pemberian Sosial Kewenangan
Bimbingan Kabupaten/Kota DINAS
1.06.04.2.01.05 Fisik, Mental, |(Orang) 0 0 0 S5 10,000,000 5 7,415,089 5 10,000,000 1] 0 15 27,415,089 SOSIAL
Spiritual, dan
{Sosial
Jumlah Peserta
Bimbingan Sosial
kepada Keluarga
Penyandang
Pemberian  [pooioe o
Bimbingan Terlantar, Anak
Sosial kepada  |Teriantar, Lanjut
Keluarsf Usia Terlantar, serta|
Peny 8 Geland
Disabilitas N
dan DINAS
1.06.04.2.01.06 Terlantar, Anak f‘.engcm::m K. 30 30 150,000,000f 30 200,000,000 30 150,000,000 30 150,000,000 30 150,000,000 150 800,000,000 SOSIAL
Terlantar, ganl
Lanjut Usia Kabupaten/Kota
Terlantar, serta (Orang)
Gelandangan
Pengemis dan

Masyarakat




Jumlah Orang yang

Terpenuhi
Kebutuhan
Pembuatan Nomor
Induk
Kependudukan,
Fasilitasi Akta Kelahiran,
Pembuatan Surat Nikah, dan
Nomor Induk  [Kartu Identitas
1.06.04.2.0107  [(ePerducuin. :::;2:2,,8 0 0 o 10 12,410,650 5,000,000| 10 10,000,000 10 10,000,000| 35 37,410,650 oItAS
Surat Nikah, |Disabilitas
dan Kartu KewenanganKabupa
Identitas Anak [ten/Kota (Orang)
Jumlah Orang yang
Mendapatkan Akses
ke Layanan
. Pendidikan dan
Ze:::;::n Kesehatan Dasar
Kewenangan
1.06.04.2.01.08 Lagyanan Kabupaten/Kota 0 (] o] 10 10,000,000 5,000,000f 10 10,000,000 10 10,000,000 35 35,000,000 DINAS
Pendidikan dan (Orang) SOSIAL
Keschatan
Dasar
Jumlah Orang yang
Mendapatkan
Layanan Data dan
Pengaduan
Pemb. K
1.06.04.2.01.00 |1 Data |Kal /Kota 0 ) ol s 10,000,000 5,000,000 s 10,000,000{ 5 10,000,000] 20 35,000,000 DINAS
p / SOSIAL
dan Pengaduan |(Orang)
Jumlah Orang yang
Mendapatkan
Pelayanan
Kedaruratan
Pemberian Kewenangan DINAS
1.06.04.2.01.10 Lay Kabup /Kota 20 30 50,000,000f 30 100,000,000 50,000,000] 30 50,000,000 30 50,000,000] 150 300,000,000 SOSIAL
Kedaruratan (Orang)
Jumlah Orang yang
Mendapatkan
Pelayanan
Penelusuran
Pemberian Keluarga
Pelayanan KewenanganKabupa DINAS
1.06.04.2.01.11 Penelusuran ten/Kota (Orang) (] 0 of 5 10,000,000 5,000,000] 5 13,574,707 5 15,669,399] 20 44,244,106 SOSIAL

Keluarga




Jumlah Orang
Mendapatkan

Layanan
Pemberian Ru_!ukanl(cwr:n'anga , DINAS
1.06.04.2.01.12 Layanan n Kabupaten /Kota 5 10 100,000,000 20 150,000,000 10 70,000,000 10 90,000,000 10 70,000,000 60 480,000,000 SOSIAL
Rujukan (Orang)
Persentase Pemerlu
Pelayanan
Al o Kesejahteraan
Rehabilitas
lsoaat 2 |Sosial (PPKS
Penyandang | Ainnya) bukan
| Masalah |korban HIV/aids
Kesejahteraan dan N’\P‘Z,A A8
Sosial (PMKS) [tcrpenuhi 920,000,000| 11,9 3,720,000,000] 11,9 3,980,000,000| 11,9 17,745,000,000 DINAS
1.06.04.2,02 el kebutuhan 100 11,9 3,375,000,000( 11,9 2,750,000,000f 11,9 3,920,000, ) ,720,000, » 4,980,000, E +745,000, SOSIAL
Bl dasarnya diluar
Korban ERDY
HIV/AIDS dan
NAPZA di Luar
Panti Sosial
Jumlah Orang yang
Mendapatkan
Layanan Data dan
Pengaduan
Pemberian Kewenangan = = DINAS
1.06.04.2.02.01 Layanan Data |Kabupaten/Kota 12579 12579 100,000,000( 12579 150,000,000| 10558 150,000,000f 10558 100,000,000| 10558 100,000,000| 56832 600,000,000 SOSIAL
dan Pengaduan |(Orang)
Jumlah Orang yang
Mendapatkan
Pelayanan
Kedaruratan
Pemberian Kewenangan DINAS
1.06.04.2.02.02 Layanan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 0 (1] 20 10,000,000 20 10,000,000 40 20,000,000 SOSIAL
Kedaruratan (Orang)
Jumlah Orang yang
Mendapatkan
Pemenuhan
Kebutuhan
Permakanan Sesuai
dengan Standar Gizi
: Minianl DINAS
Penyediaan Kewenangan 1215 600 550,000,000| 900 800,000,000f 900 800,000,000| 900 800,000,000] 900 1,000,000,000f 4200 3,950,000,000
1.06.04.2.02.03 i B f ' ' SOSIAL
Permakanan Kabupaten/Kota

(Orang)




Jumlzh creng yang

Menerima pakaian
dan kelengkapan
lainnya yang
Tersedia dalam
. 1tahun Kewenangan
1.06.04.2.02.04  [renvedisan hyopaten/Kota o 0 o o of o of o of o ol o of DIAS
|Sandang (Orang) SOS
Jumlah Orang yang
Mendapatkan Alat
Bantudan Alat
Bantu Peraga sesuei
Kebutuhan
) Kewenangan
1.06.04.2.02.05 Peny Alat Kabupaten/Kota 100 150 375,000,000] 150 400,000,000 200 500,000,000f 200 500,000,000] 200 500,000,000] 900 2,275,000,000 :olgﬁ
Bantu (Orang)
(Jumlah Orang yang
Mendapatkan
Pemenuhan
Kebutuhan
Perbelcalan
Penyed Kesel di Luar
Perbekalan Panti Kewenangan DINAS
1.06.04.2.02.06 Kesehatan di |Kabupaten/Kota 0 o of o 0 0 of O o] o of © 0 SOSIAL
Luar Panti (Orang)
Jumlah Peserta
Bimbingan Fisik,
Mental,Spiritual dan
Pemberian Sosial Kewenangan
Bimbing Kabupaten/Kota DINAS
1.06.04.2.02.07 Fisik, Mental, |(Orang) (] 0 of o 0 [ 0] 10 20,0600,000] 20 30,000,000} 30 50,000,000 SOSIAL
Spiritual, dan
Sosial
Jumlah Peserta
dalam Pemberian
Bimbingan Sosial
kepada Keluarga
Penyandang
Pemberian Masalah
Bimbingan Kesejahteraan
Sosial kepada  |§esial (PMKS)
Keluarga Lainnya Bukan
Penyandang  [Korban HIV/AIDS DINAS
1.06.04.2.02.08  |Mesalah dan NAPZA 0 ) of o o] o o o o o o o o| greme
Kesejahteraan  |KewenanganKabupa
Sosial (PMKS)  |ten/Kota (Orang)
Lainnya Bukan
Korban
HIV/AIDS dan

NAPZA




Jumlah Orang yang

Membutuhkan
Pembuatan Nomor
Induk
Kependudukan,
Kartu Tenda
Penduduk, Akta
Kelahiran, Surat
Nikah, dan/atau
Fasilitasi Identitas Anak bagi
Nomor Induk  |Masalah
1.06.04.2.02.00  |Kependudukan, |Keacjal 0 o o of o 10 20,000,000{ 15 20,000,000 25 40,000,000] DINAS
.06.04.2.02. Kelahiran, |Sosial (PMKS) 0 0 ,000,00 0,000, ,000, SOSIAL
Surat Nikah, |Lainnya di Luar
dan Kartu HIV/AIDS
14, 2 Anak K
Kabupaten/Kota
(Orang)
Jumlah Orang yang
Mendapatkan Akses
ke Layanan
Pemberian Pendidikan dan
Akses ke ﬁ”’h““" Dasar
ewenangan DINAS
1.06.04.2.02.10 Lay anan Kabupaten/Kota 100 100 70,000,000] 100 150,000,000f 100 100,000,000 100 150,000,000 100 100,000,000| 500 570,000,000
Pendidikan dan | SOSIAL
Kesehatan (Orang)
Dasar
Jumlah Orang yang
Mendapatkan
PelayananPenelusur
Pemberian o Keluarga
ewenangan
1.06.04.2.02.11  |Felavenan Kabupaten /Kota 0 0 of o of o of o o o o o sch&SL
Keluarga (Orang)
Jumlah Crang yang
Mendapatkan
Pelayanan
Reunifikasi
Pemberian Keluarga
Pelayanan KewenanganKabupa DINAS
1.06.04.2.02.12 Reunifikasi ten/Kota (Orang) 27 27 80,000,000] 27 100,000,000 15 70,000,000 15 70,000,000 15 70,000,000 99 390,000,000 SOSIAL
Keluarga
[Jumliah Orang
Mendapatkan
Layanan
Pemberian RujukanKewenanga
n Kabupaten/Kota DINAS
1.06.04.2.02.13 Layanan ( 241 200 2,200,000,000 80 1,000,000,000] 200 2,150,000,000| 170 1,900,000,000f 140 2,000,000,000| 790 9,250,000,000 SOSIAL

Rujuken




Kerja Sama
antar Lembaga
dan Kemitraan

Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi
dan Kerja Sama
antar Lembaga dan
Kemitraan dalam
Pelaksanaan

dalam SR .
Rehabilitasi Sosial DINAS
5 5 5 5 ,000,000
1.06.04.2.02.14  [Pelaksanann  |gopupaten/Kota 0 0 o] 3 150,000,000/ 3 150,000,000 3 150,000,000] 3 150,000,000 12 600 Sk,
Rch.ablln,am (Dokumen)
Sosial
Kabupaten /Kot
a
PROGRAM Persentase PPKS
PERLINDUNGA |dari Data PPKS yang L DINAS
1.06.05 N DAN difasiltasi 30,11 35,15 260,000,000| 38,12 263,559,400 42,15 270,156,292| 45,5 276,637,341 50 283,237,908 50 1,353,500,941| coon
JAMINAN
SOSIAL
Persentase anak
Pemeliharaan terlantar yang DINAS
1.06.05.2.01 Anak-Anak dipelihara 100 100 110,000,000 100 163,559,400 100 120,156,292( 100 126,637,341| 100 103,237,908| 100 623,590,941 SOSIAL
Terlantar
Jumlah Anak-Anak
Terlantar yang
DijangkauKewenang
Penjangkauan an Kabupaten/Kota DINAS
1.06.05.2.01.01 Anak-Anak (Orang) 50 50 30,000,000 50 50,000,000 50 40,156,292 20 30,000,000 20 30,000,000 190 180,156,292 SOSIAL
Terlantar
Jumlah Anak-Anak
Terlantar yang
Mendapat Rujukan
. Kewenangan DINAS
1.06.052.01.02 | Tujukan Anak- |Kabupaten/Kota 30 30 80,000,000| 30 80,000,000| 30 80,000,000| 30 70,000,000 30 40,000,000 150 350,000,000( <o
Anak Terlantar |(Orang) [AL
Jumlah Anak
Terlantar yang
T Terpax?lau dan
Terhadap Terpelihara DINAS
1.06.05.2.01.03 Pelaksanaan Kewenangan 372 0 0 20 33,559,400 0 0 20 26,637,341 20 33,237,908 60 93,434,649 SOSIAL
Pemeliharaan Kabupaten/Kota
Anak Terlantar |(Orang)
Persentase PPKS
Pengelolaan dari Data PPKS yang
Data Fakir difasilitasi
iski DINAS
1.06.05.2.02 g;f:’:hc“k“*"‘" 100 100 150,000,000 100 100,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 180,000,000 100 730,000,000 oo o
Kabupaten /Kot
a
Jumlah Fakir
Pendataan Fakir| Mo C EER
iskin ) DaerahKabupaten/ DINAS
1.06.05.2.02.01  |Miskin Cakupanly,, ong Didata 15004 0 of o of o of o o| 16119 100,000,000| 16119 100,000,000 N8

DaerahKabupat
en/Kota

(Orang)




Jumlah Keluarga
yang

Pengelolaan MendapatkanPenge
Data Fakir ntasan Fakir Miskin
1.06.05.2.02.02  |Miskin Cakupan|Kabupaten/Kota 16119 | 24837 150,000,000 | 24837 100,000,000| 24837 150,000,000 24837 150,000,000| 24837 80,000,000| 124185 630,000,000] PINAS
(Keluarga) SOSIAL
DaerahKabupat B
en/Kota
Jumlah Keluarga
Penerima Manfaat
(KPM) yang
Mendapatkan
Bantuan Sosial
Fasilitasi Kesejahteraan
e Bantuan Sosial |Keluarga DINAS
1.06.05.2.02.03 Kescjahteraan | Kewenangan 0 ] of o ol o ol o of o of o© SoEtaT
Keluarga Kabupaten/Kota
(Keluarga)
Jumlah Orang
Mendapatkan
Bantuan
o) o
Fasilitas: : cngcmll)angem
Bantian Ekonomi
syarakatKewena DI 5
1.06.05.2.02.04  |Pengembangan |Mas¥arakatKewenan 0 0 o] o o] o ol o ol o ol o 0 g
: gan SOSIAL
Elanoui Kabupaten/Kota
Masyarakat P :
(Orang)
Persentase Warga
Negara korban
bencana kabupaten
PROGRAM yang memperoleh DINAS
1.06.06 PENANGANAN |perlindungan dan 100 100 300,000,000 100 304,107,000] 100 311,718,798| 100 319,196,932| 100 326,812,971| 100 1,561,835,701| oo
BENCANA jaminan sosial SIAL
Persentase
; perlindungan sosial
Perlindungan  |korban bencana
Sosial Korban |alam dan sosial
1.06.06.2.01 2 ¥ Alam | kew 2 100 100 200,000,000 100 204,107,000] 100 200,000,000 100 209,196,932| 100 216,812,971 100 1,030,116,903 SHiAs
dan Sosial kab ki SOSIAL
upaten [ kota
Kabupaten /Kot
a
Jumlah Orang yang
Mendapatkan
Permakanan 3x1
Hari dalam Masa
Tanggap Darurat
(Pengungsian)
Penyedizan Kewenangan . o _ - DINAS
1.06.06.2.01.01 Mg Kabupaten/Kota 4781 80 100,000,000 50 100,000,000 30 60,000,000] 45 100,000,000 45 100,000,000} 250 460,000,000 SOSIAL

(Orang)




Jumlah Orang yang
Mendapatkan
Pakaian dan
Kelengkapan
Lainnya yang
Tersedia pada Masa
Tanggap Darurat
{Pengungsian) dan

) Pasca Bencana DINAS
1.06.06.2.01.02 Penyediaan Kewenangan 150 30 50,000,000( 30 50,000,000 30 40,000,000 30 40,000,000 30 40,000,000| 150 220,000,0001  gqiar
Sandang Kabupaten [Kota
P
(Orang)
Jumlah Tempat
) Pengungsian
Penyediaan KewenanganKabupa DINAS
1.06.06.2.01.03 | empat ten/Kota (Unit] 1 1 50,000,000 1 54,107,000 1 30,000,000 1 20,000,000| 1 30,000,000f 5 184,107,000 <oors
Penampungan
Pengungsi
Jumlah Orang yang
Mendapatkan
PenangananKhusus
bagi Kelompok
Rentan Kewenangan
Penangaran Kabupaten/Kota DINAS
1.06.06.2.01.04  |ususbagi o) 32 0 o] o 0| 20 30,000,000| 30 30,000,000 30 30,000,000 90 90,000,000 ooy
Kelompok
Rentan
Jumlah Korban
Bencana yang
MendapatkanLayan
an Dukungan
Pelayanan Psikososial N 76.009,003 DINAS
1.06.06.2.01.05 Dukungan Kewenangan 0 0 0 0 ] 30 40,000,000 15 19,196,932 10 16,812,971 55 B B SOSIAL
Psikososial Kabupaten/Kota
(Orang)
Persentase
pemberdayaan
:enyclcngaraa n
Pemberdayaan ;{ecrs};:;?.:il;gm
Masyarakat b 531.718,798 DINAS
1.06.06.2.02 terhadap LN e 100 100 100,000,000 100 100,000,000 100 111,718,798 100 110,000,000 100 110,000,000 100 718, SOSIAL
G diselenggarakan
Kesiapsiagaan
Bencana

Kabupaten /Kot
a




Jumlah Kampung
vang Melaksanakan

Koordinasi,
Sosialisasi dan
i Pelaksanaan
Koordinasi, Kampung Siaga
Sosialisasi dan  |gapcana DINAS
1.06.06.2.02.01 Pulaksanam:l KewenanganKabupa 0 0 0 0 0 2 31,718,798 2 10,000,000 2 10,000,000 6 51,718,798 SOSIAL
Kampung Siaga ten/Kota (Kampung)
Bencana
Jumlah Orang yang
Melaksanakan
Koordinasi,
Sosialisasi dan
o Pelaksanaan Taruna
Kon-rdfnas.:, Siaga Bencana
Sosialisasi dan Kewenangan DINAS
1.06.06.2.02.02 Pelaksa.n?ml Kabupaten/Kota 22 22 100,000,000f 22 100,000,000 22 80,000,000 22 100,000,000{ 11 100,000,000 99 480,000,000 SOSIAL
Taruna Siaga {Orang)

Bencana

Benteng, 28 Juli 2023
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Kepulauan Selayar

Hj. SATMAWATI, S8.Sos,. M.A.P
Pangkat: Pembina Tk. I
NIP. 19730217 199803 2 011




TABEL 6.3

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN BERDASARKAN KEPMENDAGRI 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023
DINAS SOSIAL KAB.KEPULAUAN SELAYAR

Data
Capaian
Unit Kesfa
pada awal Kondisi kinerja pada akhir
Indikator Kinerja, Sasaran Program (Outcome) |Pereacansa| Tahus2022 | Tahua 2023 TRURR 0, Teliza 3035 2006 reastra peranghat daerah '“M““"‘
Kode Program / Kegiatan n (2020)
dan Kegiatan (Qutput) Penanggung
Basaran
Jawab
Target Target :fi Target | Rp. (jt)| Target Rp. (it) Target Rp. (jt) Target Rp- (jt) Target Rp. (it)
Bid. [Pro] . . T sub.
Urus | gra | " { Reginta 4 5 6 ° 10 | 1| 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
an m n
88
Meningkntuya Nilai Sekip Dinas Sostal = = = B8 BB BB
Fizrad wrakat Laporan Keuangan Dinas Sosial sesuai SAP 100 100 100 100 100 100 100
rhadap
palayanan dinas Indeks kepuasan masyarakat 70,00 70,00 72,50 72,50 75,00 80,00 80,00
sosial
|URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG BOSIAL 11.765.482.791 12.047.736.722 12.335.195.720
PROGRAM PENUNJANG URUSAN [Persentase Capaian Kinerja (%)
05 | o1 PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATER/KOTA
o1 Perscntase Capaian Kinerja Keuzngan (%)
da F Dokumen
o6 201 Kinerja Peranghkat Daerak dan Evaluasi Kinerjs yang Tersusun 100 100 100 185.000.000 100 220.000.000 100 250.000.000 655.000.000
F Dok F F Jumlah Dok Per ¥ Daerah
Daerah 2 2 2 2 5
o6 |01 |20 | 0001 1 Dokumen J ST 15.000.000 " 20000000 | o 25.000.000 o
dinas: dan | b RKA | Jumlah Dokumen RKA-SKFD dan Laporan Hasil 3 3 i 2 4
o6 | o1 | 2.0t | oooz Koordinasi B D - .000. 10.000. 15.000.000 5,000,000
o SKFD D RKA-SKPD 1 Dolumen [0 Rt 10.000.000 o imar: 000 | imen Ao 35.000
Koordinasi dan P Dak Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan 1 1 1 1 3
06 : il Koordinasi P .000. ,000.00/ .000. 000,
01 | 2.01 | 0003 |Perubahan RKA SKPD Laporan Hasil ¥ & 1D i o 10.000.000 Bilamet 10.000.000 | e 15.000.000 s 35.000,000
dinasi dan Dok DPA Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil 1 1 1 \ 3
06 | 01 [2.01| o004 |SKPD dinasi F X ¢ kums .000. 000, 15.000.000 35.000.000
= L DEA-SKPD 1 Dokumen | py vsen Dokumen | 2009000 | pramen| 1009000 hoiumen Dolumen
i dan Peny Dol Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan \ N g . =
06 | 01 [2.01 | 0005 |Perubahan DPA SKPD Laporan Hasi! i ! Dok 10.000.000 10.000.000 15.000.000 35.000,000
Perubahan DPA-SKPD 3 ; Delcumen Doleumen Dokumen Dokumen Dokumen
Keordinasi den Penyusunan laporan capaian | Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisas
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjn SKPD realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil
06 | 01201 | ooos Koordinasi den Peayusunsn laparan capaian kinerja| 1 Dokumenf 1 1laporan | 10000000 | 1Llaporan|  10.000.000 ! 15.000.000 2 .| 3000000
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangiat Daccah % ¥ % & 15
o | o1 [201 .000. .000. 150.000.000 420.000.000
0007 1 Dokumen | - i 120.000.000 o 150.000.000 i Dt
06 [o1|202 Dheih 2 Lpoced: T j00 100 100 2.377.122.919 100 2.388.122.919 100 2.402.122.919 7.167.368.757
Penyedinan Gaji dan Tunjangan ASN |Jumlah ASN yang Menerima Geyi dan Tunjangan 24
o6 | o1 |2.02 | ooo1 ASN 24 Orang |24 Orang 24Orang | 2.327.122919 | 26 Orang | 2.327.122919 |24 Orang| 2.327.122919 | <" | 6.981.368.757
T T s Pelal Tugas Jumlah Dok Hasil Penyedi d asi 1 i 2
06 | 01 |2.02| 0002 |ASN Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen Dolaen 5.000.000 Deloumen 5.000.000 ok unen 10.000.000
Pel Pe h dan Pe: / Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 1 1 2
06 | 01202 [ 0003 |y o Sl SKFD Pengujian/Verifkasi Keuangan SKPD 1 Dokumen ks 5.000.000 L 5.000.000 il 10.000.000
a1 157 | | Lo oSl Sae SR e - Kocrieadis 1 b L 1 10.000.000 9 25.000.000
2 Akuntansi SKPD 1 Dokumen [ 0 en Dolummen 10.,600.000 Bakumen 00000 Dokumen padeas Dokurmen el
dinasi dan p laporan k Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahua SKPD dan . {
06 | 01 | 2.02 | ooos |akhir tahun SKPD Laporan Hasil Keordinasi Penyusunan Laporan 4 Dokumen 1 Laporan 10.000,000 1 Laporan 11.000.000 10.000.000 31.000,000
K Akhir Tahun SKPD Leporan Lagoren
Pengelolaan dan Penyiapan bahan tanggapan  |Jumiah Dok T P dan o
06 | 01 |2.02 | ooos |pemeriksaan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 1 000, 1 .000. 1 15.000.000 35.000.000
Lea A Pakumen Dokumen Dokumen 10-f00.000 Dokumen 12.000.000 Dokumen Dokumen
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Data
Capaian
poda wwal Unit Kega
Tebuo 2023 | Tebun 2023 Tehun 2024 Tobua 2025 2026 Rondisl kinada pada akilr | iy sy
Xode Progrem / Kegiatan lodikator Kl:::ja. Sesaraa Progn ; § i 2020) renstra dagrsh Deaemb
Koglstea (Output Peasaggnog
Jewad
Tesget | Taspet :S Tesget| Rp. (b)) Tergot Bp. () Tagot 2. Gt Target Bp. ) targot Rp. 1)
BW. | Pro Kegia Sub.
Urus| g | ") Keglatal . 8 6 L] 10 11 12 13 14 18 16 17 18 19 20 21
Ll R 2
BB
inasi dan peny laporan [Jumtah Laporan Keuangan
bulanan/triwulan/semesteran SKPD 1 i SKPD dan A " 12
06 | 01| 2.02 ] 0007 Laparan Koord: Peny Laporan 1 Dx 4 Laparan 10.000.000 4 Laporan 10.000.000 15.000.000 35.000.000
1T s SKPD Laporan Laporan Laporan
Penyusunsn Pelsporen dan Analisis Progresis  [Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Progresis 1 1 1 3
06 | 01202} 0008 | Reotisasi A Realisesi Anggaran 1 Dolaumen Dok 10.000.000 Dokumen 15.000.000 Delumen 15.000.000 Dok 40.000.000
Admisistras! Baresg Millk Dacrah pada [Perseatese Leporan Barang Milk Dacrah yang 2
06 {01203 Persnghat Dacrah Tersusua 100 100 100 30.000.000 100 20.000.000 100 45.000.000 lasmen 95.000.000
P F barang (Jumiah Rencana Kebutuhan barang milik dasrah 1 1 2
06 { 01 | 203 | 000} i h SKPD SKPD Dol 10.000.000 Dekumen 10.000.000 Dol 20.000.000
Pengamanan Barang Milik Daerch Jumleh Dokumen Pengamansn Barang Milik 1 1
06 | 01 | 203 } 0002 > Dol 5.000.000 $.000.000
Koordinasi dan Penilaion Barang Milik Dacrah  [Jumiah Laporan Hasil Penileian Barang Milik :
06 | 01| 203 0003 Daergh dan Hasil Koordinasi Penilsian Barang Milike 5.000.000 1 Laporan 5.000.000
Dacrah Laporen
Pembis F dan F dalis Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, )
06 | 01 | 2.03 | 0004 |Barang Mitik Dacrah pada 8KPD dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 5.000.000 1 Laporen $.000.000
Rekonsilinsi dan Penyusunan laporan barang [Jumiah Laporan Rekonzsiliasi dan Penyusunan 1 1
06 101 |2.03| 0005 |milik dacrah pada SKPD Laporan Barang Milik Dacrah pada SKPD 1 Dokumen o 1 Laporan 10.000.000 1 Laporen 10.000.000 10.000.000 3 Laporan 30.000.000
(Jumnlah Leporan Penatausahasn Barang Milik 1
06 | 01|2.03 | 0006 |Penatausahann barang milik daerah Dzorzh pada SKPD 1 Laporan 10.000.000 1 Laporan 10.000.000 f 10.000.000 3 Laporsn 30.000.000
[Jumiah Dokumen Haail Pemenfeaten Barang Milik 1 1
05 | 01 | 2.08 | 0007 |Pemenfazien Barung Mitik Dacrah S8KPD Dacrah SKPD Dol 5.000.000 5.000.000
das P Sixt Dacreds | L
06 | 01205 Perengiat Dacsas 100 $80.000.000 100 110.000.000 150.000.000 340.000.000
o6 | 01| 2.08 | oooy |Peringkatan sarona dan dipin - [umish i "E“i' Peningkotan Seraa dan Prusarena 2 Unit 2 Unit 10.000.000 2 Unit 10.000.000 | 2 Unit 20.000.000 6 Unit 40.000.000
06 | 01 | 205 | oovg [PenEadenn pakaian dinas beserta srribut Juzmlah Palcst Pokcaian Dinas bescria Atibut 1 Pakst 1 Paket 10.000.000 1 Paket 10.000.000 | 1Paket | 15000000 | 3 Paket | 35.000.000
o6 | 01| 20s | ooos :LK datazn dan Peagelolasn Ad "c“"”‘"h,. % ‘P""""“"“. iaa Sormna dan Prasersna o
Ki inasi dan p sistemn i [Jumlizh Dok Hasil Koordinasi dan 1 1 1 1 3
06 | 01| 2.08| ooos kepegawaicn Sistem Inf : - Dol 10.000.000 10.000.000 15.000.000 35.000.000
Monitoring, evaluzsi dan Pemilaian Kinerja (Jum!iah Dekumen Hasil Koerdinasi dan
06 | 01]2.08| 0005 Pegawai Pelaksansan Kinerja Pegawai ?
i i Jumiah i 8 i
06 | 01| 208 | ooos I:Pcmulmgunl’ewwum?wuun Pegawsi Ponsiun yeng dipulangkan o
Pemul: Pegawsi yang d dalam Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang
06 | 012,08 | 0007 |pseizjesanakan Tugas meninggal delam mclaksanakan Tugas o
Pemin: di
o1 | 2.0 | oocs dehen Tugns ASN (Jumlah ASN yang dipindahtugnskan °
Pendidikan den pelatihan pegawai berdasarkan [Jumlah pegawai berdasarkan tuges dan fungei
01 | 208 | 0009 dan fungst : Pondidikan dan Pelati} S Orang 5 Orang 50.000.000 110rang 80.000.000 [110rang| 100.000.000 |27 Oremg| 230.000.000
PR tana-Und, T
o1 | 208 | o010 Juxathml:;gmmct@hmmmm °
o1 ]208 | 0011 |- ',r"“,"“ N ; I 7 B h Teknia Impl o [
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Data
P Uait Resja
Kondisd
pedaewal | abun2022 | Tebma 202 Taban 2024 Tabua 2028 206 kiocra pads Bl | Peranget
Kode Progrem / Keglatan Indikstor Kinczja, Scsaran o (2020) rezstra peraaghat Daerch
dan Kegiatan (Output) Pecanggung
Jawsh
Target Terget :r'- Target| Rp. (t)| Turgot Rp- (it) Target Rp. (t) Target Rp. 68 Targot Rp. (1t)
Bid. | Pro Kogt Sub.
Urus| g | | Kegha 4 s 6 ° 10| 1| 1 13 19 18 16 17 18 19 20 2
o =
BB
06 | 01 | 206 fatstrasd umum peraaghat dasral ": T Loy Jusa e d 100 100 100 480.000.000 100 335.000.000 100 350.000.000 1.165.000.000
Penycdiaan Komponen Instalasi Jumlzh Paket Komponen Insialasi
06 | 01206 | 0001 |Listrik/Pencrangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 1 Paket 5.000.000 1 Pabeot 5.000.000 2 Paket 10.000.000
disedinkan
06 | o1 | 2.06 | oooz |F 7 Peralatan dan Perlongh Kantor Jumhl? Pnlm Peralatan dan Perfengkapan Kanter 1 Paket 5.000.000 1 Paket 5,000,000
06 | 01] 206 | oo0a Pe diazn Peralatan Rumsh Tangga Jumnlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0
0 |01 [208] 0008 | 7 logitik kantar i?'“if", Paket Bahan Logisdlk Kantor yng LPaket | 1 Poket 1 Paket 10.000.000 1 Paket 10.000.000 | 1 Paket 20.000.000 3 Pakst 40.000.000
06 | 01 | 206 | 0005 |Penyedinen barang cetakan dan penggandasn "“"";‘.‘ Poliet barang cetaken dan penggandaan 1Paket | 2 Peket 1 Prket 10.000.000 1 Paket 10.000.000 | 1 Paket 10.000.000 3 Paket 30.000.000
06 | 01| 2.06 Puny;:xun bahan bacaan dan poraturan Jumlah Paket bahan bacaan dan peraturan 1 Poket 1 Tahun 1 Paket 10.000.000 1 Paket 10.000.000 1 Pakot 10.000.000 3 Paket 20.000.000
T =1 an 'Eﬂ!ﬂﬂ
06 | 01 ] 208 Penyedican Bahan/Material [ Jumlah Paket Bohn/Material yang Disediskan 0
o5 | 01| 206 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0
Peayel r=pat dinasi dan Jumlah Laporan F ) Rapat Koordi 1 450.000.000 1 30C.000.000 ! 300.000.000 3 Leporan| 1.050.000.000
o8 | 0|20 |konsultasi sKPD den Komultasi SKPD 1 Leporan | 4 ooran 1 Laporan Laporen Lporen
06 | 01 ]206| 0010 Penatgusshean Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatauschann Arsip Dinamis o
) SKPD
ey Sistem F Jumlah Dok D F Sistern
06 | 01| 206 | 0011 |Berbasis Eektronik pada SKPD i i pada SKPD °
Pengndara Berang milik dserah ta Hilik Pacrah yaog diadakan 100 290.000.000 £05.000.000
0 | o1 | 207 urussn pemertatah decrab 100 100 100 200.000.000 100 318.000.000
os | 01207 | 0002 P d: a Dinasstan  {Jumiah Unit Kendarcan Perorangan atau °
Kendaresn Dinas Jabatea Kendarnan Dinas Jabatan Disediakoen
0s | 01| 2.07 | 9992 |Pengadean Kend: Dines O; atan  {Jumish Unit Kendaraan Perorangan atau o
|Lapengan Kendarann Dines Jabatan Discdinkan
06 | 01 { 207 0003 |Pengndann Alat Besar Jumieh Unit Alat Bosar yeng Disediakan .
06 | 01 | 207 | 0% |Pengadazn Alst Angk Darat Tak B dianya slat darat tak b .
06 | 01 | 2.07 | ooos [Pemgadazn Mobel Jumiah Paket Mebel yang disediskan 16 Unit | 11 Unit 7 Unit 40.000.000 11 Unit 50.000.000 | 11 Unit $0.000.000 29 Unit | 140.000.000
06 | 01 | 2.07 | ooos |FerEadasn peralstan dan mesin laiasya Jumlah unit peralatan don mesin lainaya yang 19Unit | 9 Unit 9 Uait 110.000.000 9 Unit 100.000.000 | 9 Unit 100.000.000 | 18 Unit | 310.000.000
o6 | o1 | 2.07 | ocor Pengadasn Aset Lainnya [Jumlah Usnit Aset Lainnya yang Disediakan o
os | 01 | 207 ] o008 Pengedran Asct Tok Berwujud (Jumieh Unit Asct Tak Berwujud yang Disedizkan o
06 | 01 [ 2.07 | ooop |Perendaan gedung kantor dan bangunan lainnyal Jumish Unit Gedung Kantor atxu Bangunan o 1 Uit 125.000.000 | 1Unit |  100.000.000 2Unit | 225.000.000
Lai tisodiak
E’m@dm&uanndmhmdodung (Jumleh Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
06 } 01 | 207 | 0010 |Kantor atau Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya yeng Disediaken °
F Serana dan Pra Jumnlah Unit Sarena dan Prasarana pendulkung "
06 | 01 | 207 | 0011 [gedung kantor ateu benugnan lainnya godung kantor atau banugnan lxinnyn yeng 11 Unit 6 unit 8 unit 50.000.000 4 Unit 40.000.000 4 Unit 40.000.000 16 Unit 130.000.000
Hisodial
rioyvd.lnn Jasa Penunjeng Urusan g L Jaza P g
06 | 01 |2.08 Pemeriatahen Dacrsh tersodia 100 100 100 867.421.198 100 601.208.658 100 603.836.310 1.772.466.163
[Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1
. 1
06 | 01 |2.08 | 0001 |Poyedinan jasa surat meyurst 1 Laporan 1 Leporan 10.000.000 1 Laparen 10.000.000 10.000.000 3laporen|  30.000.000
Peycdizan jasa k i, sumber daya air dan |Jumlah Laporan Peyedinan josa kominikasi,sumber L ; s
listrik i i inodi 421, 120.208.658 122.836.310 |3 .466.163
06 | 01 | 2.08 | o002 daya zir den tstrik disodinkan 1 Lagoren | 1 Leporan 100.421.195 1 Laporen L Lpactan
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Capaian
pada awal Kondisl kinesja pada akbiy | UBit Keris
; 3 2 o P Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 2026 . 5 Perangkat ||
ok Frogmm [ Kegiatan den Kegiatan (Output) o (2020) B iy s
Tujuan ‘Sasaran Jawsb
Target Target :S Target | Rp. {jt)| Target Rp. (jt) Target Rp. (jt) Target Rp. (it) Target Rp. (jt)
Bid. | Pro Sub.
Urus | gmm | %52 | Keginta 4 5 6 9 10 | 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
I-_ll m n
BB
F d Jasa dan P Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan
06 | 01 | 2.08 | coos [Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan|  10.000.000 Laplr“ 10.000.000 | 2 Lpaoran|  20.000.000
Penyediaan jesa pelayanan umum kantor Jumlah Laporan Peny=diaan Jasa Pelayanan Umum 1 o 1
06 | 01| 2.08 | 0004 ; Kantor yaog Disediaken 1 Laporan - 1 Laporan 457.000.000 i Laporan 461.000.000 o 461.000.000 3 Lpaoran| 1.379.000.000
Pemeliharaan barang milik dasrah pennnjang |Persentase Barang Milik Dacrah yang dipelihara
06 | 01 | 2.09 urusan pemerintahan daerah 100 100 100 240.000.000 100 270.000.000 100 270.000.000 780.000,000
Penyedizan Jasa Pemeliharazn, biaya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau
P dan pajak d Percrangan |Kendaraan Dinas Jebatan yang Dipelihara dan
06 | 01 | 2.09 | 0001 |pynag atay Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan pajaknya 0
¥ diaan jasa lih binya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau
26 | 01| 209 | ocoz |pemeliharaan paja.dan perizinan kendaraan Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak 37 Unit | 37 Unit 37 Unit 120.000.000 37 Unit 110.000.000 37 Unit 150.000.000 111 Unit 380.000.000
dinas operasinalatau lapangan dan Perizinannya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya liumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan
06 | 01209 | 0003 |pemeliharann den Perizinan Alat Besar Perizinannya o
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang
06 | 01 | 209 | ooo4 |Pemelin dan Perizinan Alat Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya .
Darat Tak Bermotor
Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang disediakan
06 | 01 [2.09 | ooos 9
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Jumiah Peralatan dan Mesin lainnya yang
06 | 01 [ 2.09 | 0006 cipelihara 14 Unit | 14 Unit 14 Unit 10.000.000 14 Unit 10.000.000 14 Unit 10.000.000 42 Unit 30.000.000
Pemeliharaan aset tetap lainnya jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara
o6 |01 [209 | ooor 57 Unit | 7 Unit 7 Unit 10.000.000 7 Unit 10.000.000 7 Unit 10.000.000 21 Unit 30.000.000
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset tak berwujud yang dipelihara
o6 |01 209 | ocos 4 Unit 10.000.000 10.000.000
Pemeliharaan/Rehabiltasi gedng kantor dan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya o o 5 oo o %
06 |01 209 | 0009 o lafriya ag dipelihara/Rehalilitasi 1 Unit 1 unit 1 Unit 100.000.000 1 Unit 100.000.000 1 Unit 100.000.000 3 Unit 300.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan |Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
06 | 01 | 2,09 | 0010 |Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 20.000.000 1 Unit 20.000.000
Llsinnya
Pemeliheraan/Rehabiltiasi Sarana den Jumlah Sarana dan Prasarana Penduldung Gedung
06 | 01209 | 0011 |Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan Lainnya yang 1 Unit 10.000.000 1 Unit 10.000.000
Bangunan Lainnya DipeliharaRehabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Luas Tensh yang diallkukan | T e
06 |01 |2.09 | 0012 Pemolit Rehabilitasi 0
Meningkatkan P F Masalah Ki
Penanganan Sosial (PPKS)
._ml l'-“'m 65 65 70 70 80 80 80
Sosial
Masyarakat
Meningkatya B ingkatan pel dan p h
pelavanan dan kebutuhan dasar bagi PPKS o 65 70 75 80 85 85
kebutuhan Persentase peningkatan kualitas SDM dan
dasar pemariu pelayanan PSKS
pelayanan [} 70 72,5 75,5 77,5 80 80
sosial
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL ]
osilioa Potensi Sumber Kesejahternan yang 18.99 32,67 42,40 44,81 50,00 1.133.312.297




peda awal Hondisl kiznerja pada akht Ugit Begia
Tahnn 2022 Tahun 2023 ‘Takun 2024 Tekun 2025 2026 Perangkst
Kod todikstor Kinerje, Sesaran Program (! ) |P Fenstra Duczzh
o Progrm / Koglataa daa Roglatan (Output) 2 (2020}
Jawadb
Tasget Tasget l?*; Tasget| Rp. (t)| Targt Rp- (it) Tusgot Rp. (t) Tasget Rp. (%) Tasgot Rp. (Y
Bid. | Pro Kogia Sub.
Urus| gr= tan Kegiata 4 ] 6 ® 10 11 12 13 14 18 16 17 18 19 20 F 33
2 m 123
BB
os |z |2.01 ey bool e Adat Peractaso EAT yung difeatlitast afa 100 100 53.867.245 100 82.716.370 100 46.728.682 183.312.297
Fosilitasi Pemberdayazn Sosial KAT [Jumlah Keluarga pada KAT yang mendapatkan 49 10 10 20
06 | 02 | 2.01 { 0001 faxili ! sosial k $2.716.370 46.728.682 99.445.052
ok Ikota Keluarga Keluarga Keluzsga Keluarga
Penis Kepasitas dan Pe \pi KAT |Jumlah Keluarga pada KAT yang meningkat 10 10 10
06 | 02 |2.01 | 0002 [ p— P kabupaten/kota nla Kel Keluarga 53.867.245 Keharga 30.000,000 83.867.245
Poogumpuian Sumbsagen Dalam Dagrab Persestase Sumbangnn Dacrah yeog
o6 |02 {202 Habapetcn/Kota dikuomputian [+ 20.000.000 [ 20.000.000
dinnsi dan S isnsi bitan [dn Jumtha Dokumen Hasil Koordinasi dan
Undian Gratil iah dan F 1 itan [zin Undian Grati
0 | 02202 ocol U:c:‘:mm;:rug e Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau B.uruu Dnh.xlmm 20.000.000 Dokwlamzn 20.000.000
';wcmhﬂ Potcnsi Sumber Daya P Sosisl yang
06 | 02203 Kescjahteraen Boeisl Decrah dapetian blmbl soslal 100 100 100 315.000.000 100 275.000.000 100 340.000.000 930.000.000
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial |Jumiah orang di peningh ¥
06 | 02| 203 | 0001 [M: ks b /Kota pekerja sosizl masyarakat 20 Orang | 30 Orang 20 Orang 50.000.000 20 Orang 40.000.000 20 Oreng 60.000.000 60 Orang 150.000.000
kabupaten/lkota
Peningk K Tenaga ji Jumlah Tensga ji Sosial K
06 | 02| 203 | 0002 |Soeial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota i . /kota yung ";“ 11 Orang | 11 Orang 11 Oreng 60.000.000 11 Orang 60.000.000 11 Orang 60.000.000 11 Oreng 160.000.000
Peningkatan Kemaunpuan Potensi Sumber [Jumlah yeng i L
06 | 02 | 203 | 0003 |Kosejah Kelurga K Kab/Kota ik kab fiota 4 Oreng |10 Oreng 10 Orang $0.000.000 10 Orang §5.000.000 10 Orang. 50.000.000 30 Orang 155.000.000
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber {Jumieh lembagn kesejohteraan sosial yang 3 3 3
06 | 02 | 2.03 | 0004 Soasial g | inghnt kapasil k ga T arang Lot 3 Lembega 100.000.000 3 Lembegn, 70.000.000 Lem! 100.000.000 9 Lembagn 270.000.000
[KowenangsnKab/Kota _________lksbupsien/kota suna_{Lembeen b
Peningkntan Kemampuan Sumber Daya (Jumiha sertifikat yang dari hasil peningkatan
dan F boga ! ber daya ia dan lembega konsultasi
06 | 02 [ 2.03 | 0005 |icoaujahternan Ketuarga L) eeses eebteon (LK ot 10 Orang | 15 Orang| serncy 55,000,000 13 50.000.000 o 70.000.000  [+5 Serifika{  175.000.000
knbupaten/kota
Pengembangen Potcasl Sumber = samber Soatal yang
[Keasjshterenn Oosial Dacrab Eabupsten/Kota [meadapsatikan bimbiogen sosial
06 [ 02 |3.00 ]
Fesilitasi Pengembangan Potensi sumber {terlaksananya pemberdayasn Ekonomi begi
|kesajahteroan sosizl daereh dikebupaten/kota  {keluarga Miskin dan Rentan
06 | 02 | 3.03 | 0008 lmerglui pemberdayaan ckoomi °
Pengelolean Layanen Terpadu F P ol teradu
06 | 02 | 3.03 | 0007 {Kemiskinan penanggulangan kemiskinan o
Pembinaan Teknis sumber daya manusia
06 | 02 | 3.03 | 0008 |sumber kesejahteraan sosial daerah/kota 0
Pendatasn SDM Kesojahtersan Sosisd Perseatase 8D koscjchtersan Sosial yang di
06 |03 |308 data )
Pendatesn, verifikosi, dan volidesi sertifikat Terloksanenya Pendotoan, verifikasi, dan velidasi
Sumber daya kosejahtcrann sosial decrah oertifikasi sumber duya kesojahtoraan sosial decrah
06 | 02 | 3.04 | 0001 |ishupaten/kota {kabupaten/kota °
| Peadatasn lembega scatal E 5 E Bostal yang al
dacrah data
06 | 0213.08 o
Pendatasn, verifikasi, dan validasi lembagn  Terlaksananya Pendxiasn,verifikesi, dan validasi
kosejahteraan sosial daerah kebupaten/kota lembaga keasejahtornan sosial dasrch
06 | 02 | 3.08 | ocot kenbupaten/tcota [
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p:.ll'll Kondisi kinerja pads akntr | Uit Hert
Tabun 2022 Tahnun 2023 2024 Tahnn 2025 2026 Perangkat
Kod ’ Indikator Kinerja, Sasaran Program (Outcome) |Perencanaa Pakitie, o renstra peranglat daerah Baseh
2 Frogram | Keglatan dan Keglatan (Output) a (2020 Fenaagiiy
Tujuan Jawah
Target | Turget :& Target| Rp. (jt)| Target Rp. Uit) Target Ep. (jt) Target Rp. (it) Tasget Rp- (t)
Bid. | Pro Sub,
Urus | gra K;? Kegiata 4 ] 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
anlm n
BB
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA  |Persentase Warga Migran yang dipulangkan
MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 0
06 | 03
Pemulanges warga negara migran korban r?.:-tnm ‘warga ncgara migran korban tindak
tindak dari titik debarkasi di dari titik dl daerah o
06 | 03 |2.01 daerah kabap /kota untuk dip ke [kabup /kota untuk dipulangkan ke
Desa/Kelurahan Asal Desa/Kelurahan Asal
Fasilitan Pemulangan warga negara migran Terfmsilitasi Pernulangan warga negara migran
korban tindak kekerasan dani titik Dekarbasi di | korban tindak kekerasan dari titik Dekarbasi di
06 | 03 | 2.01 | 0001 |daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke |dasrah kab /fkota untuk dipulangken ke o
DesafKelurahan Asal Desa/Kelurahan Asal kewenangan kabupaten/kota
Layanan Psikososial terhadap korban tindak |Persentnso korban tinduk kekerssan dalam den
kekerasan dalam dan luar negeri Inar negeri yang dapakan layanan
06 | 03 | 3.02 4]
Penyedinan layanan psikososial terhadap korban di anan paik ial terhadap korban
tindak kekerasan dalam dan luar negeni tindak kekerasan dalam dan luar negeni 0
06 | 03 | 3.01 | 0001
PROGRAM REHABILITAS SOSIAL
o6 | os Persentase warga negara penyaadang disabilitas 18.99 100 100 20.383.659.155
yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar pantl
ek Larleates yEng sampecoleh 100 100 100 0
rehabititas soalal di fusr patl shik =
|Persentase warga negara lanjut usia terlantar 100 100 100 0
'yang memperoleh rehabilitasi diluar panti TEas Hew
.Anlnl ‘u:lunl'.lnq[lt usia terlantar dan e 25.00 100 100 100 100 0
d di fuar pant! (Indikator SPM)
Pemerlu Pel
Sosial (PPKS lainaya) bukan korbes HIV/aids dan 17.36 18.36 100 100 100 0
NAPZA yang terpennhi kebutuhan dasarnya
diluar pantl
Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Persentase Penyundang Disabilitas Terlantar,
Disabilitas , Anak Telantar, Lanjut Anak terlantar lanjut usia terlantar dan
06 |03 |20 Ueta Sertn - pengemis yaog k 100 89.1 89.1 2.714.415.089 89.1 3.073.574.707 | 89.1 2.975.669.399 8.763.656.195
Luar Panti Sosial. d di luar panti (Indikator SPM)
Penyandang Permakanan |Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan
kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi | 1.010 600 2.100.000.000 | 600 On 2.360.000.000 600 2.360.000.000 Ho 6.820.000.000
i e o] e minimal kewenangan kabupaten/kota Orang Orang S0 Creha i y =t Orang Orang
Penyediaan Sandang Jumlah orang yang menerima pakaian dan 100
06 | 0s | 201 | o002 kelengkapan lainnya yong tersodia daleen 1 Tahun | 1010 | 130 130 Orang| ~ 180.000.000  |150 Grang| ~ 210.000.000 | 150.000.000 430 Orang| ~ 540.000.000
Kewenangan kabupatenkota # =
Fenyedinan Alat Bantu Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan 120
06 | 04 | 201 | ocos alnt bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan 22 Orang [100 Orang 100 Orang 130,000.000 120 Orang 150.000.000 orani 150.000.000 340 Orang|  430.000.000
kabupaten /kota
Peml R fi} dan Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan
06 | 04 | 2.01 | o004 i i keluarga k ngan kak /kota 5 Orang 7.000.000 5 Orang 10.000.000 10 Orang 17.000.000




Duta
Capelan Unit Kezfa
Kondisi ekhir
pola vl | dabun202a | Tebusz03s Tatiun 2024 Tobun 2025 2026 oot Mootis puta st | Poreagen
Hode Progrem / Kogiataa 1odikstor Kiceria, Sesaran Programs (¢ ) pereaghat Daemh
dan Keglatsn (Oatput) a (2020) Poasngguag
Jawsh
Terget | Targst :5‘ Tergot| Rp. {t)| Tergst Bp. (it} Target Rp. Gt) Texgot Rp. (§t) Target Rp. Gt}
Bid. | Pro X 8ub.
Urus| gu tan Kegiata 4 8 6 9 10 1 12 13 14 13 16 17 18 19 20 n
AL L)
BB
Pemberian Binbingan Fisik.Mental,Spiritual, [Jumlah peserta bimbingan fisik,mentel, epiritual
06 ] 04 | 201 | 0005 |den Sosial dan ”,: kowenangan kabupateafkota S Orang 7.415.089 S Oreng 10.000.000 S Orang 17.415.089
Pemberian Bimbingan Sasial § "“d'm“m Jumlah PcnnannbmnSondszudaKe!uu—p
3 1 l 3 . X .000 30 150.000.000 90 450.000.000
06 | 04 | 201 { 0006 Tedtntcr, Luuut Unn:;l'crlmu:r Smn m‘“ Usia Torl-mnr Serta G Pos s 30 Orang |30 Orang 30 Orang 150.000.000 30 Orang 150.000. Oreng| Orang
8 dan Masyarckat kewenangan Kbupaten/kota
Pasilitasi Pembuatan Nomor Induk Jumlah oreng yang hi kebutuh
Keoendudukan, Akta Kelshiran, Surat Nikah pembuatan nomor induk kspendudukan, ekta 25.000.000
06 | 04 | 201 | 0007 dan K: Indentitas Anak | icetani ikah, dan k identites anak 5 Orang $.000.000 10 Orang 10.000.000 10 Orang 10.000.000 2S5 Orang
bogi » surat nikah, S
Pemberian Akses ke Laysnan Pendidikan Den  {Jumlch orang yang mendapatknn akses ke laysnan
06 | 04 [ 2.01 | 0008 |Kesehatan Dasar didikan den dasar 5 Orong 5.000.000 10 Orang 10.000.000 10 Orang 10.000.000 25 Orang 25.000.000
ksbupaten/kota
Pemberian Layanan Data Dan Pengaduan (Jumlsh yang mendapatkan layanan data dan
06 201 | 0009 pengad orxg o /i 5 Orang 5.000.000 S Orang 10.000.000 | 5 Orang 10.000.000 1SOrang | 25.000.000
récmb«iml.vmml(od‘mm!m jumlah crang yang mendapatken Layanen
8 |kedan X [ .000. .000.000 30 50.000.000 90 150.000.000
06 | 04 | 2.0t | 0010 kabupaten/kota 20 Orang | 30 orang 30 orang 50.000.000 30 orang 50.000. orang Orang
06 | 04 | 2.01 | 0013 i ' penel 'Y?'I& ! o kab [kota 5 Orang 5.000.000 5 Orang 13.574.707 5 Orang 15.669.399 15 Orang 34.244.106
06 | 04 | 201 | ootz Pemberien Layenan Rujukan Jumich orang yang mendapatkan laysnan rujukan | g o0 10 Orang 100mng | 70000000 | 100reng| 90.000000 |100mmg| 70.000.000 | 30Oreng [ 230.000.000
Sosial Peayandang Masalah Pemerin Pol ks
Kosejaktoraan Sosial (PMES) Leinnys Bukan  [Sosis! (PPRS latznys) bukan korbas HIV/aids 4.
06 1 04 j202 Korben HIV/Alds dzn NAPZA di lnar Panti | WAPZA yang torpennhd kebutuhan .._,,’,,. = 100 11.9% 11.9% | 3.920.000.000 | 11.9% | 3.720.000.000 | 11.9% | 3.980.000.000 11.620.000.000
Sosial diloar peati
Pemberian Layanan Data dan Pesgnduan [ Jusnleh creng yang mendapatikan layanen data dan
12597 10558 10558 10558 10558
06 | 04 | 2.02 { 0001 [kota 150.000.000 100.000.000 100.000.000 350.000.000
ol 12579 KPM Oreng Orang Orang Orang Orang
04 | 2.02 | 0002 Pemb Layenan ‘.""“"'" Orung yung mendapatkan F ","’m"nm‘ ] 20 Oreng 10.000.000 20 Orang. 10.000.000 40 Orang 20.000.000
Penyediaan Permakanan [Jumlah orang yang mendapatken pemenvhan 600 900 2700
06 | 04 202 | 0003 kebutuhan permekanan sosuzi dsnsm standar gisi | 1215 KK 900 Oreng 800.000.000 900 Orang|  800.000.000 Orang 1.000.000.000 Oreng 2.600.000.000
Penyedisan Sandang (Jumlah oreng yang menenima paksian dan
06 | 04 | 2.02 | 0004 kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun o 0
kewenangen kabupaten/kota
Penyediaan Alat Bantu |Jumlsh oreng wlat bantu dan
alat bantu perogn scsuai kebutuhan kewenongan 300 200 1.500.000.000
05 | 04 | 2.02 | 0005 kabupaten/kota 100 KK 200 Orong. $00.000.000 200 Orung 500.000.000 0 500.000.000 600 Orang
P i rbekelan keseh di luer panti Jumhhmmmdapnhnpmmukan
h di luar panti 0
04 | 2.02 | 0006 \ kabu Jkota o
Pemberian Bimbingen Fisik,Montal, Spiritual, Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual
o4 | 2.02 | 0007 [420 Sosial dan sosial kewenangen kebupaten/kota 1 Kali ° 100reng | 20.000.000 |20 Orang|  30.000.000 | 300rang |  50.000.000
Mwmwm _;nmhhpnzﬂn bﬂhxwmhpndnhlwrp
04 ] 2.02 | 00038 sosin] (PMKS) ° o
mlmylmkmkabmmvlmdm lainnya buksn korben HIV/Aids dan NAPZA
Fn.ti.lmu: pembuatan nomor induk [Jumleh orung yang membutuhkan pembuaten
kependudukan, akta kelahiren, surat nikah, dan |nomer induk kependudukan, kastu tanda 40.000.000
041202 | 0009 |y 1y identites anek penduduk, akta kelshiran, surat nikoh, denfatsn | 1 TERUR ° 100rang |  20.000.000 |15 Orang]  20.000.000 | 25 Orang
A X bgi
Embﬂimnhe:hlvmmdid&nndm {Jumlah orang yang mendapatken akscs ko layanan
|keschatan dasar pendidikan dan keschatan dasar kewenangen 100 100 350.000.000
04 | 2.02 | 0010 knbupaten/kota 100 KK o 100 Orang 100.000.000 100 Orang 150.000.000 0 100.000.000 300 Orang
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Unit Kerja
pada awal Kondisi kinerja pada akhir
Tahun 2022 Takua 2023 Tahnun 2024 Tahun 20285 2026 Perangkat
_—_ i Indikator Kinerja, Sasaran Program (Outcome) |Perencansa o renstra perangkat daerah Daersh
dan Keglatan (Output) #0204 Penanggung
Jawab
Taget | Targst | G | Teget| Rp. gt Tenge Rp. 61 Target Ep- () Target Rp- Ut) Tapt .
Bid. | Pro Sub,
Urus [ gra | KB oo 4 5 6 9 10 | 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
E m n
BB
F pelay penul an kel Jumlah arang yang mendapatkan pelayanan
ot Fa0a | 001y penelusuran keluarga kewenangan kabupaten/kota o
Pemberian Layanan dan Reunifikaisi Keluarga  |Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan
06 |04 | 202 | 0012 ifikas kel paten/kota 27 KK |27 Orang 15 Orang 70.000.000 15 Orang 70.000.000 15 Orang 70.000.000 45 Orang 210.000.000
06 | 04 | 202 | 001 |Pembenan Layanan Rujukan ;‘”"""‘ g '“@hm"""“"“"“,k 0 layanai mjllan 241 KK 02.::.( 200 Orang| 2.150.000.000 | 170 Orang|  1.900.000.000 Olr:zﬂu 2.000.000.000 | 510 Greng| 6.050.000.000
ot
Kerja Sama antar Lembagn dan Kemitraan Jumlah Dekumen Hasil Koordinasi dan Kegja
dalam Sama antar Lzmba@ dan Kemitraan dalam 3 3 3 000 5 450.000.000
0 | 0f 202 | 0014 lpuind habilitasi Sosial Kabupaten/Kota | F i Sosial Kabupaten/Kaota Dokumen | 190000000 | o ien | 199000000 |p s 130000 Dolumen
il FROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAR SOSIAL | T o [ e a218 45.5 50.0 830,031.541
06 | 05 |2..01 Pemellharan Anak Terlantar anak yang d 120.156.292 126.637.341 103.237.908 350.031.541
06 |05 [2.01| ooy |Peniangkauan Anak-Anak Terlantar etmiahRasle anal “f'“',‘;:'m dijangh 800rang | 56 Orang 30Orang | 40156292 | 20Orang| 30.000.000 |20 Oramg|  30.000.000 | 70 Orang |  100.156.292
\ \eab i
06 | 05 |2.01| ooz |Ruukan Anak- Anak Terlantar i Fag < e 300rang | 30 Orang 300mng |  80.000.000 | 30Orang| 70.000.000 |30 Orang|  40.000.000 90 Orang | 190.000.000
abupaten/Kota
06 | 05 |2.01] o003 Pernanrluan Terhadap Pelaksanaan Jumlah anak terlantar yang terpantau dan 372 Anak 20 Orang 26.637.341 20 Orang 33.237.908 40 Orang 59.875.249
tin Anak Trelaolor. empelihiaran kewenangan kehupaten/kota
o6 | 05 |2.01 m Data l'[:hl.! Miskin Cakupan Persentase PPKS dari Data PFKS yung difasilitas] 36 150.000.000 150.000.000 180.000.000 480,000.000
06 | 05 | 2.02| ooor |Pendataan Fakir Miskin Cakupan Dacrah Jumial, fakir misicn calcupan dasrals 15604 726318 100,000,000 -i6:119 100.000.000
Kab/Kota, /kota vang d:dalu Kel e T SARST
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Dasrah |Jumlah kel yang k 16.119 24837 24837 0.000,000 380.000.000
06 i P .000.000 150.000.000 80.000.
i pnd ol [Kata fakir mistin_kabupaten/Jota, Keluargn._| Keh Kelunega_| .. 570% Kelunrga Keluarza Orang
06 | 05 | 2.02| ocos Faasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Jumi.uh keluarga pemerima mnlut (KPM) yang 500 KK 4]
Keluarga bantuan sosial k
o6 | o5 |2.02| ocos Fasilitasi Bantuan P 1 Ekonomi Jumhhmﬂgbiimwtm Bmuumh (<]
P ipan keb dan serta
Skema perlindungam soslal dengan o
06 | 05 | 3.08 dan ik kan OAP
Penetapan kebijakan program dan skema o
06 X
05 | 3.03 | coo1 i ki s
F—“—M—-—m AT SO o
| PROGRAM PENANGANAN BENCANA b o : R ool 100% 100% 100% 957.728.701
Perlinduangan Sosial Korban Al wngen sosial korben i 100% | 216.812971 626.009.903
06 | 06 | 2.01 Dan Sosial Kabs en/ K ] den ial ) al Ik 100% 100% 100% 200.000.000 100% 209.196.932
Penyediaan Makenan Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 60 KK
hari dala masa tanggap darurat (pengungsian) Korban
|kewenangan kabupaten/kota Bencana
06 | 06 | 2.01 | 0001 ¢ dan 4721 |80 Crang 30 Orang 60.000.000 45 Orang 100.000.000 |45 Orang 100.000,000 120 Orang | 260.000,000
KK
Dumpak
Covid-19
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Data
Uait Kerja
pada awal Kondisl kinerja padn akhir
2026
P y i5d Kinzja, (Outcome) |Perencansa| Tabun2022 | Tabus 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 duerah | Perunglat || oo
Eragram/ Kipglatan dan Kegiatan (Output) 8 (2020) Dewas  w
Jawab
E:'. = Rp. (t)| Target Rp. (jt) Target Rp. (jt) Target Rp. (it) Target Rp. (t)
Bid. | Pro Sub.
Urus | gra N Kegiata 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 -]
] ul
= BB
Penyediaan Sandang lJumlah orang yang mendapatkan pakaian dan 90 Orang 000
06 | os [2.01 | cooz kel Taaryw eiadin FEY 150 Orang | 30 Orang| 30 Orang 40.000.090 30 Orang w.uoo.ooro_v iof)r:mi . 40_000000 .000.
P iaan Tempat F pungan P Jumlah tempat pengungsian kewenangan 1 . ) 3 Unit 200
05 | 06 [ 2,01 | 0003 kabupaten/kota. 30 Orang 1 Unit 1 Unit 30.000.000 1 Unit 20.000.000 1 l..-l-x-xu 30(10205’0 by ] 80.000.
P Khusus Bagi Kel: k Rentan Jumlah orang yang mendapatkan penanganan 40 Orang
06 | 06 | 201 | 0CO4 khusus bagi kelompok rentan kewenangan 32 Orang 30 Orang 30.000.000 30 Orang 30.000,000 30 Orang 30.000.000 '$0.000.000
kabupaten/kota B - o
Pelayanan Dukungan Psikososial |jumiah korban bencana yang mendapatkan layanan
06 | 06 | 2.01 | coos 1 pail ial X /kota | 32 Orang 30 Orang 40.000.000 15 Orang 19.196.932 10 Orang 16.812.971 76.009.903
55 Orang
06 |06 |202 T i 7 ey s 100% | 100% | o |100%| o 100% 31.718.798 100% 10.000.000 100% 10.000.000 51.718.798
Koordinasi, ink dan Pelak Jumlah kampung yang melaksanakan koordiansi, 2 Kampung
Kmmnpung Siagn Bencana ialisasi dan pel; siaga 2 2 ) 51.718.798
06 | 06 | 2,02 (0001 bencans kewenangan kabupaten/kota nja Kanpung 31.718.798 Kampung 10.000.000 piig 10.000.000 1. 3
Koordinas: ialisasi dan F Taruna |Jumlah Orang yang melaksanakan Koordinasi, 22 Orang
Singa Bencana Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
06 | 06 | 2.02 (0002 Kewenangan Kabupaten/Kota 22 Orang |22 Orang 22 Orang 80.000.000 22 Orang 100.000.000 |22 Orang 100.000.000 280.000.000
Penyelormarads Perabenisy i : X i Tad
rhadap kesinpai bencana k bencana kak [kota
06, | os |02 kabupaten/kota 0
Peningkatan kapasitas relawan taruna sisga | Jumlah SDM Kapasitas relawan tarina singa
bencana bencana yang dapatk ingk K
06 | 06 | 3.02 |0003 0
AAN TAMA MAKAN
PAHLAWAN
06 | o7 Jumlah Taman Maksm Pahlawan yeag di kelola 1 Unit 63.848.579
Pemeliharaan taman makam pablawan Persentase Taman Makam Pahlawan yang di 100
nasional kabupaten/kota pelihara
06 |07 | 201 4 100 100 20.781.253 100 21.279.795 100 21.787.531 63.848.579
Rehabilitasi sarana dan p taman Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta
o6 | 07 | 2.01 | 0oo1 |pahlawan nasional kabupaten/kota Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam (1]
Pahlawan Nasional Kanupaten/Kota
Pemeliharasn Taman Makan Pahlawan Nasional |Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannnya 2 5 5 28 Makam
Kabu; /Hota pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota Taik . 781 21.279.795 21.787.531 63.848.579
06 | o7 | 2.01 | oco2 palen, pa 1Uaie | 28 Mulam|  20.781.253 e 2 3
o6 | o7 | 2,01 Pengamanan Taman Makan Pahlawan Nasional [Jumlah laperan hasil pengamanan taman makam 0
01 | 0003 |y bupaten/Kota pablawan nasional kabupaten /kota
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja daerah adalah alat ukur spesifikasi untuk
memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan
misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa
jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcame
program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang
bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada
akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Penetapan indikator dan asumsi pembangunan daerah tahun 2021-
2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
2005-2025, dan visi misi kepala daerah terpilih periode 2021-2026.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan sosial
pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel 7.1
dan tabel 7.2 berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No

Indikator

Kondisi
Kinerja
Awal

Target Capaian Setiap Tahun

Tahun

Kondisi
kinerja
akhir

Tahun
2020

2022

2023

2024

2025

Tahun
2026

2

3

5

6

7

9

Persentase Potensi Sumber
Kesejahteraan yang
diberdayakan

18,66%

25,92%

30,55%

36,00%

42,43%

50,00%

Persentase Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak
terlantar,lanjut usia terlantar
dan gelandangan pengemis
yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya di luar panti
(Indikator SPM)

16,36%

19,56%

23,39%

27,97%

33,45%

40%

Persentase Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS
lainnya) bukan korban
HIV/aids dan NAPZA yang
terpenuhi kebutuhan
dasarnya diluar panti

17,36%

18,36%

21,32%

24,54%

25,92%

28,22%

Persentase PPKS dari Data
PPKS yang difasilitasi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase Korban Bencana
Alam dan Sosial yang
terpenuhi kebutuhan
dasarnya pada assat dan
setelah tanggap darurat
bencana (100%)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah taman makam
pahlawan yang dikelola

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit
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Tabel 7.2

Indikator SPM Bidang Sosial

Kondisi
Kondisi
AspekiFokus/Bidang Awal Target Capaian Setiap Tahun Rﬂf}:{
No | Urusanfindikator/Kinerja Pembangunan Satuan D
Daerah RPJMD 2026
(2020)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Rehabilitasi Sosial dasar
L penyandang disabilitas terlantar di luar panti % 18,98 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100
Persentase anak terlantar yang memperoleh
2 rehabilitasi sosial di luar panti % 31,99 100 | 100 | 100 | 100 ) 100 100
Persentase penduduk lanjut usia terlantar
3 | yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar % 17,35 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100
panti
Persentase penduduk/ gelandangan dan
4 | pengemis yang memeperoleh rehabilitasi % 25 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100
sosial di luar panti
5 Persentase pend}lduk korban bencana yang % 100 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100
memperoleh perlindungan
Tabel 7.3
Penetapan Indikator TBP/SDGS
Eode Indikator Satuan Baseline
Indikator 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Persentase Penyandang disabilitas
1.3.1.(c) | yang miskin dan rentan yang % 19 20 22 23 24 25
terpenuhi hak dasar dan
inklusivitas
Jumlah rumah tangga yang
1.3.1.(d) | mendapatkan bantuan tunai KPM | 6.597 | 6.600 | 6.650 | 6.700 | 6.700 | 6.700
bersyarat/ Program Keluarga
Harapan
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BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun
2021-2026 disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun 2021-2026. Penjabaran Renstra ini lebih lanjut akan diuraikan
dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar
pada setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026
diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan
Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar yang
tertuang kedalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

Pelaksanaan Renstra Dinas Sosial 2021 — 2026 akan menjadi tanggung
jawab langsung Kepala Dinas Sosial. Sehingga setiap target yang akan dicapai
perlu dipertimbangkan menyesuaikan dengan target RPJMD serta pagu
indikatif yang ditetapkan. Sementara itu, pelaksanaan evaluasi dan
pemantauan atas pelaksanaan Renstra Dinas Sosial akan dilakukan bersama
oleh Kepala Dinas Sosial dan tim dari Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan
Selayar.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas sosial ini juga akan lebih
ditentukan melalui keterlibatan Stakeholder pembangunan yaitu Pemerintah,
Lembaga/Kementrian, dan masyarakat. Sehingga diharapkan program kegiatan
yang direncanakan merupakan program kegiatan yang melibatkan semua
pihak.

Benteng, 1 Agustus 2023
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Kepulauan Selayar

| Pemerintah Kabupaten

Kepulauan Selayar
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Hj.SATMAWATI, S.Sos,. M.A.P

Pangkat : Pembina Tk. I
Nip. 19730217 199803 2 011




